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Dari orang-orang Hims murid dari Mu’adz bahwa Rasulullah sallallahu ‘alaihi
wasallam mengutusnya ke Yaman. Rasulullah bertanya, ‘“Bagaimana caramu
memberi keputusan ketika ada permasalahan hukum?” Mu’adz menjawab, “Aku
akan memutuskan berdasarkan Kitabullah.” Rasulullah bertanya, “Apabila engkau
tidak menemukan dasar dalam Kitabullah?” Mu’adz menjawab, “Aku akan
menghukumi berdasarkan Sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam.” Rasul
berkata, “Apabila engkau tidak menemukan dalam Sunnah Rasul?” Mu’adz
menjawab, “Aku akan berijtihad menggunakan pendapatku, dan aku tidak akan
mengurangi.” Rasulullah sallall@hu ‘alaihi wasallam menepuk-nepuk dadanya dan
berkata, "Segala puji bagi Allah yang menuntut utusan Rasulullah untuk melakukan
apa yang diridai Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam." (HR. Al-Baihagi No.
3119)*

! Muji Yusnandar, Meruntuhkan Tabir Kemustahilan, (Bogor: Guepedia Grup, 2021), him.
42-44,
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ABSTRAK

STUDI PERBANDINGAN METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM
NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA

Naily Fadhilah
NIM. 19913066

Indonesia merupakan negara majemuk dan beragama, dengan populasi
penduduk mayoritas beragama Islam. Namun bukan berarti Indonesia adalah
negara Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin besar pengikut ajaran
Islam di suatu negara, akan semakin banyak pula bermunculan organisasi-
organisasi keagamaan yang beragam seperti halnya di Indonesia. Banyak
organisasi Islam yang muncul di Indonesia dengan ideologi dan metodologi
istinbat hukum Islam yang beragam. Hal tersebut dapat dilihat adanya isu antara
organisasi Islam mainstream dan organisasi Islam non-mainstream tentang
gagasan penerapan syariah Islam secara formal dalam berbangsa dan bernegara
di Indonesia, yang mana dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama sebagai
organisasi Islam mainstream dan Majelis Mujahidin Indonesia sebagai
organisasi Islam non-mainstream.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis metodologi istinbat hukum Nahdlatul
Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia, serta faktor yang melatarbelakangi
pemikiran metode istinbat hukum kedua organisasi tersebut. Adapun
pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan historis-
sosiologis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa metode istinbat hukum
yang digunakan secara berjenjang oleh Nahdlatul Ulama dalam Bahtsul Masail,
yaitu: Qauli, ilhaqy, dan manhajy. Namun pada dekade terakhir ini juga
menggunakan metode istinbat istislahi. Sedangkan metode istinbat hukum yang
digunakan Majelis Mujahidin Indonesia adalah metode bayani. Adapun
Pemikiran dalam metode istinbat hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis
Mujahidin Indonesia dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu: Faktor intenal,
riwayat pendidikan pendiri ataupun para tokoh ulama Nahldatul Ulama dan
Majelis Mujahidin Indonesia. Faktor eksternal, dilatarbelakangi oleh kondisi
sosio-historis berdirinya Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia.

Kata kunci : Metode Istinbat, Hukum Islam, Nahdlatul Ulama, Majelis
Mujahidin Indonesia
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ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY ON THE METHOD OF ISLAMIC LAW
ISTIBATH BETWEEN NAHDLATUL ULAMA AND MAJELIS
MUJAHIDIN INDONESIA

Naily Fadhilah
NIM. 19913066

Indonesia is a pluralistic and religious country mostly populated by
Muslims. However, it does not mean that Indonesia is an Islamic country. It cannot
be denied that the greater number of followers of Islamic teachings in a country has
led to the establishment of more diverse religious organizations, as occurred in
Indonesia. Many Islamic organizations have emerged in Indonesia with diverse
ideologies and methodologies of Islamic law istinbat. This can be seen from many
issues between mainstream Islamic organizations and non-mainstream Islamic
organizations in terms of the concept of formal implementation of Islamic sharia in
the nation and state in Indonesia in which in this case Nahdlatul Ulama is as a
mainstream Islamic organization and Majelis Mujahidin Indonesia is as a non-
mainstream Islamic organization.

This is a library qualitative research with an aim to analyze the methodology
of the legal istinbat of Nahdlatul Ulama and Majelis Mujahidin Indonesia, factors
behind the concept of the legal istinbat method of the two organizations. This study
used a normative and historical-sociological approach with descriptive analysis
method.

The result of this research showed a number of legal istinbat methods used
in stages by Nahdlatul Ulama in Bahtsul Masail, including Qauli, ilhagy, and
manhajy. However, in the last decade, the istinbat istislahi method has also been
used. Meanwhile, the legal istinbat method used by Majelis Mujahidin Indonesia is
the bayani method. The concepts in the legal istinbat method of Nahdlatul Ulama
and Majelis Mujahidin Indonesia have been motivated by two factors: internal
factors, namely educational background of the founders or prominent figures of
Nahdlatul Ulama and Majelis Mujahidin Indonesia and external factors motivated
by the socio-historical condition of the establishment of Nahdlatul Ulama and
Majelis Mujahidin Indonesia.

Keywords: Istinbat method, Islamic Law, Nahdlatul Ulama, Majelis Mujahidin
Indonesia

February 04, 2022
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS Ull JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
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Segala puji bagi Allah Subkanahu wa Ta‘ala atas segala limpahan rahmat

serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu

‘alaihi wasallam yang senantiasa diharapkan syafaatnya di hari kiamat.

Tesis dengan judul “STUDI PERBANDINGAN METODE ISTINBAT
HUKUM ISLAM NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS MUJAHIDIN
INDONESIA” ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh penulis pada
jenjang strata dua (S2), guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Magister
Hukum pada Konsentrasi Hukum Islam Program Studi llmu Agama Islam Program

Magister, Fakultas llmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis dalam proses perjalanan penyusunan tesis ini mengalami kesukaran
dan kemudahan. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tesis ini masih jauh
dari kesempurnaan. Namun demikian, tesis ini merupakan hasil usaha dan upaya
yang maksimal dari penulis. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis
dalam tesis ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut tetap
disyukuri karena banyak pengalaman dan wawasan baru yang didapatkan dalam

penyusunan tesis ini.
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hasil usaha sendiri, melainkan juga berkat doa, bimbingan, dukungan, serta
motivasi dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih

setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan berbagai
fasilitas dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi strata dua di
kampus tercinta.

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas IImu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian
hingga terselesaikannya tesis ini.
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4. Dr. Dra. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Studi Magister llmu Agama
Islam Fakultas lImu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

5. Dr. Muhammad Roy Purwanto, M. Ag., selaku dosen pembimbing tesis yang
telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat dalam penyusunan tesis ini
dengan penuh kesabaran, serta berkenan meluangkan waktunya untuk
memberikan bimbingan dan kepada penulis baik dari segi pengetahuan hukum
maupun umum. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang insya
Allah bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
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Islam, dan Ihsan, serta memberikan balasan yang lebih atas bantuan yang telah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam sebagai
penyempurna agama-agama yang telah datang sebelumnya.! Nabi Muhammad
sallallahu ‘alaihi wasallam merupakan nabi akhir zaman dengan mukjizat
terbesarnya yaitu Alguran. Alquran merupakan wahyu yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam sekaligus menjadi sumber utama
bagi ajaran Islam. Dengan wahyu inilah Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi
wasallam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah
masyarakat Islam pada saat itu, hingga Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi
Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam wafat, para sahabat merasa kehilangan
pedoman hidup, dan mulai ada perbedaan-perbedaan pendapat. Hingga
akhirnya pada zaman kepemimpinan Ali bin Abi Thalib muncul aliran atau
golongan-golongan baru.

Perbedaan pendapat pada zaman sahabat terjadi dengan berbagai macam
model, misal di antaranya: Seorang sahabat mendengarkan hukum tentang suatu
masalah dari Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam secara langsung,
sedangkan sahabat lain tidak mendengarkan. Kemudian sahabat yang tidak

mendengarkan melakukan ijtihad untuk menyelesaikan hukum masalah

! Nurul Ichsan, “Islam dan Pembelajaran Agidah melalui Metode Qur’ani,” Jurnal
Pendidikan Islam, Vol. 02, No. 1 (April 2012), him. 185.



tersebut. Bentuk seperti inilah yang akhirnya berimplikasi terhadap beberapa
kemungkinan dalam timbulnya perbedaan berpendapat atau mazhab.* Seperti
perbedaan mazhab tentang tafsir atau memahami nas Alquran. Mazhab Aisyah
radiyallahu ‘anha, Mazhab Ibn Mas’ud radiyallahu ‘anhu, Mazhab Ibn Umar,
dan masih banyak lagi. Masing-masing dari mereka telah memiliki kaidah
tersendiri dalam memahami nas-nas Alguran maupun Hadis. Tetapi semua itu
tetap tidak bisa disalahkan karena mereka punya metode ijtihad sendiri-sendiri

alias tidak asal menafsirkan.?

Pada masa sekarang ini, tidak kurang dari enam aliran fikih (mazhab)
besar dengan banyak penganutnya, seperti: Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki,
Mazhab Syafi’i, Mazhab Syi’ah, dan Mazhab Dhahiri. Perbedaan aliran-aliran
dalam fikih ini terjadi disebabkan karena adanya perbedaan pada metode ijtihad
yang menimbulkan adanya perbedaan pendapat, salah satunya di negara
Indonesia. Dari perbedaan pendapat inilah kemudian terbentuk kelompok-
kelompok fikih yang pada mulanya terdiri dari murid-murid para imam

mujtahid.?

Seperti halnya di negara-negara lain, Islam di Indonesia tidak hanya
menganut satu mazhab saja. Walaupun umat Islam di Indonesia mayoritas

mengikuti Mazhab Imam Syafi’i. Sebagaimana yang kita ketahui bersama

1 A Asmawi, “Rasionalisasi Tradisi Bermazhab Menurut Shah Wali Allah,” Epistemé:
Jurnal Pengembangan lImu Keislaman, Vol. 8, No. 1 (Juni 2013), him. 37.

2 Nanang Abdillah, “Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan,” Fikroh, Vol. 8,
No. 1 (Juli 2014), him. 22.

3 A Dijazuli, llmu Figh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam,
(Jakarta: Kencana, 2005), him. 123.



bahwa sejak Islam masuk dan menyebar di Indonesia, corak aliran yang
berkembang adalah aliran Sunni atau yang lebih dikenal dengan istilah
Ahlussunnah Wal Jamaah, khususnya dari kalangan Mazhab Imam Syafi’i.
Berarti bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia masyarakatnya menganut
Mazhab Syafi’i. Namun sekitar era tahun 90-an kedamaian Islam di Indonesia
mulai ada pergesekan, di mana muslim di Indonesia bukan lagi terkonsentrasi
hanya pada Sunni (khususnya Syafi’i), melainkan telah muncul mazhab lain
termasuk dari kelompok Syiah* bahkan kelompok Wahabi. Hal inilah yang
menjadi sebab semakin banyak munculnya organisasi-organisasi keagamaan

(Islam) di Indonesia.

Organisasi keagamaan yang paling familiar di telinga masyarakat
Indonesia ada dua organisasi besar yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan
Muhammadiyah. Eksistensi dua organisasi ini memiliki pengaruh besar selain
dalam pengembangan sosial keagamaan dan pendidikan, juga memiliki
pengaruh besar bagi perdamaian dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia
hinggat saat ini. Utamanya dalam menghadapi kelompok-kelompok ekstremis
yang berusaha menggoyangkan kekokohan bangsa Indonesia ini.

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan enam

agama yang diakui oleh negara.®> Indonesia merupakan negara majemuk dan

4 Fisher Zulkarnain, “Fenomena Madzhab dan Sekte-sekte di Indonesia: Sebuah Studi
Medan Dakwah,” llImu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, Vol. 6, No. 1 (November
2014), him. 42.

> Farah Fadila, “6 Agama Yang Diakui Di Indonesia - Gramedia Literasi,” dikutip dari
https://www.gramedia.com/literasi/agama-yang-diakui-di-indonesia/, html diakses pada hari
Minggu tanggal 26 Desember 2021 jam 14.11 WIB.



beragama, dengan populasi penduduk mayoritas beragama Islam, bahkan
termasuk negara muslim terbesar di dunia. Meskipun mayoritas penduduknya
beragama Islam, tetapi Indonesia bukanlah negara Islam. Tidak dapat
dipungkiri bahwa semakin besar pengikut ajaran Islam di suatu negara, akan
semakin banyak pula bermunculan organisasi-organisasi keagamaan yang
beragam baik itu organisasi Islam mainstream ataupun organisasi Islam non-
mainstream, salah satunya seperti yang ada di Indonesia. Organisasi Islam yang
paling besar dan dikenal di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan
Muhammadiyah. Namun sebenarnya banyak sekali organisasi keagamaan
lainnya yang telah berdiri dan berkembang di Indonesia dengan corak mazhab
atau metodologi istinbat hukum yang berbeda-beda, salah satunya Majelis

Mujahidin Indonesia.

Seiring berkembangnya zaman, berbagai persoalan baik fenomena
sosial maupun politik telah muncul di tengah masyarakat. Indonesia memiliki
lembaga fatwa resmi yaitu Majelis Ulama Indonesia dalam merespon persoalan-
persoalan baru yang kian berkembang, dengan memberikan fatwa hukum atas
persoalan tersebut. Walaupun Indonesia memiliki lembaga fatwa MUI, namun
organisasi-organisasi Islam di Indonesia juga tidak lepas tangan alias ikut
mengambil peranannya dalam beristinbat untuk menentukan hukum suatu
persoalan baru tersebut yang belum ada pada zaman sebelumnya, mengingat

masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.

Sumber hukum dalam Islam adalah Alquran, Sunnah, ijtihad, dan ijma.

Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat tentang pengutusan Sahabat Mu’az



ibn Jabal ke Negeri Yaman untuk menjadi hakim. Dalam riwayat tersebut
disebutkan bahwa Mu’az ibn jabal berjanji akan menggunakan Alquran dalam
memutuskan sebuah permasalahan, apabila tidak ditemukan ketentuannya
dalam Alquran, maka ia akan menggunakan hadis, dan apabila tidak ditemukan
dalam Alqguran dan Hadis, maka ia akan berijtihad.® Alquran sebagai sumber
utama dan paling utama dalam Islam berlaku untuk semua zaman, kondisi dan
ruang tertentu yang tidak mungkin untuk memberikan aturan-aturan secara
terperinci. Ayat-ayat Alquran yang bersifat general memang hanya memberikan
pesan dasar-dasarnya saja, sehingga hal ini yang menjadikan Alquran dapat
menjangkau segala bentuk persoalan yang terjadi di kehidupan manusia.
Namun dengan Alquran yang bersifat general serta kemampuan akal manusia
yang terbatas, menjadikan adanya banyak perbedaan dalam memahami atau

menafsirkannya.

Setiap imam mazhab memiliki pemikiran dan metode ijtihad yang
berbeda-beda. Begitupun dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam di
Indonesia, mereka juga memiliki metode tersendiri dalam menentukan hukum
atau beristinbat hukum Islam. Seperti contoh Nahdlatul Ulama yang
menggunakan Alquran, Hadis, Qiyas, dan Ijma’, Muhammadiyah yang
menggunakan Alquran dan Sunnah, Majelis Mujahidin Indonesia yang dalam
pemikirannya kembali kepada Alquran, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan

dalam metode istinbat hukum Islam tersebut disebabkan oleh berbagai faktor,

¢ Dahyul Daipon, “Metode Ijtihad Ormas Islam (Refleksi Pluralisme Pemikiran dalam
Islam),” Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 2 (2018), him. 39.



salah satu di antaranya yaitu historisitas pendidikan para pendiri organisasi
masyarakat (ormas) Islam atau sanad keilmuan yang diperoleh sehingga
terdapat perbedaan cara dalam memahami teks Alquran dan Hadis. Hal ini juga
merupakan penyebab atau latar belakang lahirnya berbagai organisasi

masyarakat Islam, selain faktor politik yang juga begitu dominan.

Banyak organisasi Islam yang muncul di Indonesia dengan ideologi
pemikiran dan metodologi istinbat hukum Islam yang beragam, mengakibatkan
adanya potensi konflik sosial keagamaan. Hal tersebut dapat dilihat adanya isu
antara organisasi Islam mainstream dan organisasi Islam non-mainstream
tentang gagasan penerapan syariah Islam secara formal dalam berbangsa dan
bernegara di Indonesia, yang mana dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama
sebagai organisasi Islam mainstream dan Majelis Mujahidin Indonesia sebagai

organisasi Islam non-mainstream.

Para pendiri bangsa bersepakat menjadikan Indonesia sebagai negara
hukum dengan ideologi serta sistem demokrasi pancasila yang berkedaulatan
rakyat. Kedua aspek yang sangat berkaitan erat di mana hukum dijadikan
sebagai panglima dan demokrasi dijadikan sebagai sebuah sistem yang dapat
mengakomodir sebuah negara. Memberi rasa kebebasan dalam berpikir dan
persamaan hak pada masyarakatnya. Dengan kesepakatan konstitusi demokrasi

tersebut, tentu di dalamnya tumbuh, hidup, dan berkembang berbagai entitas



baik golongan, pemikiran, gerakan, organisasi, LSM-LSM, atau bahkan sampai

dengan yang berbentuk aliran,” terutama organisasi ataupun aliran Islam.

Keberagaman organisasi Islam yang lahir di Indonesia menjadikan pula
lahirnya perbedaan pandangan tentang pemikiran modernitas, seperti
demokrasi. Terdapat dua kelompok (pro dan kontra) yang berbeda pandangan
terhadap demokrasi. Bagi kelompok yang pro terhadap demokrasi, berpendapat
bahwa nilai demokrasi memiliki sifat universal dan dapat berdampingan dengan
Islam. Selain itu juga demokrasi dianggap berkaitan erat dan memiliki
kesamaan dengan Islam, oleh karena itu tidak perlu dipertentangkan. Sedangkan
bagi kelompok yang kontra terhadap demokrasi, mereka berpendapat bahwa
demokrasi merupakan hasil peradaban Barat. Mereka juga menolak secara tegas
adanya hubungan antara Islam dengan demokrasi. Oleh karena itu, menurut
mereka demokrasi tidak layak disandingkan dengan Islam ataupun sebaliknya.?
Pandangan-pandangan di atas itulah yang akhirnya melahirkan gagasan
penerapan syariah Islam secara formal dalam berbangsa dan bernegara di
Indonesia oleh beberapa organisasi Islam yang beranggapan bahwa Indonesia

harus bersistem syariah Islam.

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa syariat Islam adalah bagian
dari agama yang mengandung dua sisi: pertama apa yang harus diyakininya

(agidah) dan kedua apa yang harus diamalkannya (syariat). Apabila seseorang

7 Hartono, “Kontestasi Penerapan Syariat Islam di Indonesia dalam Perspektif Hizbut
Tahrir Indonesia (HT1) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)”, Tesis Magister, Yogyakarta, UIN
Sunan Kalijaga, 2010, him. 21-22.

8 Idris Thaha, Demokrasi religius: pemikiran politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais,
Cet. 1, (Bandung: Teraju, 2005), him. 40 & 44.



dituntut untuk menjalankan akidah dan syariatnya tidak berarti ia dipaksa
beragama, atau telah dinyatakan menyalahi prinsip ajaran agama karena tidak
ada paksaan dalam agama. Seorang muslim supaya menjalankan syariat
agamanya tidak perlu ada tuntutan dari luar, akan tetapi cukup dari adanya
komitmen dalam memeluk agama Islam tersebut. Dengan demikian, sebenarnya
tidak perlu adanya ketentuan tertulis dalam UUD yang mewajibkan seorang

muslim menjalankan syariat agamanya.®

Diskursus formalisasi penerapan syariat Islam yang cukup gencar
disuarakan telah menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pandangan berusaha
mementahkan ajakan penerapan syariat Islam secara formal. Penolakan tersebut
diungkapkan dengan berbagai argumentasi dan dalil, seperti misal terdapat
pihak yang mengatakan bahwa Indonesia adalah masyarakat prural sehingga
formalisasi penerapan syariat Islam yang berlaku umum tidak dapat diterima.
Bahkan ada yang mempertanyakan, kalau mau memformalisasikan penerapan
syariat Islam, syariat Islam yang mana? Bukankah varian pemahaman umat

Islam tentang syariat Islam beragam sifatnya (tidak tunggal)?°

Perdebatan tentang formalisasi penerapan syariat Islam di Indonesia
tersebut semakin marak setelah partai PBB dan PPP mengusulkan
dikembalikannya Piagam Jakarta ke dalam amandemen UUD 1945. Lebih dari

itu, sejumlah Ormas Islam (minus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) juga

® Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan ljtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer
di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), him. 36-37.

10 Yusdani, Konfigurasi pemikiran politik Islam: antara tradisi dan liberasi, Edisi I,
(Yogyakarta: Atas kerjasama Rona Pancaran IImu [dengan] Pusat Studi Islam, Universitas Islam
Indonesia, 2016), him. 241.



menyuarakan aksi tuntutan kembalinya Piagam Jakarta, yang berarti pula

pemberlakukan syariat Islam secara formal di tanah air Indonesia.*

Majelis Mujahidin Indonesia dikenal sebagai gerakan Islam (non-
mainstream) yang mengusung doktrin utama pemurnian perilaku masyarakat
pada Alquran dan Sunnah dengan menggagas adanya kewajiban untuk
menerapkan syariat Islam secara formal di segala bidang, serta menjalin
ukhuwah Islamiyah dengan mengharuskan pendirian negara Islam atau khilafah
Islamiyah. Sedangkan Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam
mainstream tidak menghendaki penerapan syariah Islam secara formal dalam
berbangsa dan bernegara. Nahdlatul Ulama lebih mengedepankan dinamisasi
ajaran Islam dengan kultur Indonesia.*?> Hal inilah yang menjadi menarik
perhatian, ketika 2 (dua) organisasi yang sama-sama Islam dengan pedoman
hukum primernya Alquran dan Hadis, namun sangat berbeda pandang.
Perbedaan tersebut bersumber dari adanya perbedaan pula dalam beristinbat

hukum.

Selain itu, Majelis Mujahidin Indonesia merupakan aliansi pergerakan,
akan tetapi doktrin pengaruhnya sebagai kelompok Islam non-mainstream
sangatlah kuat terhadap masyarakat tentang seruan formalisasi penerapan
syariat Islam secara kaffah, tidak kalah kuatnya dengan Nahdlatul Ulama yang

merupakan organisasi Islam (mainstream) terbesar di Indonesia. Oleh

11 1bid, him. 242.

12 Moh Dliya’ul Chaq, “Pemikiran Hukum Gerakan Islam Radikal Studi Atas Pemikiran
Hukum Dan Potensi Konflik Sosial Keagamaan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Dan Jama’ah
Ansharut Tauhid (JAT),” Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 1, No. 1 (Juni
2013), him. 17.
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karenanya walaupun yang satu (MMI) suatu aliansi pergerakan Islam dan yang
satu lagi (NU) suatu organisasi Islam, akan tetapi menurut penulis keduanya

tetap comparable untuk dibandingkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti
studi perbandingan terhadap perbedaan metode istinbat hukum yang terjadi di
Indonesia, yaitu dengan mengangkat judul Studi Perbandingan Metode
Istinbat Hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia.

. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Seperti yang telah disebutkan pada akhir bagian latar belakang di atas
bahwa penulis tertarik untuk meneliti perbedaan metode istinbat hukum Islam
di Indonesia, dengan mengambil dua organisasi masyarakat (ormas) Islam di
Indonesia, satu dari organisasi mainstream dan satu lagi dari organisasi non-
mainstream yaitu Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia. Penulis
memberi batasan masalah sebagai fokus pembahasan dalam tesis ini, guna
menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah serta
memperjelas permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan uraian latar
belakang di atas, diperoleh fokus dan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana metodologi istinbat hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis
Mujahidin Indonesia?
2. Bagaimana latar belakang pemikiran metode istinbat hukum Islam

Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang dijelaskan di atas,
maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini yaitu :
a. Menganalisis metode istinbat hukum Islam Nahdlatul Ulama dan
Majelis Mujahidin Indonesia.
b. Menganalisis latar belakang pemikiran metode istinbat hukum Islam
Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
Penulisan tesis ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara
teoritis maupun praktis bagi penulis, pembaca, serta masyarakat umumnya.
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih khazanah keilmuan dalam kajian studi Islam. Khususnya
dapat menjadi sumber kajian pustaka dalam bidang pluralisme
pemikiran Islam di Indonesia ataupun perbandingan mazhab bagi para
intelek Islam maupun masyarakat muslim umumnya.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi
pertimbangan bagi masyarakat dalam bertaglid, apalagi bagi yang fanatik
terhadap suatu organisasi keagamaan. Sebagai sesama umat muslim tidak
boleh saling menyalahkan bahkan mengkafir-kafirkan, semua ajaran tidak
ada yang salah selama masih dalam koridor syariat Islam, harus saling

toleransi atas perbedaan paham.
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D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi lima

bab, guna memudahkan dalam memahami tesis ini, yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang yang
memuat alasan-alasan pengangkatan topik permasalahan. Kemudian
dilanjutkan fokus dan pertanyaan penelitian, di mana merupakan penegasan
masalah yang terkandung dalam sub bab latar belakang sebelumnya sekaligus
pembatasan perumusan permasalahan. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian
yang merupakan jawaban dari fokus pertanyaan penelitian, manfaat penelitian
terhadap pengembangan ilmu, dan yang terakhir sistematika pembahasan

penelitian.

Bab Kedua, merupakan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.
Pada sub bab ini berisi pemaparan beberapa penelitian terdahulu yang topik
pembahasannya serupa dengan tesis ini yaitu tentang metodologi istinbat
hukum.

Bab Ketiga, menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam tesis
ini. Di mana dalam bab ini akan dijelaskan jenis penelitian dan pendekatan,
tempat atau lokasi penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan
data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini
akan diuraikan hasil penelitian serta analisis penulis terkait metodologi istinbat

hukum Islam di Indonesia, yang dalam ini metode istinbat hukum Nahdlatul
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Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia. Hasil penelitian dimulai dari
pengenalan kedua organisasi tersebut dengan pemaparan sejarah singkat
berdirinya Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia, guna mengenal
terlebih dahulu organisasi masyarakat (ormas) Islam yang akan dikaji dalam

tesis ini. Kemudian dilanjutkan pada pembahasan hasil penelitian.

Bab Kelima, merupakan penutup atau bab terakhir dalam tesis ini. Di
mana memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari fokus dan pertanyaan
penelitian atau pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Dilanjutkan
dengan saran-saran sebagai penutup yang ditujukan kepada para pihak yang

bersangkutan dan berkepentingan.
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KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan permasalahan tentang metodologi istinbat hukum
Islam di Indonesia seperti yang dibahas dalam tesis ini, memang terdapat
beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang topik permasalahannya sejenis
dengan penelitian ini. Namun sejauh penelusuran ini, belum ditemukan
penelitian yang membahas tentang metodologi istinbat hukum antara Nahdlatul
Ulama dengan Majelis Mujahidin Indonesia. Terkait istinbat hukum Nahdlatul
Ulama, memang banyak penelitian terdahulu yang membahasnya. Tetapi pada
penelitian ini, penulis mengkomparasi antara istinbat hukum organisasi Islam
mainstream yakni Nahdlatul Ulama dengan metode istinbat hukum organisasi
Islam anti-mainstrean Majelis Mujahidin Indonesia. Karena sejauh ini
penelitian terdahulu kebanyakan mengangkat permasalahan antara Bahtsul
Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis tarjih Muhammadiyah. Adapun
penelitian yang mengangkat tentang majelis Mujahidin Indonesia, kebanyakan
di antaranya membahas tentang gerakan aliansi MM itu sendiri atau membahas
tentang landasan pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia terhadap negara
Islam. Berikut kajian penelitian terdahulu di antaranya:

Penelitian karya Ahmad Rajafi yang berjudul “Ijtihad Eksklusif: Telaah
Atas Pola [jtihad 3 Ormas Islam di Indonesia”. Artikel ini membahas pola

ijtihad Fatwa MUI, Bahtsul Masail NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

14
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Pembahasan pada artikel ini mencoba mengarahkan pada satu masalah pokok
tentang pola ijtihad eksklusif di Indonesia dengan menggunakan pendekatan
sosiologi hukum Islam. Apakah pola ijtihad eksklusif ini merupakan satu
kemaslahatan atau kemudharatan? Dan pola ijtihad seperti apakah yang dapat
menjadi alternatif baru di Indonesia?*

Tulisan Agus Moh Najib dengan judul “Metodologi Ijtihad Mazhab
Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazarain”. Artikel ini membahas
mengenai gagasan pemikiran Hazairin tentang metodologi ijtihad hukum Islam
bercorak keindonesiaan. Hazairin berpendapat bahwa penting adanya mazhab
baru dalam hukum Islam yang tepat diterapkan di Indonesia, yaitu mazhab
Indonesia. Tulisan ini secara spesifik menulusuri kerangka ushul fikih yang
ditawarkan Hazairin, yang meliputi sumber hukum Islam dan metode penetapan
hukum yang digunakannnya.?

Penelitian Helmi Syaifuddin, dengan judul “Konflik Simbolik antara
Jaringan Islam Liberal Majelis Mujahidin Indonesia, Studi Kasus Iklan Islam
Warna-warni”. Penelitian ini membahas tentang permasalahan simbolik yang
terjadi antara JIS dan MMI. Lima pokok permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini di antaranya yaitu: tentang sumber pengetahuan apa yang menjadi
dasar acuan JIS (Jaringan Islam Liberal) dalam mengonstruksi realitas iklan,
bagaimana proses kontruksi realitasnya, identifikasi simbol yang

dipermasalahkan, tentang makna konflik antar kelompok dalam Islam, serta

! Ahmad Rajafi, “Ijtihad Eksklusif; Telaah Atas Pola [jtihad 3 Ormas Islam Di Indonesia,”
Jurnal llmiah Al-Syir’ah, Vol. 9, No. 2 (Juni 2016), him. 3.

2 Agus Moh Najib, “Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul
Fikih Hazairin,” Asy-Syir ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, Vol. 50, No. 1 (Juni 2016), him. 1.
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implikasinya bagi kehidupan beragama. Penelitian ini menyebutkan dalam
kesimpulan yang diperolehnya bahwa adanya konflik didorong oleh keinginan
mengeksternalisasi pandangan masing-masing kelompok.?

Penelitian lain karya Sultan Mujahidin, dengan judul “Penerapan ljtihad
Kolektif di Kalangan Muhammadiyah, NU, dan MUI Studi Komparatif pada
Masalah-Masalah Kontemporer)”. Penelitian ini membahas bagaimana
penerapan ijtihad kolektif serta karakteristik masing-masing lembaga fatwa
Muhammadiyah, NU, dan MUI dalam beristinbat hukum Islam terhadap
persoalan-persoalan kontemporer, seperti hukum tentang rokok, zakat profesi,
dan penetapan awal bulan ramadan. Jadi tulisan ini meneliti karakteristik
masing-masing lembaga fatwa tersebut di atas dengan menganalisis metode
istinbat hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum, dalam hal ini fatwa
atau hukum tentang rokok, zakat profesi, dan penentuan awal bulan hijriyah
(ramadan).*

Artikel Jurnal karya Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz yang
berjudul “Metodologi Istinbat Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan
Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)”. Tulisan ini membahas tentang
model pemikiran organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan
melihat bilik persamaan dan perbedaan metodologi istinbat hukum dari dua

organisasi tesebut. Disebutkan dalam kesimpulannya bahwa metode istinbat

3 Helmi Syaifuddin, “Konflik Simbolik antara Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Majelis
Mujahidin Indonesia (MMI) : Studi Kasus Iklan Islam Warna-Warni”, Tesis Magister, Surabaya:
IAIN Sunan Ampel, 2011, him. X.

4 Sultan Mujahidin, “Penerapan Ijtihad Kolektif di Kalangan Muhammadiyah, NU dan
MUI (Studi Komparatif Pada Masalah-Masalah Kontemporer)”, Tesis Magister, Banjarmasin: IAIN
ANtasari Banjarmasin, 2016), him. i.
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Tarjih yaitu langsung merujuk pada Alquran dan Sunnah, dengan
mempertimbangkan pendapat para imam mazhab. Sedangkan metode Lajnah
lebih kepada mengikuti pendapat-pendapat imam mazhab dengan pertimbangan
jalinan mata rantai keilmuan atau sanad.®

Penelitian karya Rizal yang berjudul “Ijtihad Jama’i Nahdatul Ulama
(NU) dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah tentang Bunga Bank dalam Praktik
Perbankan”. Tulisan ini menjelaskan tentang pola ijtihad yang dilakukan oleh
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap status hukum bunga bank.
Organisasi Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum bunga bank
menggunakan ijtihad jama’i dengan menyandarkan pendapat ulama Syafi’iah,
sedangkan muhammadiyah menggunakan qiyas ‘illat. Hasil penelitian yang
diperoleh dalam tulisan ini yaitu meskipun metode ijtihad yang digunakan oleh
kedua organisasi tersebut berbeda, namun hukum yang ditetapkan sama alias
antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah sependapat bahwa bunga bank
bersifat riba dan haram hukumnya.®

Artikel jurnal tulisan Irdlon Sahil dengan judul “Ijtihad Nahdlatul
Ulama”. Artikel ini membahas tentang ijtihad yang digunakan Lajnah Bahtsul
Masail (LBM) NU. Irdlon menyebutkan bahwa dalam memecahkan persoalan-
persoalan keagamaan, LBM NU masih menggunakan ijtihad gauly yakni

sebuah ijtihad yang dalam menggunakan metode istinbat hukumnya dengan

> Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, “Metodologi Istinbat Muhammadiyah Dan
NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail),” [jtihad : Jurnal Hukum Dan
Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 2 (November 2013), him. 200-201.
® Rizal Bin Jami’an, “ljtthad Jama’i Nahdatul Ulama (NU) Dan Ijtihad Qiyasi
Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktik Perbankan,” Jurnal Hukum Respublica, Vol.
16, No. 1 (2016), him. 20.
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cara mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawaban pada
kitab-kitab fikih empat mazhab, dengan mengacu secara langsung pada bunyi
teksnya. Apabila metode gauly tidak dapat dilaksanakan, maka menggunakan
ilhagiy. Apabila keduanya tidak dapat dicapai, maka menggunakan metode
manhajiy.’

Artikel jurnal tulisan Agus Mahfudin dengan judul “Metodologi Istinbat
Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama”. Artikel ini membahas
tentang metode istinbat hukum yang digunakan NU dalam Lembaga Bahtsul
Masail. Agus menjelaskan bahwa terdapat tiga metode istinbat hukum yang
disusun secara hierarkis yaitu metode gauli, ilhagi, dan manhaji. Selain itu, NU
juga merumuskan metode istinbat al-ahkam sebagai representasi model
bermazhab manhaji yang secara operasional tersusun menjadi tiga metode yaitu
metode bayani, giyasi, dan magashidi.®

Hasil penelitian Said Romadlan dengan judul “Diskursus Gerakan
Radikalisme dalam Organisasi Islam (Studi Hermeneutika pada Organisasi
Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang Dasar Negara, Jihad, dan
Toleransi)”. Penelitian ini membahas bagaimana penafsiran Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama tentang dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-
muslim, serta menganalisis bagaimana konteks relasi kekuasaan dan
kepentingan kedua organisasi tersebut. dalam memahami diskursus tentang

dasar negara, jihad, dan toleransi terhadap non-muslim. Penulisan penelitian ini

7 Irdlon Sahil, “Ijtihad Nahdlatul Ulama,” Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam,
Vol. 6, No. 2 (Desember 2015), him. 147.

8 Agus Mahfudin, “Metodologi Istinbat Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama,”
Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 1 (September 2021), him. 16.
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dilatarbelakangi adanya banyak kelompok Islam radikal yang berupaya
mengubah NKRI menjadi khilafah Islamiyah. Oleh karena itu, disertasi ini
diharapkan dapat menjadi literasi deradikalisasi untuk menangkal tumbuhnya
radikalisme di masyarakat.®

Tulisan lain karya Muhammad Ulil Abshor, dengan judul “Dinamika
Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga
Bahtsul Masail NU)”. Tulisan ini membahas tentang konsep ijtihad yang
dimiliki oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Abshor dalam tulisannya
menyebutkan bahwa ketika kelompok progresif menyuarakan pembaharuan
hukum Islam, NU justru memiliki arah baru dalam konsep ijtihad. Nahdlatul
Ulama yang pada mulanya lebih menekankan pada ijtihad gauli, namun pada
muktamar tahun 1994 di Bandar Lampung telah memutuskan untuk berijtihad
secara manhaji atau paradigma nalar yang tetap mengikuti imam mazhab.°

Penelitian lain tulisan Ani Nurul Imtihanah, dengan judul “Ijtihad
Ulama dan Dinamika Pemikiran Tatanegara dalam Islam”. Tulisan ini
membahas tentang pemikiran para ulama tentang negara melalui ijtihad-
ijtihadnya. Tulisan ini menjelaskan bahwa pemikiran para ulama tersebut terus

berkembang, karena sejatinya ajaran Islam tidak memisahkan diri dengan

® Said Romadlan, “Diskursus Gerakan Radikalisme Dalam Organisasi Islam (Studi
Hermeneutika Pada Organisasi Islam Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama tentang Dasar Negara,
Jihad, Dan Toleransi)”, Disertasi Doktor, Jakarta: Universitas Indonesia, 2020, him. viii.

10 Muhammad Ulil Abshor, “Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran
Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU),” Millati: Journal of Islamic Studies and
Humanities, Vol. 1, No. 2 (Desember 2016), him. 227.
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negara, hingga ketaatan rakyat kepada para pemimpinannya pun telah
disinggung secara jelas oleh Allah dalam Alquran.

Projek penelitian Asran Jalal dengan judul “Organisasi Salafi di
Indonesia: Studi Ideologi dan Pemikiran Politik Front Pembela Islam, Majelis
Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia”. Penelitian ini mengupas
tentang ideologi dan pemikiran politik organisasi FPI, MMI, dan HTI tersebut.
Asran menjelaskan dalam penelitiannya bahwa organisasi salafi yang terwakili
pada FPI, MMI, dan HTI merupakan gerakan purifikasi yang memiliki tujuan
untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai penyimpangan, salah satunya
seperti bid’ah. Selain itu, HTI termasuk juga yang memiliki konsepsi yang jelas
tentang sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah dibandingkan dengan konsep
yang dimiliki FP1 dan MM]I.*?

Artikel jurnal tulisan Maskuri Bakri, dengan judul “Respon Nahdlatul
Ulama terhadap Gempuran Aliran Fundamental: Telaah Kritis Radikalisme
Intoleran dan Pudarnya Moderatisme Islam”. Tulisan ini membahas tentang
identitas Islam non-mainstream, eksistensi kelas menengah terdidik Nahdlatul
Ulama, problem politik praktis, universalisme ajaran dan moderatis Islam, serta
tentang Nahdlatul Ulama di tengah tradisi masyarakat global. Bakri
menjelaskan bahwa Islam yang ditampilkan oleh kelompok mainstream saat ini

telah mendapat gempuran hebat dari kelompok non-mainstream dengan

1 Ani Nurul Imtihhanah, “Ijtihad Ulama Dan Dinamika Pemikiran Tatanegara Dalam Islam,”
Istinbat : Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1 (2019), him. 97.

12 Asran Jalal, “Organisasi Salafi Di Indonesia: Studi Ideologi Dan Pemikiran Politik Front
Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia DanHizbut Tahrir Indonesia”, Monograph, Jakarta:
Universitas Nasional, 2019, hlm. 56.
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berbagai wajah yang beragam dan berusaha masuk pada panggung politik
nasional sebagai kendaraan strategisnya. Walaupun kelompok mainstream
sempat menepi, namun kini mulai mengetengah lagi dan mulai menunjukkan
potensinya dengan hadirnya kaum terdidik kelompok mainstream. Islam yang
ditampilkan oleh kelompok mainstream sesungguhnya telah mendapat tempat
dari banyak kalangan di dunia ini, karena selalu berpegang pada prinsip toleran,
moderat, harmoni, dan proporsional.*®

Artikel lain karya Zulkarnain yang berjudul “Tradisi Kajian Keislaman
dalam Perspektif Ormas di Indonesia”. Tulisan ini membahas tentang tradisi
studi keislaman ormas di Indonesia dengan memfokuskan pada organisasi NU
dan Muhammadiyah. Zulkarnain dalam tulisannya menjelaskan bahwa corak
gerakan dan pemikiran keislaman di Indonesia merupakakn hasil dari dialektika
antara pemahaman teks-teks keagamaan dengan realitas sosial, politik, dan
kebudayaan yang dijembatani oleh seperangkat kerangka epistemologi
tertentu.*

Artikel lain karya Isa Ansori yang berjudul “Perbedaan Metode Ijtihad
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia”. Artikel
ini membahas tentang perbedaan model ijtihad Bahtsul Masail NU dan Majelis
Tarjih Muhammadiyah. Isa Ansori dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa

perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah yaitu terletak pada latar belakang

13 Maskuri Bakri, “Respon Nahdlatul Ulama Terhadap Gempuran Aliran Fundamental;
Telaah Kritis Radikalisme Intoleran Dan Pudarnya Moderatisme Islam,” Tribakti: Jurnal Pemikiran
Keislaman, Vol. 32, No. 1 (Januari 2021), him. 17.

14 Zulkarnain, “Tradisi Kajian Keislaman Dalam Perspektif Ormas Di Indonesia,” Al-Adyan:
Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 6, No. 1 (Juli 2011), him. 99.
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orientasi dan metode ijtihad. Di mana Bahtsul Masail lebih menekankan pada
pendekatan kultural, sedangkan Majelis Tarjih lebih menekankan pendekatan
tajdidnya.®

Tulisan lain karya Moh. Dliya’ul Chaq dengan judul “Pemikiran Hukum
Gerakan Islam Radikal: Studi Atas Pemikiran Hukum dan Potensi Konflik
Sosial Keagamaan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Jama’ah Anshorut
Tauhid (JAT)”. Penelitian ini membahas tentang pemikiran dan latar belakang
berdirinya MMI dan JAT, serta menganalisis ada tidaknya konflik sosial
terhadap paham MMI dan JAT tersebut.®

Penelitian tulisan Fajar Syarif dengan judul “Ijtihad Politik NU: Negara
Pancasila Adalah Negara Islam”. Tulisan ini mengkaji tentang sikap
kebangsaan Nahdlatul Ulama dalam keputusan Muktamar terkait dukungan
politik keagamaan. Fajar menjelaskan bahwa pemikiran politik NU yang
menyatakan “Negara Pancasila sama dengan Negara Islam” merupakan bentuk
sufat nasionalisme NU kepada Indonesia. Fajar juga memberikan catatanya
dalam tulisan ini yaitu bahwa kepolitikan yang diperankan NU seharusnya
bukan politik yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, melainkan politik
untuk membumikan nilai-nilai dan ajaran agama yang luhur dan mulia tentang
kemanusiaan, keadilan, dan kesamaan derajat dalam berkehidupan di

masyarakat. Dengan meletakkan kunci masalah pada pengesahan hukum fikih,

15 Isa Ansori, “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam

Corak Fikih Di Indonesia,” Nizham Journal of Islamic Studies, Vol. 2, No. 1 (September 2017), him.

140.

16 Moh Dliya’ul Chaq, “Pemikiran....., him. 16.
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yang mana NU mampu melakukan proses penyesuaian terhadap tuntutan negara
sepanjang sejarah Indonesia merdeka.’
Perbedaan penelitian tesis ini dengan penelitian-penelitian terdahulu
dapat dilihat dari problem akademik yang dibahas dalam penelitian tesis ini. Di
Indonesia terdapat berbagai corak organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama
dan Majelis Mujahidin Indonesia. Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi
Islam Indonesia berpaham Ahlussunnah wal Jamaah dan Majelis Mujahidin
Indonesia terkenal dengan organisasi Islam berpaham radikal. Dapat dilihat
bahwa kedua organisasi Islam tersebut sangat bertolak belakang perbedaannya.
Oleh karena itu, dalam tesis ini, penulis akan membahas kedua organisasi Islam
tersebut yang merupakan bentuk corak organisasi Islam Indonesia dengan fokus
pembahasan metodologi dalam istinbat hukum Islam serta apa faktor yang
melatar belakangi perbedaan pemikiran dalam menggunakan metodologi
istinbat tersebut.
B. Kerangka Teori
1. Definisi Istinbat Menurut Para Ulama
Secara etimologi, kata “istinbat” berasal dari bahasa arab ¢ - laliul
Lol - bty yang berarti mengeluarkan; menggali; dan melahirkan. Kata
dasarnya yaitu AR e S yang berarti “air yang pertama kali muncul
pada saat seseorang menggali sumur”, dari kalimat fi’il tersebut kemudian

ditasrif ke dalam bentuk isim masdar sehingga menjadi “lGii - Ll yang

17 Fajar Syarif, “Ijtihad Politik NU: Negara Pancasila Adalah Negara Islam,” Alfuad: Jurnal
Sosial Keagamaan, Vol. 3, No. 2 (Desember 2019), him. 64.
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berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi).®
Menurut Muhammad bin Ali al-Fayyumi seorang ahli Bahasa Arab dan
Fikih, kata “istinbat” apabila dihubungkan dengan hukum memiliki arti
“upaya menarik hukum dari Alquran dan Sunnah dengan jalan ijtihad.*
Amir al-Hajj al-Hambali dikutip dalam buku Agus Miswanto,

beliau mengatakan:
(’-'_'1 - g}_‘ L \551 EJL-:'—"E Be>us Gl e Y ‘_".).r- .l:»'L_..q."M.}” -[é..é.l‘;'lﬁ
c._..&'.jll -.-5«._?;&.1.' En.ﬂj)j-ajll Mllj ;LA'.LQ1 o \Jpj..,a..jll o 1.I=L<.3-\3“I
Ao sl a3 Sl dlesd 06 @il ga LS

Jejak lafaz istinbat ialah mengeluarkan dan yang semisalnya,
memberikan isyarat terhadap segala sesuatu dalam kaitannya dengan
hukum-hukum yang dikeluarkan dari nas-nas melalui proses kesukaran
dan kesulitan karena bertambahnya kelelahan. Sebagaimana yang terjadi,
sesungguhnya penggunaan Yyang banya secara bahasa untuk
mengeluarkan air dari sumur dan mata air, di mana kesulitan merupakan

suatu hal yang biasa terjadi.?®

Maksud dari perkataan Amir al-Hajj yaitu beliau memberi gambaran
bahwa proses istinbat hukum itu bukanlah perkara yang mudah. Proses

mengeluarkan hukum (syara’) dilakukan dengan usaha yang sungguh-

18 Al-Syarif ‘Ali ibn Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta’rifat, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1998), him. 22.

19 Satria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2005), him. 174,

20 Muhammad bin Muhammad bin Amir al-Hajj, Al-Taqrir Wa Al-Takhbir, dikutip dari buku
Agus Miswanto, Ushul Figh: Metode Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama,
2019), him. 2.
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sungguh sampai pada batas tertentu yang disertai dengan kesukaran serta
keletihan. Singkatnya, istinbat adalah proses menggali hukum dari nas yang
tidak mudah, karena banyak menguras tenaga dan pikiran.

Sejalan dengan pemikiran Amir al-Hajj, Wahbah al-Zuhaili juga

berpendapat:
2l i) Lglal o bl de ) KN Loles

Istinbat yaitu mengeluarkan hukum-hukum syara’ (yang bersifat
amaliyah) dari dalil-dalil nas dengan menjaga redaksi nas.*

Selain itu, Al-Sulaimi juga menyampaikan pendapatnya tentang

istinbat yaitu:

Sl e i el S AU Cll 1 ad (Bl 3 )

SEH el o il e ol oy g

Dengan metode istinbat: yaitu adalah mengeluarkan segenap kemampuan

untuk menemukan hukum syara’ dengan menjada teks-teks fikih, atau
menjaga nas-nas syara’ yang menunjukkan kepada hukum secara jelas.

Salah satu Guru Besar hukum Islam Indonesia, Profesor Amir

Syarifuddin juga memiliki pendapat tentang istinbat. Menurut beliau,

istinbat adalah suatu metode lafziyyah yakni pemahaman, penggalian, dan

perumusan hukum dari Alquran dan Sunnah.??

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dengan demikian secara

garis besar dapat disimpulkan bahwa istinbat adalah suatu upaya penggalian

21 Wahbah Al-Zuhaili, al-Wajiz fi Usul Figh, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1999), him.
13.
22 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), him. 2,
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hukum-hukum tentang syara’ dari Alquran maupun Hadis melalui metode-
metode tertentu.

Pengertian istinbat ini memang identik dengan ijtihad yang dikenal
oleh para ulama usul fikih. Namun demikian menurut al-Syaukani, istinbat
merupakan oprasionalisasi dari ijtihad. Karena ijtihad merupakan suatu
usaha untuk menetapkan hukum yang menggunakan kaidah-kaidah
istinbat.?

Kata “Istinbat” juga disebutkan dalam Alquran Surat An-Nisa’ ayat

83 yang berbunyi:
P -
JJY\J}\J\}J).“JJ\J\O}JJ) ‘\J \).C\b\ J}”-\) U"\J\ J.A\ E[kj \.;\J
< Lo £ \@v&ngwM% rg;‘ A _\S\&.LJW

pHEN]
Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan
(kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarluaskannya.
Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulul amri
(pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin
mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari
mereka (Rasul dan ulul amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat

Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil
saja (di antara kamu).?

Mayoritas ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud dari istinbat
yaitu mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi (untuk mencari informasi

kebenaran). Apabila dihubungkan dengan hukum Islam, maka memiliki arti

23 Rahmawati dan M. Sulaeman Jajuli, Istinbar hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-
Shiddieqy, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), him. 31.

24 Tim Penerjemah Al-Qur’an UIl, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, Cetakan
kesebelas, (Yogyakarta: Ull PRESS, 2014), him. 160.
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“upaya mengeluarkan hukum dari nas dengan jalan ijtihad”. Sehingga
keterangan tersebut dijadikan acuan bahwa istinbat merupakan upaya
penggalian hukum syara’ dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan
seluruh kemampuan daya nalar.?
Macam-Macam Metode Istinbat

Terdapat tiga metode penalaran yang digunakan oleh mayoritas
ulama dalam beristinbat hukum. Para ulama ushul fikih telah menyusun
seperangkat metodologi untuk menafsirkan nas-nas dalam upaya lebih
mendekatkan kepada maksud-maksud persyariatan hukum disatu pihak
serta mendekatkan hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang terjadi
di tengah masyarakat secara umum. Tiga metode ijtihad tersebut yaitu:
a. Bayani (Kebahasaan)

Secara lugawi, kata “bayani” berasal dari bahasa Arab o) dari
akar kata ow — ob yang berarti jelas; terang; tampak. Hal ini
menunjukkan bahwa bayani secara bahasa adalah sesuatu yang sudah
nyata; tidak mengandung keraguan atau kebimbangan. Sedangkan
secara istilah, bayani adalah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang
samar kepada tempat yang jelas. Dengan demikian, pengertian tersebut
menunjukkan bahwa bayani bersifat mengeluarkan ketentuan hukum
yang terdapat di dalam nas, di mana ketentuan tersebut keadaannya
masih samar sampai tersingkap secara jelas makna yang terkandung

hingga dapat diamalkan secara utuh. Oleh karena itu, metode bayani ini

25 Rahmawati dan Jajuli, Istinbat...., him. 30.
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bertumpu pada pembacaan teks nas dengan pendekatan linguistik
(kebahasaan).?® Istilah lain dari metode ini adalah manha;j istinbat al-
ahkam min an-nusis.?’

Dalam rangka istinbat hukum dari nas dengan metode bayani ini,
ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, mengkaji asbab
an-nuzil atau asbab al-wurad, baik yang makro atau yang mikro.
Maksud asbab an-nuzal/ al-wurtid mikro adalah sebab khusus (asbab an-
nuzil al-khassah) yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat atau
hadits. Sedangkan yang dimaksud asbab an-nuzal/al-wurad makro
adalah sebab umum (asbab an-nuzil al-‘ammah) yang menjadi konteks
sosial-politik, sosial-budaya, dan sosial-ekonomi dari proses tanzil al-
Qur’an dan wurud al-Hadits. Kedua, mengkaji teks ayat/hadis
berdasarkan pada perspektif kaidah bahasa (al-qawa’id al-usiiliyyah al-
lugawiyyah). Kajian teks dari perspektif kaidah bahasa ini meliputi tiga
kajian secara simultan, yaitu analisis kata (al-tahlil al-lafzi), analisis
makna (al-tahlil al-ma’na), dan analisis dalalah (al-tahlil al-dalalf).
Ketiga, mengaitkan nas yang sedang dikaji dengan nas lain yang
berkaitan (rabt an-nusis baduha bi ba‘din). Nas yang sedang dikaji harus
dihubungkan dengan nas yang lain, karena nustis asy-syari‘ah (Alquran

dan Hadis) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu

%6 Bakhtiar, “Epistimologi Bayani, Ta’lili dan Istislahi dalam pengembangan dan
Pembaharuan Hukum,” Tajdid : Jurnal llmu Keislaman dan Ushuluddin, Vol. 18, No. 1, (April
2019), him. 5.

27 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU (Jakarta Pusat:
Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2016), him. 154,
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dengan yang lain. Ayat yang satu terkait dengan ayat yang lain, hadis
yang satu terkait dengan hadis yang lain, ayat terkait dengan hadis dan
hadis terkait dengan ayat.?®

Nas-nas Alquran dan Hadis disampaikan dalam bahasa Arab.
Pemahaman hukum dari nas dapat menjadi satu pemahaman yang benar
apabila diperhatikan dan dijaga tata bahasa Arab dan cara-cara
dalalahnya. Oleh karenanya, para ulama ushul fikih menaruh perhatian
serius pada penelitian tentang gramatikal bahasa Arab, ungkapannya,
kata-kata mufradnya, serta pengambilan kesimpulan dari penelitian
tersebut. Di antara kaidah dan ketentuan-ketentuan (dabif), yang dengan
memperhatikannya dapat sampai kepada pemahaman hukum dari nas-
nas syar‘iyyah dengan suatu pemahaman yang benar, sesuai dengan apa
yang dipahami oleh bangsa Arab. Di mana nas-nas tersebut datang
dengan bahasanya, dan juga menjadi sarana untuk memperjelas nas
yang samar, menghilangkan kontradiksi yang tampak di antara nas-nas
tersebut dan menakwilkan nas yang ada petunjuk dalil untuk
menakwilkannya, serta hal lain yang berhubungan dengan pengambilan
hukum dari berbagai nas. #°

Pada hakikatnya, semua hukum sebenarnya sudah ada di dalam
nas. Namun ada yang tersurat, tersirat, maupun tersuruk. Hingga

diperlukan usaha dan kerja keras dalam penalaran dengan metode yang

28 |bid.
29 Abdul Wahhab Khalif, llmu Ushul Figih, (Semarang: Dina Utama, 2014), him. 250.
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tepat guna mengeluarkan hukum yang tersembunyi tersebut hingga saat
disingkap secara jelas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Syari’.*

Kaidah-kaidah dan dabit-dabit kebahasaan (lugawiyyah)
tersebut diambil dari penelitian tata bahasa Arab dan dari tetapan para
ahli bahasa Arab, tetapi kaidah-kaidah dan dabit tersebut bukanlah suatu
pembentukan ketetapan yang bersifat keagamaan. la hanya merupakan
bentuk dari berbagai kaidah yang difungsikan untuk memahami susunan
kalimat dengan pemahaman yang benar.*

Para ulama maupun ahli ushul fikih, seperti Profesor Abdul
Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Ushul Fiqih”
membagi metode pendekatan bayani atau kebahasaan ini menjadi
beberapa kategori, yaitu:

1) Lafaz dilihat dari cakupan maknanya
Lafaz dari segi cakupan maknanya tersebut dapat dibedakan
menjadi: 1) Lafaz khas; 2) Lafaz mutlag; 3)Lafaz mugayyad; 4)
Lafaz amr; 5) Lafaz nahiy; dan 6) Lafaz musytarak.
2) Lafaz dilihat dari segi penggunaannya terhadap suatu makna
Lafaz dilihat dari segi penggunaan maknanya terbagi
menjadi empat bagian yaitu: Haqiqi, majazi, sarih, dan kinayah.
3) Lafaz dilihat dari segi petunjuknya dalam hal kejelasan dan

kesamaran

30 Bakhtiar, “Epistimologi Bayani, Ta’lili dan Istislahi dalam pengembangan...., him. 5.”
31 Abdul Wahhab Khalif, limu Ushul...., him. 250.
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Lafaz dari segi kejelasan dalalahnya dibagi menjadi dua
macam yaitu: wadih ad-dalalah (lafaz yang jelas penunjukannya)
dan khafiy ad-dalalah (lafaz yang samar penunjukannya.

4) Lafaz dari segi cara mengungkapkannya dalam kaitannya makna
yang terkandung

Suatu lafaz dapat dipahami secara tersurat ataupun tersirat sesuai
keadaan lafaz atau garinah yang mengikutinya. Sehingga ulama ahli
ushul merumuskan beberapa teknik untuk menemukan makna yang
tepat tersebut dengan membagi ke dalam lima macam yaitu: Ibarah an-
nas, ‘isyarah an-nas, dilalah an-nas, iqtida an-nas, dan mafhum al-
mukhalafah.?

Menurut Imam Syafi’i, Alquran secara keseluruhan merupakan
petunjuk bagi umat manusia, yang pengungkapannya terbagi menjadi
empat bentuk, di antaranya yaitu: Pertama, pengungkapan secara
tekstual (nas). Seperti kewajiban salat, puasa, zakat, haji. Termasuk
ungkapan yang mengandung larangan seperti zina, Kedua,
pengungkapannya melalui ajaran atau tuntunan Nabi Muhammad
sallallahu ‘alaihi wasallam. Seperti rakaat dalam salat ataupun tata cara
pelaksanaan salatnya; Ketiga, pengungkapannya melalui Rasulullah
sallallahu ‘alaihi wasallam tanpa menyebutkan status hukumnya di

dalam Alqguran; Keempat, pengungkapannya sangat tersembunyi.

32 Rahmawati, “Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-
Shiddieqy)”, Disertasi Doktor, Makassar: UIN Alauddin, 2014, him. 36.
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Sehingga dibutuhkan analisis atau penggalian hukum yang mendalam
dan maksimal dengan cara ijtihad. Karena melalui ijtihad inilah suatu
ketetapan hukum baik kewajiban maupun larangan dapat diketahui.
b. Ta’lili (‘Ilat)

Metode istinbat ta’lili adalah pola istinbat yang bertumpu pada
‘illat disyariatkannya suatu ketentuan hukum. Penalaran dan
pemahaman ini didasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan
yang diturunkan oleh Allah sebagai Syari’ yaitu untuk mengatur
perilaku umat manusia, ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapai.
Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan tersebut selalu ada, walaupun
alasan tersebut ada yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia sampai
sekarang.?* Professor Makhrus Munajat dalam tulisannya menjelaskan
bahwa metode ta’lili adalah metode dengan cara meneliti secara
seksama terhadap apa yang dijadikan dasar konsepsi (penetapan)
hukum.®

Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-33, di
dalamnya menyebutkan bahwa hukum-hukum yang diambil secara
langsung dari nas dapat diperluas jangkauannya pada kasus-kasus lain
yang tidak mansts, salah satunya dengan cara giyas. Namun perlu

digarisbawahi bahwa hukum-hukum yang dapat diperluas jangkauannya

3 Bakhtiar, “Epistimologi...., him. 6.”

34 Rahmawati, “Metode....., him. 78.”

3 Makhrus Munajat, “Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,”
Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 42, No. 1 (2008), him. 194.
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melalui giyas hanyalah hukum-hukum yang ma‘qul al-ma‘na, di mana
ditandai dengan adanya ‘illat sebagai landasan perluasan tersebut.>®

Para ulama menggunakan berbagai rumusan yang berbeda-beda
untuk mendefinisikan ‘illat. Namun inti dari semuanya yaitu suatu
keadaan atau sifat yang relatif dapat diukur, jelas, dan mengandung
relevansi, sehingga kuat dugaan dialah (‘illat) yang menjadi alasan
penetapan suatu hukum dari Allah. Sekiranya apabila ‘illat tidak
diperoleh dengan cara tersebut, maka para ulama merenung dan
menggunakan penalaran logis untuk menentukan apa yang Kira-kira
menjadi alasan kuat terhadap pensyariatan suatu ketentuan hukum
tersebut.

Corak penalaran ta’lili ini berkembang dalam wacana ilmu
hukum yang keberadaannya didukung oleh suatu kenyataan bahwa
sebagian besar ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan dalam nas
Alquran dan Hadis selalu diiringi dengan penyebutan ‘illat hukumnya.

‘Illat berdasarkan kegunaan dan kedudukannya dalam
pensyariatan hukum dibagi menjadi dua macam bagian yaitu ‘illat
tasyri’i dan ‘illat qiyasi. ‘Illat tasyri’i adalah ‘illat yang digunakan untuk
mengetahui apakah suatu ketentuan dapat terus berlaku atau sudah
sepantasnya berubah karena ‘illat yang mendasarnya telah bergeser.
Dengan demikian, gqiyas memberikan kesan kemiripan atau kesamaan

antara dua hal yang salah satunya dipakai sebagai kriteria untuk

36 pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU, him. 160.
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mengukur yang lain. Sedangkan ‘illat qiyasi adalah ‘illat yang
digunakan untuk mengetahui ketentuan apa yang berlaku terhadap suatu
masalah yang dijelaskan oleh suatu dalil nas, karena adanya kesamaan
‘illat antara keduanya.®’

Terkait ‘illat giyasi, walaupun di antara para ulama terdapat
perbedaan redaksi definisi, akan tetapi pada intinya memiliki kesamaan
makna bahwa dalam melakukan giyas ada empat hal yang harus
dipenuhi, yaitu: 1) Asl (kasus asal yang telah disebut oleh nas); 2) Far’u
(kasus baru yang akan menjadi objek penetapan hukum); 3) Hukm
(hukum kasus asal yang akan diperluas terhadap kasus baru); dan 4)
‘illat (ditemukan adanya zat atau klausa yang sama kasus asal untuk
dijadikan dasar dalam penetapan hukum kasus baru).®

c. Istislahi (Kemaslahatan)

Metode istinbat istislahi adalah pola istinbat yang dilakukan
dengan menerapkan kaidah-kaidah umum karena tidak adanya dalil-
dalil khusus baik di dalam Alquran maupun Hadis tentang suatu
persoalan dengan mendasarkan kaidah-kaidah istislahi atau maslahah
mursalah.* Penalaran metode istislahi ini merupakan perpanjangan dari
penalaran metode ta’lili. Karena sama-sama didasarkan pada anggapan
bahwa Allah menurunkan aturan syara’ dan ketentuannya memiliki

tujuan yakni untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

37 Makhrus Munajat, "Metode....., him. 80-81.

38 A Djazuli, llmu Figh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta:
Kencana, 2005), him. 77-78.

39 Rahmawati, “Metode......, hlm. 87.”
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Istilah istislahi pada mulanya digunakan oleh ulama Hanabilah
dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum baru yang bertumpu
pada kemaslahatan, di mana tidak terdapat nas yang menunjuk secara
langsung tentang ketentuan hukum permasalahan tersebut. Sedangkan
ulama Hanafiyah untuk maksud yang sama menggunakan istilah
istihsan. Begitu juga ulama Malikiyah yang menggunakan istilah
maslahah mursalah. Semua istilah yang digunakan oleh para ulama
mujtahid tersebut tetap bermuara pada kemaslahatan, meskipun nas
sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit.*

Corak penalaran istislahi dalam perkembangan pemikiran
hukum Islam ini dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu:

1) Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode penetapan
hukum yang digunakan oleh para mujtahid dalam menjawab dan
menyelesaikan persoalan hukum dengan berasaskan kemaslahatan.
Disebutkan bahwa Maslahah Mursalah merupakan kemaslahatan
yang oleh nas tidak ditunjuk dan tidak pula dilarang secara tegas,
namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum syariat.**

Terdapat 3 (tiga) cara penentuan legalitas maslahah yang
sekaligus membagi maslahah pada tiga macam, yaitu: 1) Maslahah

yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nas, di mana nas

40 Bakhtiar, “Epistimologi....., him. 14.
4 Ibid, him. 16.
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itu sendiri yang menyebutkan ‘illatnya tentang sesuatu yang
dianggap sebagai suatu maslahah; 2) Maslahah yang ditolak
legalitasnya oleh Syari; dan 3) Maslahah yang tidak terdapat
legalitas  nas, baik  terhadap  keberlakuan maupun
ketidakberlakuannya.*
2) Zari’ah

Secara terminologi, zari’ah adalah jalan yang membawa atau
menyampaikan pada kehalalan atau keharaman. Berdasarkan istilah
tersebut, ulama ushul fikih membagi Zari’ah ke dalam 2 (dua)
bentuk, yaitu: fat zari’ah dan sadd zari’ah. Adapun fat zari’ah adalah
membuka jalan yang dapat membawa pada suatu kemaslahatan.
Sedangkan sadd Zzari’ah adalah menutup atau menghambat jalan
yang diduga dapat membawa pada kemafsadatan.** Jadi, zari’ah
merupakan metode ijtihad yang meletakkan penekanan pada
dampak suatu tindakan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa terdapat
2 (dua) bentuk perbuatan seorang mukallah yang memiliki implikasi
yang berbeda. Pertama, perbuatan mukallah yang memiliki potensi
maslahah, dan hal ini yang dianjurkan bahkan diperintahkan oleh
Allah. Kedua, perbuatan mukallaf yang memiliki potensi mafsadah,

dan hal ini dilarang oleh Allah sebagai Syari’.

42 Kutbuddin Aibak, “Penalaran Istislahi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam,” Al-
Manabhij, VVol. VII, No. 2 (Juli 2013), him. 173-174.
4 Kutbuddin Aibak, “Penalaran......, him. 177.
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Pada prinsipnya, jumhur ulama menerima maslahah
mursalah sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum Islam,
sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya terdapat
perbedaan. Hukum Islam pada hakikatnya merupakan perwujudan
dari maslahah itu sendiri secara umum. Akan tetapi tidak semua
kategori maslahah merupakan tujuan hukum Islam, sehingga tidak
semua maslahah dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum
Islam. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan adanya persyaratan yang
harus dipenuhi dalam penggunaan kaidah maslahah ini, supaya
tidak menjadi pintu bagi penetapan hukum menurut hawa nafsu.
Syarat-syarat tersebut di antaranya yaitu: 1) maslahah harus
merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, bukan sekedar bersifat
dugaan saja; 2) Kemaslahatan bersifat umum, bukan pribadi; 3)
Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
yang telah ditetapkan oleh nas ataupun ijma’.*

Menurut Imam al-Ghazali, suatu kemaslahatan harus sejalan
dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan
manusia. Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan
kepada kehendak syara’, akan tetapi sering didasarkan pada

kehendak hawa nafsu.*

4 Abdul Wahhab Khalif, llmu....., him. 143-145.
4> Rahmawati, “Metode....., hIm. 90.
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Selain 3 (tiga) metode istinbat hukum Islam di atas, terdapat juga
metode ijtihad kontemporer yang digagas oleh Yusuf Qaradhawi. Beliau
merupakan seorang ulama hukum Islam kontemporer yang menyerukan
tentang urgensi ijtihad. Terdapat 2 (dua) metode ijtihad kontemporer yang
dikembangkan oleh Yusuf Qaradhawi, yaitu:

d. Intiqa’i (Selektif)

[jtihad intiqa’i adalah usaha dalam memilih satu pendapat yang
terkuat dari beberapa pendapat yang terdapat dalam warisan fikih Islam,
yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Y usuf Qaradhawi tidak
setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa cukuplah berpegang
pada pendapat para mujtahid terdahulu dalam tingkatan satu mazhab
yang dianut tanpa harus meneliti dalil-dalilnya atau yang biasa disebut
dengan taqlid buta. Sehingga muncullah konsep ijtihad intiqa’i ini.*®
Singkatnya, ijtihad intiqa’i adalah ijtthad yang dilakukan dengan
menelaah pendapat para ulama terdahulu mengenai suatu persoalan
yang telah tertulis dalam kitab-kitab klasik, kemudian memilih dan
menentukan pendapat yang lebih kuat dalil dan argumentasinya, serta
lebih sesuai dengan kondisi yang ada.*’

Metode ijtihad intiqa’i berbeda dengan sikap taqlid, di mana dalam

metode ini mengandalkan studi komparatif terhadap berbagai pendapat

46 Yusuf Qaradawi, Al-ljtihad Al-Mu'ashir baina Al-Inzhibaath wa Al-Infiraath, alih bahasa
Abu Barzani ljtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, (Surabaya: Risalah
Gusti, 2000), him. 23- 24.

47 Ahmad Zahro, Tradisi intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il, 1926-1999, Cet. 1,
(YYogyakarta: LKiS, 2004), him. 106.
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dengan meneliti kembali dalil-dalil ijtihad yang mendasari pendapat
tersebut, sehingga dapat dipilih pendapat mana yang paling kuat
dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan “kaidah tarjih”.

Dalam hal memilih pendapat yang paling kuat, perlu diperhatikan
faktor-faktor lain yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang
sedang dikaji, seperti perubahan sosial budaya, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta kesesuaian dengan tuntutan zaman.
Jadi, dalam pelaksanaan ijtihad intiqa’i dibutuhkan analisis yang cermat
terhadap masalah yang sedang dikaji. Analisis tersebut tidak terbatas
pada dalil-dalil dan argumentasi semata, melainkan juga harus melihat
relevansi kondisi saat ini bahkan masa depan.®

Noel J. Coulson mengemukakan terdapat 3 (tiga) bentuk ijtihad
yang dilakukan oleh para mujtahid terdahulu, yaitu: Pertama,
mempertimbangkan doktrin-doktrin yang ada pada salah satu dari empat
mazhab sunni. Kedua, para ulama tidak lagi menyeleksi pendapat-
pendapat dengan berbagai mazhab, melainkan mereka sibuk mencari
dalil-dalil yang menjastifikasi terhadap pilihan pendapat mereka.
Ketiga, talfiq yaitu sistem hukum gabungan dari berbagai mazhab yang
sebenarnya berbeda baik sifat maupun sumbernya.*

Keluasan ruang lingkup intiqa’i (pemilihan pendapat yang kuat)

ini dapat dilihat dengan adanya kebolehan untuk keluar dari empat

48 Agus Mahfudin, "ljtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi dalam Pengembangan Hukum
Islam", Religi: Jurnal Studi Islam, VVol. 5, No. 1 (April 2014), him. 34.
4 Imam Yahya, Dinamika ijtihad NU, Cet. 1, (Semarang: Walisongo Press, 2009), him. 26.
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mazhab guna memilah dan memilih serta menyeleksi pendapat yang
dikemukakan olek pakar fikih dari kalangan sahabat, tabi’in, dan para
ulama salaf yang hidup sesudah mereka.>°

Contoh kasus dalam ijtihad intiga’i ini yaitu tentang masalah
menyusui. Yusuf Qaradhawi mengambil pendapat Laits bin Sa’id dan
Daud bni Ali serta para muridnya dari golongan Dzahiriyah (golongan
tekstual), di antara mereka adalah Ibnu Hazm (Seorang sejarawan, ahli
fikih, dan Imam Ahlus Sunnah di Spanyol). Pendapat tersebut merupakan
salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa:
“Penyusuan yang dianggap benar adalah dengan cara mengisap puting
sekaligus menyusu”. Bukan dengan cara memasukkan air susu langsung
ke tenggorokan atau lewat telinga dan sebagainya. Karena yang
demikian itu sebagaimana dimaksud oleh kata ar-rada‘, ar-rada‘ah, dan
al-irda‘, yang menyebabkan pengharaman (dalam hal nikah) seperti
yang disebutkan dalam Alquran dan Hadis.*

Pendapat tersebut benar-benar dipegang teguh oleh Ibnu Hazm.
Atas dasar logika tersebut, penetapan hukum “bank air susu”
diperbolehkan dengan syarat benar-benar dibutuhkan demi suatu
kemaslahatan. Ditambah lagi adanya unsur keraguan perihal identitas si
pemberi air susu, intensitas penyusuannya, dan juga perihal

bercampurnya air susu orang satu dengan yang lainnya. Alasan-alasan

50 Yusuf Qaradawi, ljtihad....., him. 29-30.
51 Ibid.
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tersebutlah yang dapat melemahkan pendapat yang mengharamkan
“bank air susu”.>?
Insya’i (Kreatif)

ljtihad Insya’i adalah pengambilan kesimpulan hukum baru dari
suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama
terdahulu, baik itu persoalan baru maupun lama.** Dengan artian bahwa
ijtihad insya’i ini dapat mencakup masalah-masalah baru dan sebagian
masalah-masalah lama. Namun pada kenyataannya, sebagian besar
ijtihad insya’i ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum pernah
terjadi di masa ulama-ulama terdahulu. Kalaupun ketika para ulama
telah mengenalnya di masa lalu, tentu masih dalam skala kecil yang
belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian yang serius
guna mencari solusinya.>

Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa apabila terdapat
perselisihan di kalangan para pakar fikih terdahulu atas dua pendapat,
maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat
ketiga. Apabila masih terdapat perselisihan atas ketiga pendapat
tersebut, maka boleh ia ataupun mujtahid lain menampilkan pendapat
keempat, dan seterusnya. Karena dengan adanya perselisihan pendapat

terhadap suatu permasalahan, menunjukkan bahwa masalah tersebut

52 Fatwa Mu’ashirah, perihal hukum “Bank Air Susu”, dalam Buku Yusuf Al-Qardhawi,
ljtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000),

him. 30.

53 Yusuf Qaradawi, ljtihad....., him. 43.
> Agus Mahfudin, “Ijtihad....., him. 35.
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menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan. Selain itu,
pendapat-pendapat orang yang berhak berijtihad sekali-kali tidak boleh
dibekukan dan dihentikan pada batas tertentu.>

Ijtihad insya’i dalam penerapannya diperlukan pemahaman yang
menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya.
Karena tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana persoalan yang
sedang dikaji tersebut, akan sulit untuk dapat menetapkan hukumnya
secara tepat dan benar. Sehingga dalam menghadapi persoalan yang
sama sekali baru dibutuhkan terlebih dahulu pengetahuan tentang
masalah yang sedang dikaji tersebut, di samping pengetahuan yang
menjadi persyaratan ijtihad itu sendiri.>®

[tulah mengapa ijtihad insya’i juga disebut dengan ijtihad kreatif.
Karena permasalahan yang sedang dikaji sama sekali baru, di mana pada
masa ulama terdahulu belum pernah terjadi, sehingga ulama
kontemporer berupaya berijtihad guna memperoleh hukum atas
permasalahan baru tersebut.

Sebagai contoh kasus dalam ijtihad insya’i ini yaitu tentang zakat
tanah persewaan. Orang yang menyewa tanah hendaknya mengeluarkan
zakat atas tanaman atau buah yang dihasilkan dari tanah sewaan (apabila
sudah mencapai satu nisab), bukan mengeluarkan zakat atas (biaya)

persewaan tanah tersebut. Karena biaya sewa tanah tersebut dianggap

%5 Yusuf Qaradawi, ljtihad....., him. 43.

%6 |bid.
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sebagai utang yang menjadi tanggungan si penyewa. Dengan demikian,
si penyewa hanya diwajibkan mengeluarkan zakat atas hasil produksi
tanamanya tersebut. Adapun si pemilik tanah memiliki kewajiban
mengeluarkan zakat atas hasil persewaan tanah tadi setelah biaya sewa-
menyewa diterimanya (apabila mencapai nisab), dengen tidak lupa
dikurangi pajak tanah yang harus dibayar. Dengan demikian, kedua-
duanya memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas hasil yang
diterima dari tanah tersebut, baik hasil tanaman maupun hasil biaya
persewaan. Namun apabila keduanya bersama-sama menggarap tanah
dengan sistem bagi hasil produksi tanaman (muzara’ah), maka masing-
masing mengeluarkan zakat atas hasil muzara’ah tersebut.”’

Pendapat yang demikian belum pernah dikemukakan oleh ulama-
ulama terdahulu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat tanaman
dan buah-buahan dari hasil bumi yang disewakan dibebankan
sepenuhnya kepada pihak penyewa. Sedangkan menurut Abu Hanifah,
kewajiban zakat sepenuhnya dibebankan kepada si pemilik tanah atau
pihak yang menyewakan.

3. Hukum Islam dari Berbagai Perspektif
Istilah hukum Islam sudah lama berkembang di negara Indonesia, di

samping istilah fikih dan syariat. Istilah hukum Islam dikenal di Indonesia
setelah agama Islam masuk ke Nusantara yaitu sekitar abad VII M/abad 1

Hijriah. Dalam jangka waktu yang lama itu, belum ada kejelasan yang pasti

57 Yusuf Qaradawi, ljtihad....., him. 44,
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tentang pengertian hukum Islam. Karena memang dalam Alquran maupun
Hadis sama sekali tidak ditemukan istilah “hukum Islam”. Yang ada di
dalam Alquran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan kata yang
menjadi turunannya.

Apabila dikaji berdasarkan asal katanya, kata “hukum” secara
etimologi berasal dari bahasa Arab W4 — 2835 & | afaz &&11 merupakan
bentuk mufrad dari jama’ ASAY) Berdasarkan asal kata S~ tersebut
kemudian muncul kata i&sl yang berarti kebijaksanaan. Dalam hal ini
dapat diartikan bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk
mengendalikan atau mengekang seseorang dari perkara-perkara yang
dilarang oleh agama. Sedangkan kata “islam” berasal dari kata alks — Alig —

L33 W yang berarti selamat (dari bahaya). Kata »5% sendiri
merupakan bentuk masdar dari L) - AL - (Au\ , dengan mengikuti wazan
Vi) - (a8 — Jadlyang memiliki makna damai; selamat; kepatuhan; dan
ketundukan.*® Jadi dapat diperoleh pengertian bahwa hukum Islma adalah
suatu aturan atau kebijakan dengan mengendalikan seseorang dari hal-hal
yang dilarang dengan tujuan untuk memperoleh keselamatan (di dunia dan
di akhirat).

Sejalan dengan definisi di atas, juga diatakan bahwa hukum Islam
adalah hukum yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya yang

bertujuan untuk disebarluaskan dan menjadi pedoman bagi umat manusia

%8 Rohidin, Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia,
(Yogyakarta: Lintagn Rasi Aksara Books, 2016), him. 1-2.
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guna mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat (Rofiq,
2001:22). Irwan Hamzani dalam bukunya juga menyebutkan bahwa hukum
Islam adalah norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah maupun Nabi
Muhammad yang terdapat di dalam Alquran dan Hadis dengan tujuan untuk
menjadi pedoman bagi umat Islam supaya teratur menjalani kehidupan di
dunia.*®
Berbagai pakar hukum Islam maupun forum diskusi hukum Islam di
Indonesia mencoba mengemukakan pendapatnya tentang definisi hukum
Islam. Salah satunya telah dicoba dalam satu Lokakarya di Jakarta yang
merumuskan bahwa: “Hukum Islam adalah hukum fikih muamalah dalam
arti luas, yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma)
kemasyarakatan yang bersumber pertama pada Alquran, kedua pada
Sunnah, dan ketiga pada akal pikiran.”®
Setidaknya terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan dari
definisi tersebut di atas, yaitu:
a. Kalimat “Fikih muamalah dalam arti luas”, memiliki arti yaitu fikih
ibadah tidak termasuk ke dalam pengertian hukum Islam. Sebab fikih
muamalah dalam arti luas meliputi hubungan manusia dengan manusia;

serta

5 Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta:

Kencana, 2020), him. 16.

80 |_aporan Hasil Seminar/Lokakarya Hukum Islam 1975, dikutip dari buku A. Djazuli, limu

Figh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), him.

13-14.
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b. Rumusan tentang definisi hukum Islam tersebut di atas diusahakan
dalam rangka menyamakan pengertian hukum di dalam Islam dengan
pengertian hukum di dalam sistem Hukum Romawi dan sistem Hukum

Adat.®*

Terkait definisi hukum Islam di atas, Hazarain memberikan
pendapatnya yaitu bahwa pengertian hukum Islam yang dihasilkan dari
seminar di Jakarta tersebut di atas dapat diterima apabila hukum Islam yang
dimaksud adalah dalam arti sempit. Sebab apabila hukum Islam tersebut
diartikan secara luas, maka akan meliputi segala macam hal, baik yang
bersifat manusiawi maupun yang bersifat Ketuhanan. Menurut Hazarain,
definisi hukum Islam secara luas mengandung arti bahwa: “Keseluruhan
hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kesusilaan, di mana hal tersebut
dipatokkan bukan hanya pada hak, kewajiban, maupun paksaan
pengokohnya, melainkan juga pada lima perhukuman yaitu wajib, sunah,
mubah, makruh, dan haram. Yang kesemuanya memuat arti pahala, dosa,

pujian, dan celaan.®

Mohammad Daud Ali dalam bukunya menjelaskan arti hukum Islam
yaitu hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Di
samping itu, terdapat konsepsi hukum Islam yang dasar dan kerangkanya
sudah ditetapkan oleh Allah selaku Syari’, di mana di dalamnya tidak hanya

mengatur hubungan manusia dengan manusia lain ataupun benda dalam

51A. Djazuli, llmu......, him. 14.
52 A. Djazuli, llmu....., him. 15.
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masyarakat, melainkan juga hubungan-hubungan lain, seperti: hubungan
manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, dan
hubungan manusia dengan diri mereka sendiri.®® Di sisi lain, Filsafat hukum
Islam juga mengemukakan pandangannya tentang definisi hukum Islam,
yakni perintah Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu
‘alaihi wasallam yang merupakan sistem ketuhanan yang keberadaannya
mendahului Negara Islam dan tidak didahului olehnya, serta mengontrol

Masyarakat Islam dan tidak dikontrol olehnya.5

Definisi hukum Islam yang tersebar luas dan yang terkenal di
tengah-tengah masyarakat adalah definisi hukum Islam seperti definisi fikih
yang dikemukakan oleh al-Ghazali, yaitu suatu hukum syara’ tentang
perbuatan mukallaf seperti: wajib, sunah, haram, mubah, makruh, sah, fasid,
batal, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat
lain karena merasa keberatan jika istilah hukum Islam digunakan sebagai
pengganti istilah fikih. Beliau berpendapat hukum Islam cakupannya lebih
luas. Kata “hukum” di dalam istilah hukum Islam tidak langsung

menggambarkan daya ijtihad dan daya akal untuk memperolehnya.®

Perbedaan pandangan tentang hukum Islam dalam pengertian

syariat dan hukum Islam dalam pengertian fikih, Mohammad Daud Ali

8 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, cetakan ke-21, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), him. 43.

64 Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and the Orientalist A Comparative
Study of Islamic Legal System, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmid dkk, Filsafat Hukum Islam dan
Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, Cet. Il, (Yogyakarta: PT Tiara
Wacana Yogya, 1991), him 45.

8 A. Djazuli, llmu....., him. 14,
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memilih tengah-tengah dan ia meringkas hukum Islam dalam dua bagian:
Pertama, bidang ibadah, yaitu cara dan tata cara manusia berhubungan
langsung dengan Allah, dalam hal ini tidak boleh diubah-ubah
ketentuannya, baik ditambah-tambah ataupun dikurangi. Karena sifatnya
yang tertutup, dalam persolaan bidang ibadah ini berlaku asas umum yang
memiliki arti bahwa semua perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan
kecuali perbuatan-perbuatan yang dengan tegas diperintahkan untuk
dilakukan. Dengan demikian, tidak mungkin ada modernisasi tentang
ibadah, yaitu proses membawa perubahan dan perombakan secara asasi
mengenai hukum, susunan, cara, dan tata cara ibadah itu sendiri. Karena
semua itu sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah, yang mungkin untuk
berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelakasanaannya
saja. Kedua, bidang muamalah dalam arti luas, yaitu ketentuan hukum Allah
yang berhubungan langsung dengan kehidupan sosial manusia, terbatas
pada hukum pokok-pokoknya saja. Hukum ini bersifat terbuka, sehingga
belaku asas umum dan memungkinkan untuk dikembangkan melalui ijtihad
manusia dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk melakukan
usaha (ijtihad) tersebut. Asas umum yang berlaku di sini yaitu “pada
dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali Alquran Hadis

melarang untuk melakukan perbuatan tersebut”.%

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa

hukum Islam adalah segala ketentuan hukum yang suatu perkara yang

66 Mohammad Daud Ali, Hukum..... him. 54-55.
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berkaitan dengan perbuatan umat Islam, baik yang berhubungan dengan
Tuhan, sesama manusia, alam, maupun terhadap diri sendiri didasarkan
pada Alquran dan Hadis. Jadi kata kunci yang didapat diambil di sini yaitu
hukum suatu perkara, perbuatan manusia (umat Islam), serta Alquran dan

Hadis sebagai sumber pengambilan hukumnya.

4. Formalisasi Penerapan Syariat Islam

Polemik tentang isu formalisasi penerapan syariat Islam sebenarnya
tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di berbagai
negara demokrasi modern lainnya.%” Sejauh ini belum ditemukan definisi
konkrit dari formalisasi penerapan syariat Islam. Karena memang konsep
formalisasi penerapan syariat Islam saja juga belum jelas maksudnya yang
seperti apa dan yang bagaimana bentuknya.

Diskursus formalisasi penerapan syariat Islam yang cukup gencar
disuarakan telah menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pandangan
berusaha mementahkan ajakan penerapan syariat Islam secara formal.
Penolakan tersebut diungkapkan dengan berbagai argumentasi dan dalil,
seperti misal terdapat pihak yang mengatakan bahwa Indonesia adalah
masyarakat prural sehingga formalisasi penerapan syariat Islam yang
berlaku umum tidak dapat diterima. Bahkan ada yang mempertanyakan,

kalau mau memformalisasikan penerapan syariat Islam, syariat Islam yang

67 Michael Buehier dan Dani Muhtada., “Democratization and The Diffusion of Shari’a Law:
Comparative Insights from Indonesia”, South East Asia Research, Vol. 24, No. 2 (2016), him. 262.
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mana? Bukankah varian pemahaman umat Islam tentang syariat Islam
beragam sifatnya (tidak tunggal)?%®

Tuntutan sebagian kelompok Islam untuk memformalisasikan
syariat Islam secara keseluruhan mulai berani muncul pada masa reformasi.
Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa partai Islam seperti PPP, PBB,
dan PK yang memiliki platform untuk menjadikan syariat Islam berlaku
dalam berbangsa dan bernegara. Karena perjuangan tersebut tidak berhasil,
karena tidak didukung oleh mayoritas anggota MPR dan bahkan mayoritas
bangsa Indonesia.

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa syariat Islam adalah
bagian dari agama yang mengandung dua sisi: pertama apa yang harus
diyakininya (agidah) dan kedua apa yang harus diamalkannya (syariat).
Apabila seseorang dituntut untuk menjalankan akidah dan syariatnya tidak
berarti ia dipaksa beragama, atau telah dinyatakan menyalahi prinsip ajaran
agama karena tidak ada paksaan dalam agama. Seorang muslim supaya
menjalankan syariat agamanya tidak perlu ada tuntutan dari luar, akan tetapi
cukup dari adanya komitmen dalam memeluk agama Islam tersebut.
Dengan demikian, sebenarnya tidak perlu adanya ketentuan tertulis dalam

UUD yang mewajibkan seorang muslim menjalankan syariat agamanya.®

88 Yusdani, Konfigurasi pemikiran politik Islam: antara tradisi dan liberasi, Edisi I,
(Yogyakarta: Atas kerjasama Rona Pancaran Ilmu [dengan] Pusat Studi Islam, Universitas Islam
Indonesia, 2016), him. 241.

8  Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan ljtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam
Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), him. 36-37.



o1

Di Negara Indonesia ini terdapat dua jenis aspirasi umat Islam, yaitu
aspirasi umum dan aspirasi khusus. Aspirasi umum adalah aspirasi yang
disuarakan oleh seluruh warga negara seperti jaminan pendidikan,
kesehatan, pekerjaan, dan hidup layak. Sedangkan aspirasi khusus adalah
aspirasi yang menurut substansinya hanya disuarakan oleh warga yang
beragama Islam, salah satunya seperti formalisasi penerapan syariat Islam.”

Meski demikian, formalisasi penerapan syariat Islam ini ternyata
tidak mudah untuk dilaksanakan dalam negara Indonesia yang sangat plural
ini, karena mayoritas memang tidak mendukung hal tersebut. Bahkan di
kalangan umat Islam sendiri aspirasi tersebut berbeda pendapat antara
kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Klasifikasi ini dapat
dibedakan menuurt orientasi keagamaan masing-masing kelompok.
Pertama, ialah mereka yang menjadikan Islam sebagai ideologi yang
manifestasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama secara formal sebagai
hukum positif. Kedua, ialah mereka yang hanya mendukung pelaksanaan
etika-moral agama (religioo-ethics) dan menolah formalisasi. Ketiga, ialah
mereka yang mendukung formalisasi penerapan syariat Islam untuk hukum-
hukum privat tertentu, tetapi untuk lainnya cukup menjadikan ajaran Islam
sebagai sumber etika-moral bagi pembangunan hukum nasional dan

kebijakan publik lainnya.”

70 Masykuri Abdillah, dkk., Formalisasi....., him. 1.
" 1bid, him. 6-7.
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Dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, orientasi
ketiga tersebut di atas dapat mengambil 3 (tiga) bentuk?, yaitu:

a. Pelaksanaan syariat Islam secara formal, yakni untuk hukum-hukum
privat tertentu seperti hukum keluarga, zakat, dan haji yang saat ini
sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pelaksanaan syariat Islam secara substantif, yakni untuk hukum-hukum
privat selain yang telah disebutkan pada huruf a di atas, yang sebagian
besar sebenarnya telah sesuai dengan substansi hukum Islam, serta
sebagian hukum publik yang sebagian juga telah sesuai dengan subtansi
hukum Islam, seperti hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan.

c. Pelaksanaan syariat Islam secara esensial, yakni pelaksanaan secara
substantif yang sulit diwujudkan dalam konteks masa Kini, namun
sebenarnya secara esensial sudah sesuai dengan hukum Islam, seperti

hukuman penjara bagi tindak pidana pencurian.

Paradigma formalisasi penerapan syariat Islam yang berkembang di
berbagai negara modern tidak lepas dari 3 (tiga) paradigma umum terkait

pola relasi Islam dan Negara, di antaranya yaitu:”

a. Paradigma Sekuleristik
Paradigma ini mendikotomikan relasi antara ajaran Islam dengan negara

pada konteks kehidupan bernegara. Paradigma ini idasarkan pada

2 1bid, him. 8.

8 Athoillah Islamy, “Landasan Filosofis Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid tentang
Implementasi Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol.
6, No. 1 (Januari 2021), him. 57-58.
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argumen bahwa Islam menyangkut praktik pengamalan keberagamaan
pemeluknya yang bersifat privat. Sedangkan negara merupakan institusi
yang mengatur persoalan publik untuk semua warganya.

Paradigma Integratif-Formalistik

Paradigma ini sejatinya antitesis dari paradigma sekuleristik. Relasi
Islam dan negara dalam pradigma ini dinilai sebagai hal yang menyatu.
Paradigma ini meyakini bahwa ajaran Islam menyediakan aturan
lengkap dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, paradigma
ini lebih menekankan implementasi syariat Islam dalam konteks
kehidupan beragama maupun bernegara dengan bersifat formal,
mendapat intervensi serta diatur oleh negara.

Paradigma Substansialistik

Paradigma ini menentang pandangan yang menilai ajaran Islam telah
memuat aturan segala aspek kehidupan. Namun juga menentang
pernyataan bahwa ajaran Islam hanya mengatur relasi manusia dengan
Tuhannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa paradigma ini
lebih menekankan implementasi syarita Islam dalam kehidupan
bernegara tidaklah harus terlembaga secara formal, melainkan dapat

melebur dalam berbeagai sistem hukum positif yang berlaku.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan
1. Jenis Penelitian

Tesis ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang besifat kepustakaan.
Penelitian kualitatif yaitu hasil penelitian bersifat penjelasan berupa kata-
kata atau kalimat dengan menganalisis data-data yang diperoleh sehingga
mendapatkan kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan rumusan masalah
penelitian. Penelitian disusun secara sistematis sehingga memudahkan
dalam menguraikan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Sedangkan
penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang mengkaji berbagai
buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis guna
mendapatkan landasan teori terkait permasalahan yang diteliti.*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan guna memperoleh kemudahan dan
kejelasan dalam mengkaji permasalahan pada tesis ini. Adapun penelitian
ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu:

a. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara

memandang masalah tersebut dari sudut agama Islam dengan berdasar

1 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2006), him. 26.
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Alquran, Hadis, Pendapat Ulama.? Pendekatan normatif merupakan
suatu pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian di bidang
hukum.

b. Pendekatan historis adalah suatu pendekatan yang mempergunakan
analisis atas peristiwa terdahulu untuk merumuskan prinsip umum,
dengan menitikberatkan pada analisis latar belakang lahir, tumbuh serta
berkembangnya organisasi masyarakat (ormas) Islam tersebut yang
tidak lepas dari kondisi masyarakat atau pendiri organisasi keagamaan
tersebut pada waktu itu.

Sri Haryanto berpendapat bahwa pendekatan historis adalah usaha
sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas
secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan
dengan sesuatu (dalam hal ini organisasi NU dan MMI), baik
berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik
pelaksanaanya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.3

c. Pendekatan sosiologis adalah salah satu metode pendekatan dalam studi
Islam yang berfungsi untuk melihat agama dalam artian nyata di
kehidupan masyarakat. Melihat tentang bagaimana tata cara masyarakat
hidup, kebudayaan, pribadi-pribadi yang mempengaruhi mereka,

kelompok-kelompok yang mempengaruhi terhadap agama, fungsi-

2 |dtesis, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, dikutip dari
https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/, html diakses pada tanggal 17
Februari 2022 Jam 9.30 WIB.

3 Sri Haryanto, “Pendekatan Historis dalam Studil Islam,” Manarul Qur’an: Jurnal limiah
Studi Islam, Vol. 17, No. 1 (Desember 2017), him. 131.
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fungsi ibadat untuk masyarakat, tipologi dari lembaga-lembaga
keagamaan, tanggapan-tanggapan agama terhadap tata dunia.*

Selain itu, pendekatan sosiologis di dalamnya juga mempelajari
faktor-faktor sosial, politik, dan kultur yang menjadi latar belakang
lahirnya produk pemikiran fikih sehingga dapat diterapkan dalam
kehidupan masyarakat.®

B. Sumber Data
Adapun dalam pengumpulan data menggunakan dua jenis sumber
sebagai rujukan pada penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa
perantara pihak lain (langsung dari objeknya), kemudian dikumpulkan dan
diolah sendiri oleh peneliti.®* Adapun sumber data primer dalam penelitian
tesis ini yaitu metode istinbat hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis
Mujahidin Indonesia, dengan menggunakan buku utama yang berjudul:
Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas,
dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M) sebagai hasil pemikiran dari
Organisasi Nahdlatul Ulama, dan buku yang berjudul Risalah Kongres
Mujahidin I dan Penegakan Syariah Islam sebagai hasil rapat berdirinya
Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia, termasuk di dalamnya tentang

rencana arah pergerakan dan dasar pemikirannya.

4 M. Arif Khoiruddin, “Pendekatan Spsiologi dalam Studi Islam,” Tribakti: Jurnal Pemikiran
Keislaman, Vol. 25, No. 2 (September 2014), him. 128.

% Yusdani dan Amir Mu’allim, Konfigurasi pemikiran hukum Islam (Yogyakarta: UlI Press,
2001), him. 214.

6 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),
(Depok: Rajawali Press, 2020), him. 214.
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2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari
sumbernya (objek penelitian), melainkan diperoleh dri sumber lain.”
Adapun sumber data sekunder dalam penelitian tesis ini berupa artikel,
jurnal, karya ilmiah, ataupun buku-buku lainnya yang sekiranya dapat
menunjang dalam penelitian tesis ini sehingga diperoleh suatu hasil
penelitian yang komprehensif.

C. Seleksi Sumber

Objek penelitian pada tesis ini adalah pemikiran atau metode istinbat
hukum Islam Organisasi Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia
tentang gagasan penerapan syariah Islam secara formal dalam berbangsa dan
bernegara di Indonesia yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder
sebagaimana telah penulis jelaskan di atas.

Penyeleksian sumber merupakan tahap validasi data. Hal tersebut
dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipercaya dan
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Sumber primer diseleksi
dengan mengumpulkan gagasan atau pendapat-pendapat yang ditulis oleh
kedua organisasi Islam dalam penelitian ini yaitu Nahdlatul Ulama dan Majelis
Mujahidin Indonesia tentang penerapan syariah Islam secara formal di
Indonesia. Sedangkan sumber sekunder diseleksi dengan menganalisis
metodologi istinbat hukum Islam yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan

Majelis Mujahidin Indonesia melalui hasil pemikiran atau pendapat-

7 Ibid, him 215.
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pendapatnya tersebut tentang gagasan penerapan syariah Islam secara formal di
Indonesia.

Selain itu, dalam penyeleksian sumber guna memperoleh data dengan
tingkat keabsahan yang tinggi, penulis menggunakan 4 (empat) kriteria standar
validitas menurut Lincoln dan Guba?, yaitu meliputi:

1. Kredibilitas
Kepercayaan seorang penulis dalam melakukan penelitiannya, di
antaranya mencakup terkait apakah data yang dikumpulkan tepat dalam
fokusnya, ketepatan dalam memilih informan, ketepatan dalam pelaksanaan
metode pengumpulan data, analisis, serta interpretasi atau penarikan
kesimpulan terhadap data yang diperoleh tersebut, seluruhnya
membutuhkan konsistensi satu sama lain.
2. Transferabilitas
Kriteria transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil
penelitian kualitatif dapat tidaknya dipahami atau ditransfer oleh pembaca.
Jadi transferabilitas penelitian kualitatif memang tidak dapat dinilai sendiri
oleh peneliti tersebut melainkan oleh para pembaca hasil penelitian
tersebut.® Transferabilitas atau keteralihan yaitu hasil penelitian sebelumnya
yang di kemudian hari dijadikan rujukan pada penelitian selanjutnya dengan
topik permasalahan yang selaras serta dipelajari lebih lanjut oleh peneliti

lain. Apabila seorang peneliti memahami dan mendapat gambaran yang

8 Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, Naturalistic Inquiry, (London: SAGE Publication,
1985), him. 347.

° Yati Afiyanti, “Validitas dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif,” Jurnal Keperawatan
Indonesia, Vol. 12, No. 2 (Juli 2008), him. 138.
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jelas terhadap hasil penelitian sebelumnya, maka hasil penelitian tersebut
telah memenuhi standar transferbilitas.
3. Dependabilitas
Kebergantungan penelitian terhadap data yang didapatkan dengan
cara auditing. Hal ini dilakukan guna meyakinkan bahwa hasil penelitian
tersebut realiabel sebagaimana dalam konsep penelitian kualitatif.® Dengan
kata lain tahap ini merupakan pemeriksaan terhadap penelitian yang telah
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas proses
penelitian pada tesis ini, proses yang dilakukan penulis selama penelitian
berlangsung apakah bermutu atau tidak.
4. Konfirmasi
Konfrimasi dengan cara auditing kepastian data dilakukan guna
mendapatkan data yang objektif. Menguji keabsahan hasil penelitian
terhadap data-data yang diperoleh baik secara teoritis maupun praktik. Jika
hal tersebut terbukti kebenarannya, maka hasil penelitian tersebut dapat
dikatakan akurat.**
D. Teknik Analisis Data
Analisi data kualitatif adalah suatu proses analisis untuk mencari dan
menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh baik dari hasil
wawancara, lapangan, catatan lapangan, maupun dokumentasi atau

kepustakaan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilah-

10 Warul Walidin, dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif & Granded Theory, (Banda Aceh:
FTK Ar-Raniry Press, 2015), him. 149.
1 Ibid.
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milah mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan dilanjutkan membuat
kesimpulan guna memudahkan dalam memahami hasil analisis data yang
diperoleh.’? Analisis data kualitatif ini adalah bersifat induktif, yaitu suatu
analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang kemudian diarahkan untuk

menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. .

Sugiyono berpendapat bahwa Analisis data kualitatif merupakan suatu
proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data-data yang
telah diperolen baik dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilah-milah
mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami.*

Adapun teknik analisis data dalam tesis ini menggunakan teknik analisis
model Miles dan Huberman?*, yang terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan analisis, di
antaranya:
1. Reduksi Data
Pada tahap pertama awal ini, reduksi data dilakukan dengan cara
pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis. Dengan demikian, data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah

12 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), him. 127.

13 |bid, him. 89.

14 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, alih bahasa Tjetjep Rohendi Ruhidi, Analisis
Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta: Ul-Press, 1992).
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penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Menurut
Sugiyono, Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilah dan memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari
tema serta polanya.®

Penulis akan memilah dan memilih informasi-informasi dari sumber
kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini, yakni
tentang metodologi istinbat hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis
Mujahidin Indonesia.
Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian didisplay sehingga memberikan
kemudahan dalam memahami data-data tersebut. Miles dan Huberman
memberi batasan terhadap suatu “penyajian” yaitu sebagai sekumpulan
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan.** Hal tersebut berarti bahwa
penyajian data ini hanya sebatas pengumpulan informasi-informasi dengan
tujuan untuk mendapat kesimpulan dari data yang telah disajikan tersebut.

Pada tahap penyajian data ini, dilakukan dengan melihat penyajian-
penyajian data yang ada, akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan
apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis ataukah mengambil
tindakan berdasarkan atas pemahaman yang diperoleh dari penyajian data

tersebut.

15 Sugiyono, Memahami....., him. 92,
16 Miles dan Huberman, Analisis...., him. 17.
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Setelah reduksi dan display data, kemudian penarikan kesimpulan.

Miles dan Huberman berpendapat bahwa penarikan kesimpulan hanyalah

sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan

tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi tersebut

mungkin sesingkat pemikiran penulis yang melintas kembali selama ia

menulis.”

Miles dan Huberman berpendapat bahwa aktivitas dalam menganalisis

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai

tuntas.’® Berikut gambar bagan langkah-langkah analisis data menurut Miles

dan Huberman:

Pengumpulan
data

S —

Penyajian
data

|

Reduksi data

Gambar 1 Teknis Analisis Data Miles dan Huberman

Penarikan
kesimpulan/
verifikasi

Pada tahap akhir ini, peneliti menarik kesimpulan dengan cara analisis

data yang diperoleh. Selain menggunakan analisis kualitatif, peneliti akan

menggunakan teknis analisis deskriptif, yaitu teknik analisis dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh untuk mendapat

17 Sugiyono, Memahami...., him. 99.

18 Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman, Analisis

him. 16.
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kesimpulan.®* Supaya mempermudah bagi penulis dalam menyampaikan
kesimpulan yang telah diperoleh.
Adapun pisau analisis yang digunakan dalam penelitian tesis ini, yaitu:
1. Analisis domain, yaitu analisis berupa gambaran umum tentang Organisasi
Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia melalui pemaparan
profil dan sejarah singkat berdirinya kedua organisasi Islam tersebut.
2. Analisis taksonomi, yaitu analisis pada metode istinbat hukum Islam kedua
Organisasi Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia serta faktor
yang melatarbelakangi pemikiran dalam perumusan metode istinbat kedua

organisasi Islam tersebut.

19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan ke-22, (Bandung:
Alfabeta, 2015), him. 147.
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BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian
1. Profil Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah jami’iyyah diniyyah islamiyyah
ijjtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam) yang didirikan oleh para
ulama pondok pesantren pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan
31 Januari 1926 M di Surabaya,* dengan Hadratus Syaikh KH. Muhammad
Hasyim Asy’ari sebagai ketua umum (Rais Akbar) pertama.’? Tujuan
didirikannya organisasi Nahdlatul Ulama ini yaitu untuk memelihara,
melestarikan, dan mengembangkan ajaran-ajaran Islam yang berhaluan
Ahlusunnah wal Jama’ah.

Sebelum jami’iyyah ini terbentuk, terdapat hal-hal yang secara
langsung maupun tidak langsung diyakini telah menjadi latar belakang
berdirinya Nahdlatul Ulama. Seperti misal munculnya gerakan pembaruan
di Mesir dan sebagian Timur Tengah lainnya dengan lahirnya gagasan Pan-
Islamisme yang dipelopopri Jamaluddin Al-Afghani dengan tujuan untuk

mempersatukan seluruh dunia Islam. Sementara itu, di Turki bangkit

1 Baca Pasal 1 dan 2 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Muktamar ke-33
di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015 M.
2 Ahmad Zahro, Tradisi...., him. 18.
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gerakan nasionalisme yang kemudian meruntuhkan Khilafah Usmaniyyah.?
Apabila di Mesir dan Turki munculnya gerakan pembaruan diakibatkan oleh
adanya kesadaran sosialpolitik atas ketertinggaalan mereka dari Barat, di
Arab Saudi tampil gerakan Wahabi yang bergulat dengan persoalan internal
umat Islam sendiri, yaitu reformasi paham tauhid dan konservasi dalam
bidang hukum yang menurut mereka dirusak oleh khurafat dan kemusyrikan
yang melanda umat Islam.*

Sedangkan di Indonesia sendiri tumbuh organisasi sosial
kebangsaan dan keagamaan yang bertujuan untuk memajukan kehidupan
umat. Selain itu, keterbelakangan yang dialami oleh bangsa Indonesia baik
secara mental maupun ekonomi akibat dari penjajahan maupun kungkungan
tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan
martabat bangsa ini dengan melalui pendidikan dan organisasi. Seperti
Gerakan Budi Utomo yang muncul pada tahun 1908, Syarekat Islam atau
yang dulunya bernama Syarekat Dagang Islam (11 November 1912), dan
selanjutnya disusul lahirnya Muhammadiyah (18 November 1912).> Hal-hal
tersebut yang kemudian membangkitkan semangat beberapa pemuda Islam
di Indonesia untuk membentuk organisasi pendidikan dan dakwah, seperti
Nahdlatul Wathan (Kebangkitan tanah air) yang berdiri sekitar tahun 1914

M dan Taswirul Afkar (Potret pemikiran) pada tahun 1918 M. Kedua

3 M. Ali Haidar, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik,
(Jakarta: Gramedia, 1994), him. 40.

4 Ahmad Zahro, Tradisi....., him. 15-16.

5 Ibid.
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organisasi tersebut dirintis bersama oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah dan
KH. Mas Mansur.

Singkat cerita, seiring berjalannya waktu terdapat fase di mana
terjadinya masa-masa perbedaan dan perdebatan muncul antara kaum
tradisionalis (yang diwakili oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah dan kawan-
kawan) dengan kaum modernis (yang dipimpin oleh Achmad Soorkati,
pendiri al-lrsyad dan Achmad Dachlan, pendiri Muhammadiyah) yang
semakin memuncak pada awal dekade dua puluhan.® Munculnya tanggapan
kaum tradisionalis disebabkan adanya dua peristiwa besar yang terjadi
setelah tahun 1924 M vyaitu tentang penghapusan khilafah di Turki dan
serbuan kaum Wahabi ke Makkah. Serbuan tersebut menimbulkan rasa
kekhawatiran bagi kaum tradisionalis, karena pusat Islam yang dikuasai
mulai mengalami perubahan ajaran dengan merujuk pada mazhab tunggal
Wahabi.’

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal di Makkah
yakni Mazhab (paham) Wahabi, serta hendak menghancurkan semua
peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang selama ini dianggap
penyebab munculnya bid’ah karena banyak diziarahi. Sayangnya gagasan
kelompok Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis
di Indonesia. Sebaliknya, kalangan tradisonalis yang selama ini membela

keberagaman, menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan

& Noer Deliar, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1980),
him. 247.

7 Muhsin Albantani, "Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama", Presentasi dalam Konferensi
Ushul Figh Perbandingan pada tanggal 28 Mei 2019.
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peradaban tersebut.® Hal inilah yang menjadi pemicu perbedaan, bahkan
perbedaan sengit antara kaum tradisionalis dengan kaum modernis. Selain
itu,

Adanya undangan oleh Raja Ibnu Saud (berpaham Wahabi) yang
ditujukan bagi seluruh negara muslim untuk menghadiri Mukmatar ‘Alami
Islami (Kongres Islam Internasional) di Makkah, menjadi kesempatan
berharga bagi kaum tradisionalis guna menyampaikan gagasannya. Namun,
sikapnya yang berbeda itu, menjadikan kaum tradisionalis juga dikeluarkan
dari anggota Kongres Al-Islam tahun 1925 di Yogyakarta.® Utusan dari
Indonesia sendiri yang direkomendasikan ialah H.O.S Cokrominoto selaku
perwakilan Sarekat Islam, KH. Mas Mansur sebagai perwakilan
Muhammadiyah, dan KH. Abdul Wahab Hasbullah selaku perwakilan
pesantren. Sedangkan nama KH. Abdul Wahab Hasbullah dicoret dari daftar
calon utusan, karena tidak memiliki organisasi resmi. Ada yang berpendapat
bahwa pencoretan tersebut tidak lain merupakan permainan politik di antara
kelompok yang mengusung para calon utusan Indonesia. Sehingga
menyadarkan ulama pesantren agar membentuk suatu organisasi resmi.*°

Selain itu, gagasan KH. Abdul Wahab Hasbullah terkait usul-usul
kaum tradisionalis mengenai praktik keagamaan untuk dibawa dan
disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam acara Mukatamar tersebut, tidak

disetujui kaum modernis pada Januari 1926. Penolakan inilah yang

& Nahdlatul Ulama, "Sejarah", dikutip dari https://nu.or.id/page/sejarah, diakses pada hari
Selasa tanggal 4 Januari 2022 Jam 10.49 WIB.

® Ibid.

10 Muhsin Albantani, "Istinbat....."..
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mendorong kaum tradisionalis menempuh jalan sendiri dalam
memperjuangkan kepentingan mereka, dengan menghadap Raja Ibnu Saud
agar melestarikan tradisi keagamaan yang berkembang di Makkah. Untuk
memudahkan tugas tersebut, bersama dengan Hadratussyaikh KH.
Muhammad Hasyim Asy’ari dan ulama-ulama pesantren lainnya
dibentuklah Komite Hijaz.*

Atas desakan kaum tradisonalis yang terhimpun dalam Komite Hijaz
dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud
mengurungkan niatnya terhadap penerapan asas tunggal paham Wahabi.
Hasilnya hingga saat ini di Makkah bebas dilaksanakan ibadah sesuai
dengan masing-masing mazhab yang dianut. Itulah peran kaum tradisionalis
dalam kancah internasional untuk pertama kalinya yang berhasil
memperjuangkan kebebasan bermazhab dan menyelamatkan peninggalan
sejarah serta peradaban yang sangat berharga.*?

Berangkat dari komite tersebut, serta berbagai organisasi yang
bersifat embrional dan ad hoc, maka pada tanggal 31 Januari 1926
bertepatan pada tanggal 16 Rajab 1344 H telah diadakan rapat untuk
membentuk organisasi yang resmi dan sistematis.’* Rapat tersebut
menghasilkan kesepakatan di antaranya yaitu:

1. Mengirim delegasi ke Kongres Dunia Islam (Muktamar) di Makkah

untuk memperjuangkan kepada Raja Ibnu Saud agar hukum-hukum

11 Ahmad Zahro, Tradisi....., him. 17-18.

12 Nahdlatul Ulama, "Sejarah”, dikutip dari https://nu.or.id/page/sejarah, diakses pada hari
Selasa tanggal 4 Januari 2022 Jam 10.56 WIB.

13 Ahmad Zahro, Tradisi......, him. 17-18.



69

menurut empat mazhab mendapat perlindungan dan kebebasan wilayah
kekuasaannya.

2. Membentuk suatu organisasi kemasyarakatan Islam Ahlusunnah wal
Jama’ah yang bernama Nahdlotoel ‘Oelama’ (Kebangkitan para ulama).
Organisasi ini disusun dengan kepengurusan Syuriah dan Tanfidziyah.
Nama Nahdlatul Ulama sendiri diusulkan oleh Kiai Mas Alwi bin Abdul

Aziz.*

Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari merupakan salah
satu tokoh pendiri sekaligus Rais Akbar pertama Nahdlatul Ulama, yang
kehadirannya sangat berpengaruh dalam corak pemikiran tradisi internal
Nahdlatul Ulama. Beliau menawarkan empat pilihan bermazhab yang
dijadikan pandangan resmi Nahdlatul Ulama. Hingga akhirnya untuk
mengambil jalan tengah, beliau sendiri yang menetapkan memilih Mazhab
Syafi’i sebagai mazhab utamanya dalam menetapkan (istinbat) hukum-
hukum Islam. Hal itu tidak lain karena sebagian besar bangsa Indonesia
menganut Mazhab Syafi’i. Walaupun pengaruh Mazhab Syafi’i terlihat
lebih kuat, namun bukan berarti menolak apalagi antipati terhadap mazhab-
mazhab lainnya. Hanya saja (intigal) pindah ke mazhab-mazhab lain pun
masih menggunakan kitab syafi’iyah yang menyinggung mazhab lain
dengan tidak pernah mengambil referensi langsung dari mazhabnya.®

Bahkan untuk menegaskan prinsip dasar Organisasi Nahdlatul Ulama ini,

14 Muhsin Albantani, "Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama", Presentasi dalam Konferensi
Ushul Figh Perbandingan pada tanggal 28 Mei 2019.
15 Ibid.
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Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari telah merumuskan Kitab
Qanun Asasi dan Kitab I'tigad Ahlussunnah wal Jama’ah. Kedua kitab
tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah Nahdlatul Ulama, yang
dijadikan dasar dan rujukan warga Nahdlatul Ulama dalam berpikir serta

bertindak baik dalam bidang sosial, keagamaan, ataupun bidang politik.®

Nahdlatul Ulama merupakan jami’iyyah yang beragidah Islam
menurut paham Ahlusunnah wal Jama’ah, dalam bidang aqidah mengikuti
mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abbu Mansur Al-Maturidi,
dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari mazhab empat (Hanafi, Maliki,
Syafi’i, dam Hanbali), dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam al-
Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Nahdlatul Ulama
berpedoman pada Alguran, As-Sunnah, Al-Ijma’, dan Al-Qiyas, serta dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas

kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

2. Profil Majelis Mujahidin Indonesia
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) merupakan aliansi yang
pembentukannya diresmikan pada tanggal 7 Agustus 2000 melalui Kongres
Mujahidin I di Yogyakarta, bertepatan pada tanggal 7 Jumadil Awal 1421
H, dengan Abu Bakar Ba’asyir sebagai pemimpin tertinggi (amir) pertama

Majelis Mujahidin Indonesia'®, yang sekarang dijabat oleh Muhammad

16 Nahdlatul Ulama, Sejarah, dikutip dari https://nu.or.id/page/sejarah, diakses pada hari
Selasa tanggal 4 Januari 2022 Jam 11.13 WIB.

17 pasal 4, 5, dan 6 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Hasil Keputusan Muktamah ke-33 di
Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015 M.

18 Moh Dliya’ul Chagq, "Pemikiran......, him. 18.
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Thalib.* Di mana kongres tersebut telah dihadiri sebanyak 1800 peserta

yang datang dari 24 perwakilan Provinsi di seluruh Indonesia, bahkan

beberapa di antaranya terdapat utusan-utusan organisasi keislaman luar
negeri.?

Kongres Mujahidin | tersebut melahirkan piagam Yogyakarta yang
isinya:

1. Wajib hukumnya melaksanakan Islam bagi umat Islam di Indonesia dan
dunia pada umumnya;

2. Menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang
berakibat syirik dan nifaq serta melanggar hak-hak asasi manusia;

3. Membangun satu kesatuan saf mujahidin yang kokoh kuat, baik di
dalam negeri, regional, maupun internasional (antar bangsa);

4. Membentuk majelis mujahidin menuju terwujudnya imamah (khilafah)
kepemimpinan umat, baik di dalam negeri maupun dalam kesatuan umat
Islam sedunia; dan

5. Menyeru kaum muslimin untuk menggerakkan dakwah dan jihad di
seluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai rahmatan li al-

‘alamin.?

19 Arifin Sulaeman berkata, "Keputusan Kongres Mujahidin IV Tentang Rekomendasi
Indonesia Bersyari’ah”, dikutip dari https://www.majelismujahidin.com/keputusan-kongres-
mujahidin-iv-tentang-rekomendasi-indonesia-bersyariah/, html diakses pada hari Sabtu tanggal 1
Januari 2022 Jam 11.51 WIB.

20 Jamhari dan Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), hm. 48.

2L Irfan Suryahardi Awwas, Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari’ah Islam,
(Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), him. 182.
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Sebutan “Majelis Mujahidn” sendiri mengacu pada lembaga yang
dibentuk pada Kongres Mujahidin I yakni Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Ahlul Halli wal Aqdi merupakan suatu lembaga yang mewadahi sejumlah
tokoh Islam Indonesia, dengan mengemban amanat untuk meneruskan misi
penegakan Islam.?? Adapun sumber pemikiran hukum Majelis Mujahidin
Indonesia adalah mengembalikan Alquran dan Sunnah sebagai rujukan

utama dalam kehidupan beragama.?

Faksi yang bergabung dalam Majelis Mujahidin Indonesia sebagian
besar berasal dari kaum pergerakan Darul Islam (DI), yang ingin kembali
mencoba membangun kekuatan Islam yang menurut mereka telah tercerai
berai sekian lama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Majelis Mujahidin
Indonesia pada dasarnya merupakan sebuah kelanjutan dari perjuangan
pergerakan DI.2* Hal tersebut dapat diliat dari historisitas Abu Bakar
Ba’asyir yang merupakan salah satu pendiri Jama’ah Islamiyyah (JI),
bersama Abdullah Sungkar di Malaysia. Keduanya merupakan sebagian
dari promotor Islam radikal di Indonesia, yang masuk ke dalam gerakan
pecahan DI. Kemudian Sungkar dilantik menjadi Gubernur Militer DI/NII
wilayah Jawa Tengah pada tahun 1967. Keduanya mendirikan Radio
Dakwah Islamiyyah Surakarta yang secara terbuka menyeru jihad di jawa

tengah, hingga radio tersebut ditutup oleh pemerintah pada tahun 1975.%

22 Jamhari dan Jajang Jahroni, Gerakan......., him. 49.
23 Moh. Dliya’ul Chag, "Pemikiran......., him. 23.
24 Jamhari dan Jajang Jahroni, Gerakan......, him. 49.
% Moh. Dliya’ul Chag, "Pemikiran......, him. 19.



73

Secara sosial-politik, kelahiran Majelis Mujahidin Indonesia ini juga
merupakan suatu reaksi terhadap kebijakan “deislamisasi” pemerintah Orde
Lama dan Orde Baru yang sama sekali tidak membuka ruang bagi
pergerakan politik Indonesia. Maka, sejak “pemerintahan reformasi”
Presiden B.J. Habibie, gerakan-gerakan Islam mulai mendapatkan ruang
bebas untuk dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan umat
Islam.?® Meski umurnya terhitung masih sangat muda, para founding fathers
Majelis Mujahidin Indonesia mengklaim bahwa kehadiran mereka telah
lama dinantikan oleh masyarakat muslim Indonesia yang merindukan
penerapan syariat Islam?, dan saat itu lah merupakan kesempatan yang tepat

untuk memperjuangkan kembali penegakan syariat Islam secara formal.

Majelis Mujahidin Indonesia merupakan aliansi pergerakan umat
Islam  (tansiq) yang berdasarkan ukhuwwah Islamiyyah, meliputi
kebersamaan akidah, program, dan tujuan perjuangan. Majelis Mujahidin
Indonesia dibentuk sebagai wadah untuk memperjuangkan Islam bagi
seluruh umat muslim dari berbagai golongan dan suku tanpa di batasi
wilayah geografis. Majelis Mujahidin Indonesia sebagai aliansi pergerakan,
merumuskan dan mengembangkan program kerja sama antara umat Islam
untuk bersama-sama berjuang demi tegaknya Islam dalam 3 (tiga)
formulasi, di antaranya vyaitu: Pertama, Kebersamaan dalam misi

penegakan Islam (tansiqul fardi); Kedua, Kebersamaan dalam program

26 Jamhari dan Jajang Jahroni, Gerakan......, him. 49.
27 Rosidin, "Relasi Sosial Majelis Mujahidin dalam Konstelasi Kebangsaan", Al-Qalam,
Vol. 22, No. 1 (2016), him. 107.
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penegakan Islam (tansiqul ‘amali; dan Ketiga, Kebersamaan dalam satu

institusi penegakan Islam (tansiqul nizam).%

Majelis Mujahidin Indonesia memiliki visi dan misi. Visi mereka
adalah tegaknya Islam secara kaffah dalam kehidupan umat Islam.
Sedangkan misi Majelis Mujahidin Indonesia dalam mengkonkritkan visi
adalah berjuang lillahi ta’ala demi tegaknya Islam secara menyeluruh
dalam segala aspek kehidupan, yakni lingkup pribadi, keluarga, dan lingkup
kehidupan sosial kenegaraan. Sehingga masyarakat memperoleh
keberuntungan hidup dunia dan akhirat, serta membawa rahmat bagi rakyat,
negara, dan alam semesta. Guna mencapai misi tersebut, Majelis Mujahidin
menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu: Pendekatan struktural dan
pendekatan kultural. Amanah penegakan Islam oleh Majelis Mujahidin
Indonesia berlandaskan ajaran tauhid yang utuh, sebagaimana yang

dituntunkan oleh Rastlullah sallallahu ‘alaihi wa sallam.?

Adapun ciri khas perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia yang
menjadi landasan para mujahid dalam mengayunkan langkah perjuangan
menegakkan Islam ada 5 (lima) karakteristik, yaitu: 1) Persaudaraan

berasas agidah tauhid; 2) Berterus terang dengan kebenaran; 3) Kesediaan

28 Jamhari dan Jajang Jahroni, Gerakan....., him. 51.

2 Majelis Mujahidin Indonesia, "Strategi Perjuangan Majelis Mujahidin”, dikutip dari
https://www.majelismujahidin.com/about/strategi-perjuangan-majelis-mujahidin/, diakses pada
hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 Jam 6.12 WIB.



75

berkorban jiwa dan harta di jalan Allah; 4) Disiplin menjalankan dakwah

dan jihad; dan 5) Komitmen dan istiqgamah menegakkan Islam.*

Berbeda dengan awal berdirinya Majelis Mujahdin Indonesia, model
pergerakan Majelis Mujahidin Indonesia di bawah pimpinan Muhammad
Thalib saat ini lebih menekankan dan fokus pada gerakan “jihad dengan
pena”. Jargon tersebut dipelopori oleh Muhammad Thalib yang mana
diarahkan untuk merebut simpati publik melalui dunia literasi, baik cetak
maupun online. Hal inilah yang membedakan karakter Muhammad Thalib
dengan pendahulunya, yaitu Abu Bakar Ba’asyir, yang secara tidak
langsung juga membedakan model pergerakan Majelis Mujahidin Indonesia
saat ini dengan sebelumnya. Muhammad Thalib memang berkomitmen
dalam mengemban amanat kepemimpinan Majelis Mujahidin Indonesia
untuk lebih fokus pada penguatan di bidang literasi dan pengetahuan dalam

perjuangan.!

B. Analisis Penelitian
1. Metode Istinbat Hukum Islam Nahdlatul Ulama
Istilah “istinbat hukum” memang kurang dikenal di kalangan
Nahdlatul Ulama. Bagi ulama NU, pengertian istinbat sendiri lebih

berkonotasi pada makkna istikhraj al-hukm min al-nusis  yaitu

30 Majelis Mujahidin Indonesia, "Karakteristik Majelis Mujahidin”, dikutip dari
https://www.majelismujahidin.com/about/karakteristik-majelis-mujahidin/, diakses pada hari
Minggu tanggal 2 Januari 2022 Jam 6.21 WIB.

31 Anwar Kurniawan, "Muhammad Thalib, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Tafsir Ayat-
Avyat Penegakn Islam di Indonesia”, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 8, No. 1
(2018), him. 115
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mengeluarkan hukum dari nas-nas Alquran dan Hadis, yang mana hal
tersebut cenderung dilakukan oleh mujtahid mutlak. Sedangkan proses
istinbat hukum di kalangan Nahdlatul Ulama sendiri bukan mengambil
langsung dari sumber primernya (Alquran dan Hadis), melainkan
mentatbigkan secara dinamis hukum yang sedang dicari dalam nas-nas yang
telah dielaborasi fuqaha' terkait permasalahan-permasalahan waqi’iyah.3?

Melakukan istinbat hukum secara langsung dari sumber primer yang
cenderung pada pengertian ijtihad mutlak bagi ulama NU masih sangat sulit
untuk dilakukan, mengingat keterbatasan-keterbatasan yang disadari
terutama dalam ilmu-ilmu penunjang serta perlengkapan lainnya yang
seharusnya dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara ijtihad dalam batas
mazhab dapat dilakukan secara praktis oleh para ulama NU yang telah
mampu memahami ‘ibarah kitab-kitab fikih.

Supaya diperoleh analisis yang sebanding dalam penelitian tesis ini,
penulis memilih satu topik isu yang sama terlebih dahulu yaitu metodologi
istinbat hukum Nahdlatul Ulama tentang formalisasi penerapan syariat
Islam di Indonesia. Kemudian dilanjutkan pemaparan beberapa produk
pemikiran Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini berupa Keputusan Bahtsul
Masail dan/atau pendapat ulama Nahdlatul Ulama lainnya guna mengetahui

mendalam tentang metode-metode istinbat hukum Islam Nahdlatul Ulama.

32 Nahdlatul Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar,
Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, 1926-2010 M, Cet. 1, (Surabaya: Khalista, 2011), him. viii-
ix.
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Gagasan formalisasi penerapan syariat Islam bukanlah fenomena
yang baru muncul. Dalam konteks Indonesia, syariat Islam menjadi salah
satu wacana sejarah bangsa, sejak zaman penjajahan bahkan hingga saat ini.
Jika diamati, terdapat 3 (tiga) Kklasifikasi gerakan tentang syariat Islam.
Pertama, arus formalisasi syariat Islam. Kelompok ini menghendaki syariat
Islam untuk dijadikan landasan riil dalam berbangsa dan bernegara, salah
satunya memperjuangkan terhadap pencantuman kembali Piagam Jakarta
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pemberlakukan peraturan daerah
(Perda) syariat. Kedua, arus deformalisasi syariat. Kelompok ini memiliki
ide pelaksanaan syariat Islam secara substantif, seperti yang telah
diterapkan secara individu tanpa adanya hegemoni negara yang cenderung
represif. Ketiga, arus moderat. Kelompok ini mengambil jalan tengah
dengan menolak Islamisasi maupun sekularisasi. Karena keduanya tidak
cocok dengan identitas masyarakat Islam Indonesia yang mempunyai
keistimewaan tersendiri yang khas, sehingga berpotensi adanya doktrinisasi
dan ideologisasi apabila diterapkan. Nahdlatul Ulama sendiri secara
organisatoris termasuk dalam klasifikasi kelompok yang moderat.33

Pancasila merupakan akomodatif dalam mewujudkan negara
Indonesia yang unik ini, khususnya terhadap hubungan agama dan negara.
Bagi Nahdlatul Ulama, penerimaan pancasila sebagai falsafah kehidupan

berbangsa dan bernegara telah sesuai dengan spirit Piagam Madinah yang

3 Sahid HM, "Formalisasi Syariat Islam dalam Pandangan Kiai NU Struktural”, Jurnal
Penelitian Keislaman, Vol. 7, No. 2 (2011), him. 387.
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digagas oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. Piagam Madinah
memberikan spirit bahwa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam telah
berhasil menyatukan masyarakat yang plural (multi etnis dan multi agama)
menjadi ummah wahidah (satu kesatuan bangsa) yakni Negeri Madinah. Di
mana semua masyarakat memiliki kedudukan yang sederajat, memiliki hak
jaminan keamanan yang sama, melakukan aktifitas ekonomi,
mengaktualisasikan agama, berkewajiban untuk saling memberi nasihat,
berbuat kebaikan, serta menjaga keamanan serta integritas negara dalam
menghadapi ancaman dari luar. Sebagaimana diriwayatkan dalam as-Siratu
an-Nabawiyyatu (Ibn Hisyam 1994) tentang Piagam Madinah, yang di

antaranya menyatakan3*:
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3% Amir Farih, "Konsistensi Nahdlatul Ulama’ dalam Mempertahankan Pancasila dan
Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam”, Jurnal Politik
Walisongo, Vol. 1, No. 1 (2019), him. 6-7.
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Dalil di atas menjadi dasar Keputusan Bahtsul Masail tentang “Islam
Nusantara” pada tanggal 13 Februari 2016 yang berlangsung di Malang,
yang referensinya diambil dari kitab: 1) al-Hawi al-Kabir , XIV/330; 2)
Risalah al-Qusyairiyah, 1/103; 3) lhya’ ‘Ulam ad-Din, 1I/212; dan 4) al-
Majalis as-Saniyyah.®

Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-27 pada tahun 1983 M di
Situbondo, PBNU menyatakan menerima ideologi pancasila sebagai asas
bangsa Indonesia. Bahkan Nahdlatul Ulama secara jelas dan tegas
memisahkan antara negara dengan agama. Pancasila adalah dasar negara,
bukan agama. Keberadaan Pancasila tidak dapat menggantikan agama atau
dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Walaupun demikian
bukan berarti bahwa agama tidak berurusan dengan negara.>®

KH. Achmad Shiddiq, tokoh intelektual muslim yang ada di balik
deklarasi muktamar tersebut mengemukakan bahwa Pancasila dan Islam
sebagai dua kesatuan yang terpisah, namun tidak saling bertentangan.
Pancasila adalah ideologi, sedangkan Islam adalah agama.®” Lebih lanjut
beliau mengatakan: “Dasar negara (Pancasila) dan agama Islam adalah dua

hal yang dapat sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan

% 1bid, him. 7.

% 1bid, him. 8.

37 Fajar Syarif, "ljtihad Politik NU: Negara Pancasila Adalah Negara Islam", Alfuad: Jurnal
Sosial Keagamaan, Vol. 3, No. 2 (2019), him. 61.
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dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya tidak harus dipilih salah satu
dengan sekaligus membuang yang lain.”*®

Jauh sebelum Muktamar di Situbondo, Nahdlatul Ulama sudah
pernah membahas tentang “Negara Islam di Indonesia” dalam Muktamar di
Banjarmasin pada tahun 1936 M. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama
ini sejalan dengan pandangan yang berkembang dalam mazhab Syafi’iyyah,

dengan merujuk pada kitab Bugyah al-Mustarsyidin karangan

Abdurrahman Ba’lawi:
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Semua tempat di mana muslim mampu untuk menempatinya pada suatu
masa tertentu, maka ia menjadi daerah Islam yang syariat Islam berlaku
pada masa itu dan masa sesudahnya. Walaupun kekuatan umat Islam telah
terputus oleh penguasaan orang-orang kafir terhadap mereka, dan
larangan mereka untuk memasukinya kembali atau pengusiran terhadap
mereka, maka dalam kondisi semacam ini, penamaan dengan sebutan
“daerah kafir harbi” hanya merupakan bentuk formalnya dan tidak
hukumnya. Dengan demikian, diketahui bahwa tanah Betawi dan bahkan
sebagian besar tanah Jawa adalah “daerah Islam” karena umat Islam
pernah menguasainya sebelum penguasaan orang-orag kafir.>°

Berarti bahwa suatu daerah atau negara yang dahulu dikuasai oleh

umat muslim “Darul Islam”, kemudian dikuasai oleh non-muslim tidak

38 A Feillard, NU vis-a-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, (Yogyakarta: LKiS,
1999), him. 243.
39 Nahdlatul Ulama, Solusi....., him. 187.
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merubah status menjadi “Darul harbi” apabila orang muslim yang menetap
di dalamnya merasa aman alias tidak dihalangi untuk melaksanakan syariat
agamanya, begitupun dengan Indonesia.*

Apabila dilihat dari segi historisitas, KH. A. Wahid Hasyim yang
menjabat sebagai wakil Nahdlatul Ulama, meskipun pada saat itu ikut serta
dalam penyusunan Piagam Jakarta, namun pada tanggal 18 Agustus 1945
beliau ikut menyetujui dihapuskannya kalimat “dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari Pembukaan
UUD 1945. Sebagai gantinya, KH. A. Wahid Hasyim mengusulkan supaya
diganti dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di mana kata “Esa”
sendiri merupakan penggarisbawahan terhadap keesaan Tuhan (tauhid)
yang tidak terdapat pada agama lain. Hal tersebut demi menjaga keutuhan
bangsa akibat keberatan-keberatan masyarakat dari Indonesia bagian Timur
yang tidak beragama Islam.*

Tahun 1945 Nahdlatul Ulama menerima adanya negara berideologi
Pancasila, kurang lebihnya negara dari kategori dar as-sulk (negara damai).
Sejarah ke-Indonesia-an mencatat bahwa perumusan pancasila oleh
founding fathers sebagai dasar negara, tidak lepas dari keterkaitan tokoh-
tokoh ulama Indonesia pada saat itu seperti Hadratussyaikh KH.
Muhammad Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. A. Wahid

Hasyim, dan ulama-ulama lainnya. Dengan demikian, tidak dapat

40 Fajar Syarif, "ljtihad......., him. 60.
41 Feillard, NU......, him. 39.
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dipungkiri bahwa pancasila merupakan ideologi yang bersumber dari nilai-
nilai Islam itu sendiri. KH. Adurrahman Wahid berpendapat bahwa
pancasila adalah hasil dari kompromi-kompromi politik yang ingin menjaga
keutuhan negara Indonesia sekaligus memungkinkan semua masyarakatnya
dapat hidup bersama-sama secara harmoni, dengan menerima semua aspek
kekayaan tradisi yang sudah ada. Menurut Gus Dur, dapat dikatakan bahwa
pancasila adalah ideologi yang mendukung demokrasi secara Islam.*?
Gagasan formalisasi penerapan syariat Islam dengan memasukkan
kembali Piagam Jakarta dan pemberlakuan Perda syariat, terdapat
perbedaan pandangan antar tokoh Nahdlatul Ulama sendiri. Salah satunya
Ali Maschan Moesa, tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus politikus yang
menolak Piagam Jakarta dimasukkan kembali ke dalam pembukaan atau
batang tubuh UUD 1945. la berpendapat bahwa kondisi dan situasi
masyarakat Madinah waktu dibentuknya Piagam Madinah berbeda dengan
kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Perbedaan tersebut tidak hanya pada
persoalan ruang dan waktu (space and time), akan tetapi juga persoalan
politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah berbeda dari awal. Struktur
masyarakat Arab yang heterogen dan bercorak masyarakat gurun tentu
berbeda dengan masyarakat Indonesia yang plural dan bercorak agraris.
Demikian pula apabila dilihat dari aspek budaya, masyarakat Arab ketika
saat itu bercorak sangat tradisonal, sedangkan masyarakat Indonesia berada

dalam corak modern dengan berbagai atributnya. Dengan demikian, yang

42 Amir Farih, "Konsistensi......., him. 8.
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diambil sebagai sample sebenarnya bukan corak masyarakatnya, tetapi
“ruh” atau etos kesepakatan Madinah sebagai dasar dari pentingnya
membangun suatu negara dengan etnis, agama, dan kepentingan yang
beraneka ragam variasinya.*

Ali dalam konstruksinya mengatakan bahwa penerapan syariat
Islam memang harus dijalankan, tetapi tidak harus wujud tagnin yang
tertuang secara formal dalam dasar negara ataupun peraturan perundang-
undangan. Penerapan syariat Islam di Indonesia perlu mencontoh strategi
Walisongo yang tidak mengedepankan simbol, melainkan lebih
mementingkan substansi. Walisongo tidak mentransformasi negara dengan
menggunakan simbol agama, melainkan lebih kepada akulturasi budaya
dengan ajaran Islam yang kemudian membentuk tatanan dan perilaku secara
baik dikedepankan. Menurutnya, budaya hukum (legal culture) yang
mencerminkan ketaatan masyarakat dan menerima terhadap ketentuan
tersebut belum siap. Apabila budaya taat hukumnya saja belum ada, maka
efektivitas hukum sudah pasti tidak terjamin.*

Sejalan dengan konstruksi Ali, Ghazali juga tidak setuju terhadap
gagasan formalisasi penerapan syariat Islam. Namun tentang Piagam
Jakarta, Gazhali tetap menekankan untuk diperjuangkan. Konstruksi
Ghazali berorientasi pada dakwah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam

ketika hijran dari Makkah ke Madinah yang menekankan pada tatanan

43 Sahid HM, "Formalisasi......., him. 407.
44 1bid, him. 414.
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kehidupan berbangsa dan bernegara. Ghazali mengatakan bahwa
perkembangan politik saat itu yang terjadi secara signifikan ditunjukkan
oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam dengan kesuksesan yang sangat
fenomenal. Piagam Madinah merupakan landasan kehidupan berbangsa dan
bernegara bagi masyarakat majemuk di Madinah pada saat itu, sekaligus
sebagai dokumen politik yang membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu
‘alaihi wasallam sebagai seorang negarawan. Di mana dengan terbentuknya
Piagam Madinah tersebut, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam
mendapatkan legitimasi sosial sebagai pemimpin politik dan berperan
sebagai kepala negara. Sedangkan terkait Piagam Jakarta, tanpa
menggunakan kata “Syariat Islam” tetapi “Ajaran agama” juga berorientasi
pada pemilahan antara yang universal dengan yang parsial.*

Adapun penafsiran Nahdlatul Ulama terhadap QS. al-Bagarah ayat
208, yang merupakan senjata atau dalil pokok yang sering digunakan
kelompok-kelompok penggagas formalisasi syariat Islam yang salah

satunya Majelis Mujahidin Indonesia, sebagai berikut:
244 z g S - S, \ H T
L;wﬁa’ ,LL_,J‘ |oplas 1325 N5 26 Lo 3 15500 2 Gl L

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian)
secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan!
Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.*®

Apabila dilihat dari asbanunnuzulnya, turunnya ayat tersebut

tentang peristiwa Abdullah bin Salam bersama para sahabatnya yang berasal

4> |bid, him. 408.
46 Tim Penerjemah Al-Quran Ull, Qur’an....., him. 56.
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dari Yahudi Bani Nadhir di Madinah. Di mana mereka yang sudah memeluk
agama Islam, tetapi masih terpengaruh oleh norma-norma agama Yahudi
seperti penghormatan terhadap hari sabtu dan keharaman memakan daging
unta. Sikap setengah-setengah ini yang kemudian Allah menurunkan ayat
tersebut sebagai teguran terhadap mereka. Syekh Wahbah az-Zuhaili

menjelaskan bahwa*’:

KT —F ksl y al gl gl 5 g 4G DN 3 glisl (s Ll
3}\M\ﬁ¢j&éi@r§j&‘\ibw\gb Qw\ uﬂjbj \JJ'\’\J \‘).Z_.@u\)\-é
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Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam seluruhnya, bukan
sebagian-sebagian, atau berdamailah dan beramallah sesuai dengan semua
hukumnya. Janganlah bersikap munafik. Waspadalah terhadap bisikan
setan. Jangan kalian ikuti apa yang diperintahkan setan, karena ia adalah
musuh yang jelas-jelas memusuhimu. At-Thabarani meriwayatkan bahwa
ayat ini turun perihal Abdullah bin Salam dan sahabatnya dari kalangan
Yahudi yang masih mengagungkan hari sabtu dan enggan terhadap daging
unta, padahal mereka telah memeluk agama Islam. Kemudian sikap
mereka diingkari oleh para sahabat rasul lainnya.

Kata ‘Islam’ pada QS. al-Bagarah ayat 208 ini sebenarnya tidak ada,
melainkan yang ada adalah kata ‘as-Silmi’. Kata tersebut yang selanjutnya
diartikan sebagai agama Islam, sebagaimana penjelasan Syekh M.
Jamaluddin Al-Qasimi: “Kata ‘as-Silmi’ dibaca fathah ataupun kasrah pada

huruf sin dan sukun pada huruf lam, keduanya merupakan bacaan qira’ah

47 Nahdlatul Ulama, "Pengertian Islam secara Kaffah dalam Dua Tafsir Al-Quran", dikutip
dari nu.or.id, https://islam.nu.or.id/tafsir/pengertian-islam-secara-kaffah-dalam-dua-tafsir-al-quran-
MoYec, diakses pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 Jam 7.34.



86

sab’ah yang memiliki makna Islam. “** Imam Ar-Razi mencoba melacak
arti kata ‘silmi’ dan ‘al-Islam’. Menurutnya, makna dari kedua kata tersebut
adalah ketundukan dan kepatuhan itu sendiri. Berdasarkan makna tersebut,
lalu berkembang menjadi arti ‘agama Islam’. Pendapat tersebut
dikorelasikan dengan QS. al-Bagarah ayat 131. Sedangkan kata ‘kaffah’
merupakan hal dari damir pada kata ‘udkhul@’.*

Kata ‘kaffah’ dalam nahwu pada ayat tersebut berkedudukan
sebagai hal. Oleh karena itu ia dibaca mansiib, dan setiap hal mengandung
sahibul hal. Ulama berbeda pendapat perihal ini. Sebagian ulama
berpendapat bahwa sahibul hal dari kata ‘kaffah’ adalah ‘fis silmi’.
Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa sahibul hal dari kata ‘kaffah’
adalah ‘udkhult sebagaimana pendapat Ar-Razi yang dikutip oleh M.
Jamaluddin Al-Qasini dalam tafsirnya tersebut di atas.

Perbedaan kedua pendapat di atas terhadap penafsiran sahibul hal,
berdampak pada perbedaan penerjemahan ayat tersebut. Apabila kata
‘udkhuld’ dipilih sebagai sahibul hal, maka terjemahan ayat tersebut
menjadi, “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua tanpa
kecuali ke dalam Islam.” Sedangkan apabila kata ‘fis silmi’ dipilih sebagai
sahibul hal, maka terjemahan ayat tersebut menjadi, “Wahai orang-orang
yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seutuhnya.” Kedua

perbedaan penerjemahan tersebut tentu memiliki implikasi logika yang

4 Lihat M. Jamaluddin Al-Qasimi, Mahasinut Ta’wil, dikutip dari dari nu.or.id,
https://islam.nu.or.id/tafsir/pengertian-islam-secara-kaffah-dalam-dua-tafsir-al-quran-MoYec,
diakses pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 Jam 7.52 WIB

4 1bid.
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berbeda. Mengingat penerjemahan terhadap ayat bukanlah penerjemahan
tunggal.*°

Berdasarkan uraian di atas terkait pandangan Nahdlatul Ulama
terhadap gagasan formalisasi penerapan syariat Islam di Indonesia, dapat
diketahui bahwa metodologi istinbat hukum Islam dalam Keputusan
Muktamar Nahdlatul Ulama adalah menggunakan metode qauli yaitu
mengikuti pendapat para imam mazhab atau para ulama yang sudah terdapat
pada kitab-kitab klasik, dengan mempertimbangkan sanadnya. Sedangkan
apabila dilihat dari pandangan tokoh-tokohnya secara individu, mayoritas
mereka lebih mengedepankan kemaslahatan atau dapat dikatakan
menggunakan metode istislahi.

Adapun pandangan Nahdlatul Ulama terhadap QS. al-Bagarah: 208,
memang menggunakan metode Bayani dengan langkah-langkah yang
ditempuh sebagai berikut: 1) Mengkaji asbabunnuzul yang bersifat mikro
(sebab khusus) terhadap ayat tersebut; 2) Mengkaji teks ayat dari perspektif
kaidah bahasa, yang dalam hal ini menurut kedudukan katanya dalam ilmu
nahwu; dan 3) Mengaitkan nas yang sedang dikaji dengan nas lain yang
berkaitan, yang dalam mengaitkan QS.al-Bagarah ayat 208 dengan ayat 131
sebagaimana pendapat Ar-Razi seperti yang telah disebutkan di atas. Selain
itu, Nahdlatul Ulama juga memilih jalan tengah dalam memahami QS. al-

Bagarah ayat 208 tersebut, dengan menguraikan menurut dua pendapat kuat

50 Nahdlatul Ulama, "Pengertian Islam secara Kaffah dalam Dua Tafsir Al-Quran®, dikutip
dari nu.or.id, https://islam.nu.or.id/tafsir/pengertian-islam-secara-kaffah-dalam-dua-tafsir-al-quran-
MoYec, diakses pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 Jam 7.34 WIB.
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yang berbeda, sehingga memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi
pembaca untuk mengikuti pendapat yang mana. Serta hasil pendapatnya
bahwa tidak menjadikan ayat tersebut sebagai sumber primer dalam
kewajiban menerapkan syariat Islam secara formal.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Ketentuan Umum dalam
Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung pada
tahun 1992 M yang hingga saat ini masih berlaku secara esensial belum
pernah mengalami perubahan, yaitu bahwa pengambilan keputusan Bahtsul
Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama mengutamakan bermazhab qauli.
Apabila dalam suatu permasalahan tidak ditemukan satu gaul/wajah sama
sekali yang dapat memberikan jawaban penyelesaian, maka digunakan
metode ilhagi. Namun, apabila metode ilhagi tidak dimungkinkan juga,
maka dilakukan bermazhab secara manhaji.>

Terdapat beberapa metode istinbat hukum yang digunakan secara
berjenjang oleh Nahdlatul Ulama dalam Bahtsul Masail, yaitu: Qauli,
ilhagy, dan manhajy. Namun metodologi istinbat hukum Islam yang
digunakan oleh Nahdlatul Ulama sebenarnya tidak berhenti sampai di situ.
Perjalanan Nahdlatul Ulama yang sangat panjang hingga berada pada saat
ini, turut memberikan warna dalam dinamika istinbat hukum yang telah
digunakan. Beberapa putusan Nahdlatul Ulama secara tidak langsung
sebenarnya telah menerapkan metode istislahi. Bahkan Muktamar

Nahdlatul Ulama ke-33 tahun 2015 di Jombang, telah menyebutkan secara

51 Nahdlatul Ulama, Solusi......., him. 470-471.
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resmi dalam keputusannya yang berbunyi: “Dengan tetap mengacu pada
kitab-kitab usul fikih, maka dalam penyelenggaraan istinbat jama’i tersebut,
NU membuat metode istinbat al-ahkam sederhana, yaitu metode bayani,
metode qiyasi, dan metode istishlahi atau maqashidi”.>?

Hasil putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama lainnya yaitu tentang
persoalan boleh tidaknya non-muslim menjadi pemimpin. Dalam hal ini
Nahdlatul Ulama mengikuti pendapat al-Mawardi, seorang ulama
bermazhab Syafi’iyyah. Al-Mawardi mengemukakan bahwa pengangkatan
non-muslim sebagai pemimpin diperbolenkan dalam jabatan publik
tertentu.

Al-Mawardi dalam kitabnya menjelaskan bahwa kekuasaan dibagi
setidaknya menjadi dua bagian, tafwid dan tanfiz. Adapun tafwid memiliki
cakupan kekuasaan kerja meliputi penanganan hukum, mengatur strategi
perang, mengatur anggaran, regulasi, dan legislasi. Pensyaratan jabatan
tafwid, menurut Al-Mawardi yaitu: Islam, paham akan hukum agama, dan
merdeka. Sedangkan jabatan tanfiz (eksekutif) memiliki cakupan
pelaksanaan dari peraturan yang telah dibuat dan dikonsep oleh pejabat
tafwid.>

Jadi, pemimpin seperti gubernur, walikota, bupati, camat, lurah, atau

ketua RW dan RT dari kalangan non muslim diperbolehkan. Pasalnya

pejabat tanfiz itu hanya bersifat eksekutor dari peraturan perundang-

52 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU, (Jakarta Pusat:
Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2016), him. 153.

53 Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sulthoniyah wal Wilayatud Diniyah, Cetakan 1, (Beirut: Darul
Fikr, 1960), him. 27.
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undangan yang ada. Dalam konteks Indonesia, kekuasaan dibagi pada
legislatif dan yudikatif diluar eksekutif. Sehingga kinerja pemimpin tetap
terpantau dan tetap berada di jalur konstitusi yang sudah ada. Mereka
seolah-olah hanya sebagai jembatan antara rakyat dan konstitusi.>*

Metode istinbat hukum Islam Nahdlatul Ulama pada akhirnya
mengalami kemajuan. Hal tersebut terjadi karena saat ini banyak kelompok
kyai muda Nahdlatul Ulama yang ikut serta menyuarakan pendapatnya
terhadap persoalan-persoalan  kontemporer, lebih mengedepankan
kemaslahatan dengan menggunakan metode istislahi (kaidah-kaidah
syariat) dalam materi istinbat insya‘i. Di samping itu, ditemukan juga
pendapat Nahdlatul Ulama yang menggunakan metode bayani seperti
pemahaman terhadap QS. al-Bagarah ayat 208 di atas, walaupun tidak
dengan istilah bayani. Meskipun hasil keputusan-keputusan Bahtsul Masail
memang yang paling dominan adalah menggunakan gauli, karena memang
metode tersebut yang diutamakan terlebih dahulu dalam beristinbat hukum
Nahdlatul Ulama.

Penerapan metode istislahi dalam beristinbat hukum Islam oleh
Nahdlatul Ulama dapat dilihat pada Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bathsul
Masail PBNU tentang Figih Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 yang
diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2020. Hasil keputusan Bahtsul Masail

tersebut menyebutkan bahwa syariat Islam telah mengatur dengan begitu

> Nahdlatul Ulama, ‘Memilih Pemimpin Non Muslim, Bolehkah?’, dikutip dari
https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/memilih-pemimpin-non-muslim-bolehkah-ytT Xy, diakses
pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Jam 08.43 WIB.
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baik dan sempurna tentang pemulasaraan jenazah (<w!! j¢=5), yang sunguh-
sungguh mencerminkan posisi manusia sebagai makhluk terhormat. jenazah
pasien Covid-19 muslim memiliki kedudukan dan perlakukan sama dengan
jenazah muslim pada umumnya, yaitu wajib dimandikan, dikafani, disalati,
dan dimakamkan. Namun, perlakuan terbaik terhadap jenazah kadang tidak
dapat diwujudkan karena kendala tertentu seperti jenazah pasien Covid-19,
yang mana apabila dilakukan dengan standar normal diduga kuat dapat
menimbulkan bahaya (L) bagi yang hidup. Sementara menolak bahaya
(L=l &82) merupakan salah satu tujuan syariat (=3l 1alia), Oleh sebab
itu, untuk protokol pemulasaraan jenazah pasien Covid-19 (baik teknis
mengkafani maupun pemakamannya) harus mengikuti arahan dari para ahli
medis.*

Adapun cara memandikan jenazah pasien Covid-19 dengan
menggunakan peralatan yang dapat mencegah penularan penyakit tersebut.
Memandikan dilakukan oleh orang yang profesional atau petugas kesehatan
dengan harus melindungi diri dan memastikan keamanannya (menggunakan
pakaian pelindung, sarung tangan, masker, dan desinfeksi diri) agar tidak
tertular virus dari jenazah. Namun dalam pengecualian, secara terperinci
dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut®®:

1. Jika menurut ahli memandikan jenazah Covid-19 dengan cara standar

tersebut masih membahayakan bagi yang memandikan atau penyebaran

55 Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU tentang Figih Pemulasaraan
Jenazah Pasien Covid-19.

%6 Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bathsul Masail PBNU tentang Figih Pemulasaraan
Jenazah Pasien Covid-19.
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virusnya, maka jenazah tersebut boleh dimandikan dengan cara
menuangkan air ke badan jenazah saja, tanpa dalku (digosok). Sebagaimana

penjelasan dalam al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah berikut:
OIRYER PN Er-N feep CRRISMIR - NI

Adapun jika (tidak dikhawatirkan) akan rontok bila sekedar dituangi air,
maka tidak boleh ditayamumi, namun harus dimandikan dengan cara
dituangi air tanpa digosok. (Abdurrahman al-Juzairi, al-Figh ‘ala al-
Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 476).

2. Jika hal itu tidak bisa dilakukan juga, maka boleh tidak dimandikan dan

diganti dengan ditayamumkan. Berdasarkan keterangan dalam Kitab al-

Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba ah:
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Dan tayamum dapat menggantikan memandikan mayit karena tidak ada
air atau karena tidak dimungkinkan dimandikan, semisal orang mati
tenggelam dan dikhawatirkan tubuhnya akan rontok jika dimandikan
dengan digosok atau jika dituangi air tanpa digosok.(Abdurrahman al-
Juzairi, al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),
Jilid 1, h. 476)

3. Dan jika hal itu juga tidak dapat dilakukan karena dalam kondisi darurat,
maka jenazah boleh langsung dikafani dan disholati, tanpa dimandikan atau
ditayamumkan. Karena kondisi darurat atau sulit tersebut, maka boleh
mengambil langkah kemudahan (al-masyaqgoh tajlibut taisir). Dan
termasuk bagian dari prinsip ajaran Islam adalah menghilangkan kesulitan.

Allah subhanahu wa ta‘ala berfirman:

o e a3k e 55
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78.Dan Dia tidak pernah sekalipun menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan.(QS. al-Hajj: 78).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam metodologi
istinbat hukum Islam Nahdlatul Ulama terhadap persoalan kontemporer,
beberapa dekade akhir ini mendahulukan magqasid as-syari’ah atau disebut
sebagai metode istislahi, dengan kemudian menyertakan dalil-dalil nas
Alquran dan Hadis serta pendapat mazhab dalam kitab klasik sebagai
penguat hukum dalam keputusan-keputusannya.

Metode Istinbat Hukum Islam Majelis Mujahidin Indonesia

Berbeda dengan Nahdlatul Ulama, asas perjuangan Majelis
Mujahidin Indonesia adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah sallallahu
‘alaihi wasallam yang sahih, sesuai pemahaman para sahabat. Dengan kata
lain bahwa pedoman Majelis Mujahidin Indonesia dalam beristinbat hukum
adalah Alguran dan Hadis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa
istinbat hukum adalah suatu upaya penggalian hukum-hukum tentang syara’
dari Alguran maupun Hadis melalui metode-metode tertentu. Metode
istinbat hukum Majelis Mujahidin Indonesia dapat dilihat pada pemikiran
atau cara mereka menafsirkan ayat-ayat Alquran.

Muhammad Thalib sebagai Amir Majelis Mujahidin Indonesia
secara tidak langsung memiliki pengaruh besar terhadap metodologi istinbat
hukum organisasi tersebut. Mengingat Muhammad Thalib memiliki karya-

karya dalam kajian keislaman, bahkan ia menafsirkan 30 Juz Alquran

dengan judul “al-Quran al-Karim: Tarjamah Tafsiriyah, Memahami Makna
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al-Qur’an Lebih Mudah dan Cepat”.>” Sejalan dengan itu, Mohammad
Yahya berpendapat bahwa meskipun terdapat struktur yang jelas dalam
kepengurusan Majelis Mujahidin Indonesia, namun sikap fanatik terhadap
pandangan tokoh masih cukup kental. Sehingga apa yang menjadi
pandangan pemimpin kerap adanya kemungkinan untuk tidak diamini oleh
para pengikutnya.®® Oleh karenanya, guna memberi kemudahan dalam
memahami metodologi istinbat hukum Majelis Mujahidin Indonesia, selain
mengetahui hasil atau produk pemikiran mereka, juga dapat mengetahui
hasil pemikiran para pimpinannya, salah satunya yaitu pemikiran tafsiriyah
Muhammad Thalib, serta yang paling terkenal dari Majelis Mujahidin
Indonesia yaitu gagasan tentang formalisasi penerapan syariat Islam di
Indonesia.

Menurut Anwar Kurniawan terdapat 2 (dua) tipologi pemikiran
Majelis Mujahidin Indonesia, dalam hal ini Muhammad Thalib dalam
menafsirkan ayat-ayat Alquran tentang formalisasi penerapan syariat Islam
di Indonesia, yaitu: Pertama, ayat-ayat Alguran yang secara redaksional
dimaknai dengan tegas menggunakan redaki “syariat Islam”. Ayat-ayat
tersebut antara lain adalah QS. al-Bagarah: 208, QS. asy-Syira: 13, QS. al-
Ahzab: 72, QS. Ali ‘Imran: 103, QS. an-Nisa’: 59, dan QS. al-Maidah: 44,
45, dan 47. Kedua, ayat-ayat yang secara redaksional tidak mungkin

dimaknai dengan redaksi “syariat Islam”, namun tetap dikaitkan dengan

7 Anwar Kurniawan, "Muhammad......., him. 133.
%8 Mohamad Yahya, "Peneguhan ldentitas dan Ideologi Majelis Mujahidin Melalui
Terjemah Al-Qur’an”, Religia, Vol. 21, No. 1 (2018), him. 197.
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tema penegakan syariat Islam dari sisi pengembangan wacana. Tipologi ini
biasanya untuk menggambarkan pentingnya menegakkan syariat Islam di
Indonesia sebagai misi penyelamat umat. Ayat-ayat tersebut di antaranya
adalah QS. al-A’raf: 96, QS. al-‘Asr: 3, QS. al-Munafigin: 8, QS. at-
Taubah: 101-102, dan QS. an-Nisa’: 44 dan 46.%

Di antara dalil-dalil di atas, yang paling sering digunakan oleh
Majelis Mujahidin Indonesia sebagai landasan dalam menyuarakan
formalisasi penerapan syariat adalah QS. al-Bagarah ayat 208. Hal tersebut
dapat dilihat salah satunya pada Keputusan Kongres Mujahidin 1V tentang
Rekomendasi Indonesia Bersyariah.®® Berikut bunyi QS. al-Bagarah ayat

208 :
Gk @‘\ LBl oy | ’;Ww\{ruujx,;\\,. Ao

208.Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam
(kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah
setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.®*
Sedangkan Muhammad Thalib memberi terjemahan yang berbeda
dengan Kemenag terhadap ayat di atas. la menerjemahkan QS. al-Bagarah
ayat 208 di atas sebagai berikut: “Wahai kaum mukmin, ikutilah syariat

Islam itu seluruhnya. Janganlah kalian mengikuti bujukan-bujukan setan.

9 Anwar Kurniawan, "Muhammad......, him. 135-136.

€0 Majelis Mujahidin Indonesia, "'Keputusan Kongres Mujahidin IV Tentang Rekomendasi
Indonesia Bersyari’ah”, dikutip dari https://www.majelismujahidin.com/keputusan-kongres-
mujahidin-iv-tentang-rekomendasi-indonesia-bersyariah/, diakses pada hari Sabtu tanggal 1 Januari
2022 Jam 11.24 WIB.

61 Tim Penerjemah Al-Quran Ull, Qur an......, him. 56.
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Sungguh setan itu adalah musuh kalian yang nyata-nyata merugikan
kalian " %

Berdasarkan dua terjemahan ayat di atas, terdapat perbedaan makna
khususnya pada penggalan ayat P Al 1543, Muhammad Thalib
memang memiliki metode tersendiri dalam memahami ayat-ayat Alquran,
atau yang disebut dengan metode terjemahan secara tafsiriyah. Kemenag
atau Alquran terjemahan pada umumnya menerjemahkan penggalan ayat
tersebut dengan arti “masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara
menyeluruh”, sedangkan Muhammad Thalib memberikan makna penggalan
ayat tersebut dengan arti “Ikutilah syariat Islam secara keseluruhan”.
Mereka menafsirkan ayat tersebut sebagai kewajiban umat Islam untuk
melaksanakan agama (syariat Islam) secara kaffah dalam seluruh aspek
kehidupan baik pribadi, keluarga, negara, masyarakat, bangsa, maupun
negara dan antar bangsa.®

Menurut Majelis Mujahidin Indonesia, penegakan syariat Islam
merupakan bentuk manifestasi dari Undang-Undang Dasar 1945.
Muhammad Thalib dalam khutbahnya mengatakan bahwa perlawanan demi
penegakan syariat Islam tidak sama dengan melawan konstitusi. Adapun

landasan filosofis yang dibangun atas pendapat tersebut adalah dengan

melibatkan sila pertama Pancasila bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa”

62 Muhammad Thalib, Al-Qur’an Tarjamah TafSiriyah, (Yogyakarta: Ma’had An-Nabawy,
2012), him. 32.

83 Majelis Mujahidin Indonesia, "'Keputusan Kongres Mujahidin IV Tentang Rekomendasi
Indonesia Bersyari’ah”, dikutip dari https://www.majelismujahidin.com/keputusan-kongres-
mujahidin-iv-tentang-rekomendasi-indonesia-bersyariah/, diakses pada hari Sabtu tanggal 1 Januari
2022 Jam 11.24 WIB.
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merupakan legitimasi konstitusi untuk menerapkan  Islam sebagai
instrument persatuan.®

Selain itu, gagasan formalisasi penerapan syariat Islam juga
berlandaskan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan Pasal 29

ayat (1) tersebut di atas, Majelis Mujahidin Indonesia memahami bahwa

tidak ada dasar lain bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali

Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila

merupakan tindakan penyimpangan dari UUD 1945.%

Bagi Majelis Mujahidin. Pandangan mereka tentang pemberlakukan
syariat Islam secara total sebagai berikut:

1. Melaksanakan syariat Islam secara kaffah (utuh dan menyeluruh)
merupakan kewajiban dan tanggung jawab kolektif terhadap setiap
orang yang beriman (QS. al-Bagarah:208);

2. Penegakkan syariat Islam secara kaffah adalah puncak perjuangan umat
Islam sebagaimana dikehendaki Allah yang akan mengantarkan pada
kemuliaan hidup manusia (QS. al-Bayyinah: 5 dan QS. al-Zukhraf: 43-

44);

& Anwar KurniKurniawan, "Muhammad......., him. 115.
% Irfan S. Awwas and Tim Ahli Majelis Mujahidin, "Pelaksanaan Syari’at Islam Dijamin
UUD ‘45", dikutip dari https://www.majelismujahidin.com/pelaksanaan-syariat-islam-dijamin-uud-
45/, diakses pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 Jam 9.18 WIB.
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3. Penegakkan syariat Islam secara kaffah adalah bentuk konkrit dari
ketakwaan Allah subkanahu wa ta‘ala dan menjadi solusi dari semua
krisis dan persoalan hidup manusia;

4. Kesengajaan melaksanakan sebagian syariat Islam dan menolak
sebagian yang lain, akan mengakibatkan kesempitan hidup di dunia dan

siksa Allah di akhirat (QS. al-Bagarah:85).¢°

Seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, bahwa
Majelis Mujahidin Indonesia secara resmi didirikan dalam Kongres
Mujahidin | di Yogyakarta pada tahun 2001, di mana dalam kongres
tersebut telah melahirkan 5 (lima) butir pernyataan deklarasi tentang
penegakkan syariat secara kaffah atau yang disebut dengan “Piagam
Yogyakarta”. Adapun dasar pemikiran kongres tersebut, seperti yang
dipaparkan Irfan S. Awwas adalah berdasar pada alasan yaitu: Pertama,
secara ideologis (Agidah) di mana setiap muslim yang lurus akidahnya pasti
menginginkan berlakunya syariat Islam sebagai konsekuensi logis dari
pengakuannya sebagai seorang muslim. Kedua, historis (sirah) di mana
perjalanan sejarah umat Islam sejak zaman Rasulullah, Khulafa’ur Rasyidin
dan khalifah-khalifah setelahnya, tabi’in, salafus salih, hingga akhir
runtuhnya khilafah Utsmaniyah, mereka seumur hidup dalam satu sistem
Islam. Ketiga, adanya realitas masa kini dengan munculnya era globalisasi

yang justru diwarnai dengan krisis dimensional yang berkepanjangan. Hal

6 Khamami Zada, Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia,
(Jakarta Selatan: Teraju, 2002), him. 121.
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tersebut merupakan peringatan bahwa saatnya umat Islam dituntut untuk
lebih berani menawarkan mutiara Alquran dan Hadis dengan tanpa ragu dan
minder demi mengatasi segala macam problema yang menimpa umat

manusia.®’

Adapun formalisasi penerapan syariat Islam yang dikehendaki
Majelis Mujahidin Indonesia adalah penegakkan syariat Islam di lembaga
negara, yakni salah satunya dengan mengembalikannya Piagam Jakarta
dalam Amandemen UUD 1945. Menurut mereka, sejak awal kemerdekaan
pelaksanaan syariat Islam sudah merupakan misi negara seperti tercantum
dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 tersebut di atas. Bahkan Indonesia pernah
berdasar pada syariat Islam, seperti yang tertulis dalam Piagam Jakarta. Hal
tersebut berarti bahwa tidak boleh ada aturan atau undang-undang negara
yang bertentangan dengan ajaran agama. Jadi, inti permasalahan yang
mereka suarakan bukanlah model negara mana yang akan diikuti, melainkan
Indonesia harus menepati janjinya dalam UUD yakni melaksanakan syariat
Islam. Apabila janji ini dipenuhi, niscaya problem kebangsaan akan selesai,

dan pertentangan internal maupun antar umat beragama akan dapat diatasi.®®

Penegakan syariat Islam bukan berarti harus membentuk negara
Islam, karena hukum Islam sendiri juga termasuk dalam hukum negara.
Mawardi Noor mengatakan bahwa dalam tuntutan syariat tidak disebutkan

tentang menegakkan negara Islam. Karena sebenarnya pengertian dari

57 Irfan S. Awwas, Risalah......., him. 399.
8 Rosidin, "Relasi......., him. 115.
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negara Islam itu sendiri sudah tidak jelas, yang terpenting adalah bagaimana
syariat Islam ditegakkan dengan menerapkan hukum Islam dalam hukum
negara. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia perlu disempurnakan

dengan menegakkan syariat Islam.®

Menguatkan pendapat Mawardi Noor, Majelis Mujahidin Indonesia
mengatakan bahwa tentang bentuk negara sudah tidak relevan lagi untuk
diperdebatkan. Pandangan tersebut didasarkan atas fakta sejarah yang
menginformasikan bahwa ketika Nabi Muhammad mengijinkan para
sahabatnya hijrah ke Habasyah (Ethiopia), di bawah kekuasaan Raja
Najasyi (Negus) yang beragama Nasrani, tanpa mempersoalkan status

bentuk negaranya.”

Formalisasi penerapan syariat Islam merupakan solusi dari
kebangkrutan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai individu,
masyarakat, bangsa, dan negara yang bersifat mutlak dan universal,
termasuk dalam menyelesaikan kemelut yang terjadi di Indonesia.
Muhammad Thalib mengatakan bahwa menurut ketentuan dan logika
Qurani, solusi dari masalah-masalah yang terjadi tersebut adalah keharusan
manusia kembali pada ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya secara total,

sebagaimana disebutkan dalam QS, Ali ‘Imran ayat 103:™

% Irfan S. Awwas, Risalah......., him. 317.
70 Rosidin, "Relasi........, him. 115.
" Irfan S. Awwas, Risalah......., him. 44.
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103. Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah
bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu
bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-
Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di
tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat

petunjuk.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa metodologi
istinbat hukum yang digunakan Majelis Mujahidin Indonesia adalah metode
istinbat bayani, di mana bertumpu pada pembacaan teks nas dengan
pendekatan linguistik (kebahasaan).”?

Seperti yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, bahwa
sumber pemikiran hukum Majelis Mujahidin Indonesia adalah
mengembalikan Alquran dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam
kehidupan beragama, atau dapat disebut dengan paham monotheisme.
Artinya, Alguran dan Sunnah merupakan sumber tunggal dalam ajaran
Islam. Karena keduanya adalah kalam Allah yang suci, sehingga apapun
yang ada di dalam Alguran dan Hadis tidak dapat dikembangkan melalui

nalar, akan tetapi harus dipahami dan diamalkan apa adanya.” Hal tersebut

terjadi karena akibat dari doktrin revivalis Islam.

72 Bakhtiar, “Epistimologi Bayani, Ta’lili dan Istislahi dalam pengembangan dan
Pembaharuan Hukum,” Tajdid : Jurnal llmu Keislaman dan Ushuluddin, Vol. 18, No. 1, (April
2019), him. 5.

3 Moh. Dliya’ul Chag, "Pemikiran....., him. 24.
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Adapun konsekuensi logis dari paham monotheisme dalam revivalis
Islam di antaranya yaitu: Pertama, Adanya pemahaman yang kaku dan
tekstualis terhadap Alquran maupun Hadis, dengan menghilangkan peran
nalar terhadap interpretasi teks; Kedua, Penolakan terhadap praktik
keislaman yang bercampur unsur budaya maupun inovasi teknik ibadah
yang kemudian dinilai sebagai perbuatan bid’ah bahkan syirik; Ketiga,
Terjadinya penolakan terhadap taqlid buta; dan Keempat, Mudah
menjastifikasi kafir terhadap paham vyang tidak sejalan dengan
kelompoknya.”

Contoh lain pendapat Majelis Mujahidin Indonesia sebagai hasil
pemikirannya yaitu tentang kepemimpinan non muslim. Menurut Abu
Bakar Ba’asyir, kaum non-muslim tidak boleh menduduki puncak
kepemimpinan dalam semua level, hingga level RT sekalipun. Pendapat

tersebut didasarkan pada QS. al-Maidah ayat 55-567:
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(55) Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-
orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya
tunduk (kepada Allah). (56) Dan barang siapa yang menjadikan Allah,
Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai walinya, maka
sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang akan menjadi
pemenang.

™ 1bid.
75 Budi Prasetyo, "Toleransi Majelis Mujahidin Indonesia Dalam Keberagamaan, Sosial,
Budaya Dan Politik", Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1 (2016), him. 46.
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Selain itu, hasil Kongres Mujahidin | dalam lampiran Imamatul
Ummah tentang Tanggung Jawab Rakyat terhadap Pemerintah, terdapat
poin yang mengatur terkait “memilih pemerintah sesuai syariat”.
Disebutkan pada poin tersebut bahwa rakyat memiliki tanggung jawab
dalam memilih pemerintah yang sesuai syariat. Di mana ketentuan tersebut
dilandaskan pada QS. Ali ‘Imran: 28 dan Hadis Riwayat Bukhari dan

Nasa’i.”* Adapun bunyi QS. Ali ‘Imran ayat 28 yaitu:
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28. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para

wali88) dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang

melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk

menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah

memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah
tempat kembali.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa
metodologi istinbat hukum Islam yang digunakan Majelis Mujahidin
Indonesia adalah metode bayani dengan paham monotheisme. Bahkan di
beberapa pemikiran, salah satunya pada penafsiran QS. al-Kafirin yang
dijadikan landasan dalam menentukan hukum merayakan natal bersama
bagi orang yang beragama Islam, mereka mengggunakan metode istinbat

intiqa’i (selektif), di mana dalam memutuskan hukum memilih salah satu

pendapat yang paling kuat.

76 |rfan S. Awwas, Risalah........, him. 479.
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Satu lagi contoh pendapat mereka dalam penerbitan Surat Terbuka
tentang Perayaan Natal Bersama. Majelis Mujahidin Indonesia menyatakan
bahwa mengikuti upacara natal bersama bagi umat Islam hukumnya
haram.”” Walaupun tidak dijelaskan secara detail upacara seperti apa yang
dimaksud, namun dapat dipahami bahwa maksud dari upacara tersebut
meliputi ucapan selamat natal, mengikuti acara natal, ataupun yang
berkaitan dengannya. Hal tersebut didasarkan pada Firman Allah dalam QS.

al-Kafirtn ayat 1-6:
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“Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir: “Wahai orang-orang
kafir aku tidak akan menyembah tuhan yang kalian sembah, kalian pun
tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak akan mau
menyembah cara-cara kalian menyembah tuhan kalian, kalian pun tidak
menyembah tuhan kalian dengan cara-cara aku menyembah Tuhanku.

Untuk kalian agama syirik kalian, dan untukku agama tauhidku.”’
Pemaknaan QS. al-Kafiran di atas memang berbeda dengan
pemaknaan oleh Alguran Terjemahan Kemenag pada umumnya. Majelis
Mujahidin Indonesia khususnya Muhammad Thalib, dalam memahami
ayat-ayat di atas dengan memerhatikan semua kaidah penafsiran Alguran
dan memerhatikan perbedaan pola kalimat bahasa Arab serta bahasa
terjemahannya, yang dalam hal ini ia mengikuti kaidah penafsiran Abi

Hayyan dalam Tafsir al-Bair al-Mu#if”, yaitu:

77 Surat Terbuka Majellis Mujahidin Indonesia tentang Perayaan Natal Bersama.
78 Surat Terbuka Majelis Mujahidin Indonesia tentang Perayaan Natal Bersama.
79 Mohamad Yahya, "Peneguhan........, him. 195.
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“....aku tidak pernah menjadi penyembah.... kamu tidak pernah (pula)
menjadi penyembabh....."
Menurut Muhammad Thalib, pokok pembicaraan pada penggalan
ayat di atas berkaitan dengan cara melakukan penyembahan. Pendapatnya
tersebut didasarkan pada tafisr Ulama al-Azhar dalam al-Muntakhab,
sehingga QS. al-Kafirin diterjemahkan sebagaimana tersebut di atas.
Sedangkan perbedaan pola kalimat bahasa Arab dan bahasa terjemahannya
menurutnya adalah perbedaan logika bahasa.®
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat
perbedaan antara Nahdlatul Ulama dengan Majelis Mujahidin Indonesia
dalam merespon suatu persoalan hingga muncul sebuah proses istinbat
hukum, yang membedakan antara kedunya yaitu terletak pada kerangka
berpikir dan metode dalam beristinbat. Ketika muncul suatu persoalan baru
dari internal ataupun di tengah masyarakat, Nahdlatul Ulama ataupun
Majelis Mujahidin Indonesia merespon dengan kemudian beristinbat
hukum yang dilakukan oleh lembaga fatwa mereka masing-masing,
Nahdlatul Ulama dilakukan dalam Bahtsul Masail dan Majelis Mujahidin
Indonesia dilakukan dalam AHWA. Berikut gambar bagan sebagai
ringkasan proses istinbat hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin

Indonesia:

8 Ibid, him. 196.
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Gambar 3 Proses Istinbat Majelis Mujahidin Indonesia dalam AHWA
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Latar Belakang Pemikiran Metode Istinbat Hukum Islam Nahdlatul
Ulama

Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas dengan upaya
mempertahankan ajaran Ahlusunnah wal Jama’ah. Secara historis,
berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan reaksi terhadap adanya gerakan-
gerakan kaum modernis yang berupaya mengabaikan atau bahkan
menghapus ajaran-ajaran Sunni di Timur Tengah. Nahdlatul Ulama hadir
dengan suatu ikhtiar dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan
ajaran-ajaran tersebut.®

Pesantren sebagai basis sosial dan budaya, dikelola untuk
mengembangkan dan mewariskan ajaran Ahlusunnah wal Jama’ah dengan
penekanan pada metode pendidikan yang tradisional berupa pengulangan
memorisasi sumber-sumber ajaran Islam yang menjadi standarnya. Salah
satu sumber literaturnya yang sangat menonjol adalah kitab kuning.®?
Dalam suatu lembaga pesantren, terdapat kyai yang sangat di-ta zimi
keberadaannya baik oleh para santri maupun masyarakat sekitar. Sehingga
pemikiran Nahdlatul Ulama terutama di masa awal, sangat dipengaruhi dan
ditentukan oleh para tokoh pendiri. Karena merekalah yang dengan gigih
memperjuangkan berdirinya Nahdlatul Ulama sebagai wadah bagi kaum

tradisional dalam membela dan menjaga keagamaan Islam tradisional.®

him. 8.

8 L_aode Ida, NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru, (Jakarta: Erlangga, 2004),

8 |bid, him. 1.
8 Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, "Metodologi......, him. 123.
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Di antara para pendiri Nahdlatul Ulama yang memiliki pengaruh
paling kuat dalam perjalanan Nahdlatul Ulama periode awal ialah Hadratus
Syekh KH. Hasyim Asy’ari. Pemikiran beliau dengan penegasan yang
mencanangkan tentang pembelaan terhadap pola keberagamaan dengan
sistem mazhab. Hal tersebut juga dapat dimaknai sebagai sikap defensif
terhadap pemikiran keagamaan gerakan pembaharuan Islam pada saat itu.
Hingga kemudian penegasan atas pemikiran Hadratus Syekh KH.
Muhammad Hasyim Asy’ari tersebut terlembagakan dalam organisasi
Nahdlatul Ulama.®

Secara definitif, Nahdlatul Ulama memberikan arti terhadap istilah
“istinbat hukum” dengan makna upaya mengeluarkan hukum syara’ dengan
al-gawaid al-fighiyyah dan al-gawaid al-usiliyyah baik berupa adillah
ijmaliyyah, adillah tafsiliyyah, maupun adillah azkam. Oleh karenanya,
tidak heran apabila produk hukum yang dihasilkan Nahdlatul Ulama
merupakan hasil ijtihad atas nas-nas Alquran dan Hadis yang sesuai dengan
prinsip-prinsip mujtahid terdahulu.®

Dari segi sosio-historis, konsep bermazhab dalam pengembangan
hukum Islam menjadi pilihan bagi pendiri Nahdlatul Ulama di masa awal.
Selain berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan reaksi terhadap adanya
gerakan-gerakan kaum modernis yang berupaya mengabaikan atau bahkan

menghapus ajaran-ajaran Sunni di Timur Tengah, hadirnya Nahdlatul

8 1bid, him. 124.
8 Imam Yahya, Dinamika....., him. 47-48.
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Ulama juga merupakan suatu ikhtiar dalam rangka mempertahankan dan
mengembangkan ajaran-ajaran tersebut. Pilihan tersebut dilatarbelakangi
oleh adanya situasi masyarakat Indonesia yang telah menganut Mazhab
Syafi’i secara kultural. Hal tersebut berarti bahwa apa yang dipilih
Nahdlatul Ulama merupakan akumulasi pendapat masyarakat dalam
memahami dan mengamalkan hukum Islam yang dielaborasi dari Alquran
dan Hadis. Kumpulan dari pendapat-pendapat tersebut selanjutnya
terformat dalam konsep bermazhab, dengan cara mengikuti pendapat-
pendapat yang sudah “jadi” dari lingkungan mazhab tertentu berupa aqwal,
yaitu hasil istinbat yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Bahkan
menggunakan manhaj tersebut, apabila memang dibutuhkan.?®

KH. Muchith Muzadi, salah satu ulama senior Nahdlatul Ulama
mengatakan bahwa metode istinbat hukum Islam Nahdlatul Ulama yang
berlandaskan pada Alquran dan Hadis dengan konsep bermadzab atau
merujuk pada fatwa para imam mazhab, hal tersebut wajar. Mengingat
kehidupan di zaman saat ini yang serba modern, di mana sudah terlampau
jauh dari zaman Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, setiap orang pasti
membutuhkan panduan (bermazhab) untuk melaksanakan detail-detail
ajaran Islam dengan benar. Karena hampir tidak memungkinkan untuk

mengambil langsung dan menyimpulkan hukum dari nas-nas primer yang

& Ibid, him. 48-49.
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ada. Apabila tidak berhati-hati dalam memaknainya untuk menetapkan
suatu hukum, justru akan dapat membahayakan Islam dan dirinya sendiri.®’

Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman,
permasalahan-permalahan yang terjadi di tengah masyarakat dinamis
semakin berkembang pesat. Permasalahan-permasalahan yang biasanya
sudah ada atau ditemukan pembahasannya dalam kitab-kitab klasik, namun
pada akhirnya lambat laun sulit untuk ditemukan lagi, atau kalaupun ada
tetapi sudah tidak relevan dengan kondisi zaman saat ini. Sehingga
dibutuhkan pembaharuan hukum untuk menjawab persoalan-persoalan di
masa ini yang sebelumnya belum pernah terjadi di masa lalu.

Penghujung abad ke-20, muncul di kalangan Nahdlatul Ulama
upaya-upaya positif yang mendorong semua pihak untuk melakukan
dekonstruksi fikih melalui rekonstruksi metodologi penetapan hukum-
hukum. Diskursus ini muncul paling tidak karena 2 (dua) faktor, yaitu:
Pertama, pergumulan warga Nahdlatul Ulama dengan wacana baru yang
menuntut adanya pembaharuan segala aspek kehidupan manusia, khususnya
berkaitan dengan hukum Islam. Kedua, munculnya kelompok kyai muda
yang tidak puas terhadap hasil fatwa selama ini, yang menurut mereka
stagnan atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Mereka menginginkan
respon yang lebih mantap dan konseptual sesuai keadaan zaman yang ada.

Sehingga para kyai muda Nahdlatul Ulama membangun sebuah paradigma

8 Mulyono Jamal and Muhammad Abdul Aziz, "Metodologi......, him. 199.
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baru skriptural tradisi Kkritis, yang secara umum bertujuan untuk mengkaji

teks-teks fikih klasik dengan mengikutsertakan konteks sosial-historisnya.®
Pemikiran para kyai muda progresif Nahdlatul Ulama yang

menyuarakan tentang istinbat hukum dengan konsep maqasid as-syari‘ah

(Metode istislaht) pada dekade terakhir ini, dari segi sosio-kultural paling

tidak terdapat 2 (dua) faktor yang melatarbelakanginya yaitu:

1. Faktor Internal (Pendidikan)

Terdapat dua macam bagian atau model pendidikan yang
ditempuh oleh mayoritas kyai muda progresif Nahdlatul Ulama.
Pertama, mereka yang ditempa melalui pendidikan pesantren, dengan
kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik yang
berwatak keagamaan maupun sekuler.®? Dalam hal ini seperti Kyai Ali
dan Ghazali, pemikiran keduanya atas tanggapan tentang gagasan
formalisasi penerapan syariah, sangat mungkin dipengaruhi oleh latar
belakang pendidikannya dalam bidang sastra yang cenderung
kontekstual dan keterlibatannya dalam organisasi lintas agama yang
cenderung pluralis. Selain itu, spesialisasi Ghazali di bidang sejarah dan
peradaban Islam, dan Ali dalam bidang sosiologi juga dapat menjadi
pengarun dalam cara pandang mereka terhadap pemikiran
transformatif.®® Kedua, mereka yang ditempa melalui pendidikan

pesantren, ditambah dengan pendidikan di Timur Tengah.®* Di mana

8 |mam Yahya, Dinamika......, him. 51.

8 | aode Ida, NU......, him. 12.

% Sahid HM, "Formalisasi........, him. 417.
91 Laode lda, NU......., him. 13.
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pendidikan Timur tengah yang terkenal dengan pembaharuan-
pembaharuan hukumnya, salah satunya seperti Mesir. Sehingga sangat
mungkin hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Kyai
Muda Nahdlatul Ulama alumni yang lebih fleksibel (tidak kaku). Dalam
hal ini seperti (alm) KH. Abdurrahman Wahid, KH. Mustafa Bisri, dan
KH. Agiel Siraj.

Walaupun pendidikan ini bukan semata-mata faktor yang
melatarbelakangi pemikiran ulama-ulama Nahdlatul Ulama dalam
istinbat hukum Islam, namun sebuah model pendidikan cukup memiliki
pengaruh besar dalam pemikiran seseorang.

2. Faktor Eksternal (Perubahan Sosial)

Adanya tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern
dengan diiringi munculnya persoalan-persoalan yang semakin macam-
macam. Di mana persoalan-persoalan ini sulit atau bahkan tidak
ditemukan dalam pembahasan kitab klasik ataupun sumber primer,
karena memang belum pernah ada dan terjadi pada masa sebelumnya.
Sehingga pada dekade terakhir ini, banyak hasil istinbat hukum Islam
Nahdlatul Ulama yang lebih mengedepankan penggunaan maqasid as-
syari‘ah (metode istislahi), seperti Bahtsul Masail tentang Pemulasaran
Jenazah Pasien Covid-19 yang telah diuraikan di atas.

4. Latar Belakang Pemikiran Metode Istinbat Majelis Mujahidin

Indonesia
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Pemikiran, sikap, dan tindakan keagamaan yang cenderung
mengedepankan teks-teks secara skriptual dalam memahami agama biasa
disebut sebagai radikalisme. Munculnya sikap dan pemikiran tersebut
dilatarbelakangi oleh 2 (dua) faktor. Pertama, faktor internal di mana sistem
pendidikan dan pola pemahaman agama yang bersifat ‘amali, menjadikan
agama sebagai sebuah sistem dogma yang absolut dan kebenaran mutlak.
Kedua, faktor eksternal baik faktor politik karena adanya dominasi,
sosiologis karena disebabkan sikap peminggiran terhadap umat Islam,
kultural, maupun faktor keagamaan itu sendiri.*?

Melanjutkan mengenai faktor eksternal di atas khususnya dalam
pendekatan sosiologis, terdapat tiga kategori teori (walaupun ada yang
menambahkan dua teori lainnya) yang dapat digunakan dalam
mengdentifikasi faktor lahirnya suatu kelompok atau golongan, yaitu:

a. Teori fungsional
Teori fungsional adalah teori yang mengasumsikan masyarakat
sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar
pertumbuhan itu terjadi, maka semakin kompleks pula masalah-masalah
yang akan dihadapi, yang pada gilirannya akan membentuk kelompok-
kelompok atau bagian-bagian tertentu yang mempunyai fungsi

tersendiri.® Semakin berkembangnya zaman ini, semakin banyak

92 Abdul Muin M, Pendidikan Pesantren dan Potensi Radikalisme dalam Rosidin, “Relasi
Sosial Majelis Mujahidin dalam Konstelasi Kebangsaan”, Al-Qalam, Vol. 22, No. 1, (Juni 2016),
him. 106.

93 |da Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", Inspirasi, Vol. 1, No. 1
(2017), him. 6.
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permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, dan semakin banyak
juga muncul kelompok Islam dengan pemikiran baru yang mereka
bawa.
b. Teori Interaksional

Teori interaksional adalah teori yang mengasumsikan bahwa
dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan
individu dan individu dengan individu lain. Adapun prinsip dasar yang
dikembangkan oleh teori ini adalah bagaimana individu menyikapi
sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya, memberikan makna pada
fenomena tersebut berdasarkan interaksi sosial yang dijalankan dengan
individu yang lain.*

c. Teori Konflik

Teori konflik adalah teori yang percaya bahwa manusia
memiliki kekuasaan (power) dan kepentingan (interest) yang
merupakan pusat dari segala hubungan manusia.®® Oleh karena itu, jika
suatu kelompok atau seseorang yang merasa bahwa suatu aturan atau
ideologi itu kurang pas pada diri mereka, maka mereka berani muncul
dengan suatu yang berbeda dengan dalih itu merupakan power dan hak
manusia.

Berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia dengan jargonnya tentang

formalisasi penegakkan syariat Islam di Indonesia, dari segi sosio-historis

% 1bid, him. 7.
% 1bid, him. 8.
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setidaknya dilatarbelakangi karena 2 (dua) faktor. Pertama, Majelis
Mujahidin Indonesia dapat dikatakan sebagai pecahan dari DI/NII yang
merupakan gerakan pribumi untuk Islamisasi Indonesia. Gerakan DI
bemula pada tahun 1947 dengan dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan
Kartosuro. Januari 1948 Kartosuwirjo mendirikan TII (Tentara Islam
Indonesia) dan Agustus 1949 ia menyuarakan NIl (Negara Islam Indonesia)
yang kemudian dikenal sebagai DI (Darul Islam). Tahun 1950-an DI
melancarkan aksinya melawan pemerintah. Walaupun pemberontakan DI
berpusat di Jawa Barat, namun kemudian tersebar ke Aceh (1950) dipimpin
oleh Daud Beureueh dan ke Sulawesi Selatan (1953) dipimpin oleh Kahar
Muzakkar. Menjelang kematiannya, Kartosuwirjo dikabarkan telah
menunjuk Daud Beureueh sebagi Imam kedua NII pada tahun 1962. Daud
Beureueh sebagai Imam, membawa Abu Bakar Ba’asyir dan Abdullah
Sungkar untuk bergabung masuk ke dalam DI pada tahun 1957. Mulai saat
itulah, paham radikal dari Ba’asyir dan Sungkar yang terbentuk sejak muda
tersalurkan dalam bentuk aksi.*

Kedua, Majelis Mujahidin adalah gerakan yang sering bersentuhan
dengan gerakan Islam garis keras di Indonesia maupun dunia. Terbentuknya
Jarigan Internasional (JI) sebagai embrio MMI dan JAT bermula saat
pelarian Abu Bakar Ba’asyir dan Sungkar ke Malaysia ketika dikejar oleh
rezim Soeharto karena terlibat DI. Kemudian keduanya membangun

kerjasama dengan Osama bin Laden pada tahun 1990 untuk merekrut dan

% Moh. Dliya’ul Chag, "Pemikiran......., him. 31.
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melatih relawan Afganistan serta mendirikan Khilafah Islamiyyah Asia
Tenggara.”” Walaupun model gerakan perjuangan Majelis Mujahidin di
masa sekarang berbeda dengan di masa awal, namun faktor yang
mendorong berdirinya aliansi ini tetap sama yaitu bentuk tidak puas
terhadap penerapan sistem hukum di Indonesia yang tidak berdasarkan pada
syariat Islam.

Terkait dengan gagasan tentang formalisasi penerapan syariat Islam
seperti yang dicanangkan Majelis Mujahidin Indonesia, Ahmad Syafi’i
Ma’arif berpendapat bahwa salah satu penyebab maraknya fenomena
gagasan penegakan syariat Islam adalah kegagalan negara dalam
mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni tegaknya keadilan sosial dan
terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Korupsi yang masih dan bahkan semakin menggurita merupakan bukti
nyata kegagalan ini. Namun bagi Ma’arif, karena latar belakang
pengetahuan serta pemahaman kelompok tersebut sangat “dangkal” tentang
peta sosiologis Indonesia yang memang tidak sederhana, maka mereka
menepuh jalan pintas bagi tegaknya keadilan, yakni dengan melaksanakan
syariat Islam melalui kekuasaan.®

Bertolak pada pendapat Ahmad Syafi’i Ma’arif di atas, Kurdi Fadal
mengemukakan ideologi Muhammad Thalib melalui karyanya dalam

menerjemahkan Alquran yang dalam hal ini secara eksplisit juga merupakan

9 1bid.
% Anwar Kurniawan, "Muhammad........ " him. 123.
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model istinbat hukum Majelis Mujahidin Indonesia, bahwa bukan faktor
“kedangkalan” ilmu yang dimilikinya. Melainkan hal tersebut lebih pada
orientasi atau corak pemikiran yang terbangun dari latar belakang diri
mereka sendiri, termasuk di dalamnya faktor pendidikan, pergaulan, dan
sosial politik yang hadir dalam pikiran mereka.*®

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa metodologi
istinbat hukum Islam Majelis Mujahidin Indonesia yang dapat dilihat dari
hasil pemikiran-pemikiran para tokohnya seperti gagasan tentang penerapan
syariat Islam secara formal, hukum perayaan natal bersama, dan hukum
pemimpin non muslim sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menurut
analisis penulis setidaknya terdapat 2 (dua) faktor yang melatarbelakangi
pemikiran tersebut, yaitu: Pertama, faktor internal dalam hal ini riwayat dan
model pendidikan para tokohnya seperti Muhammad Thalib selaku Amir
Majelis Mujahidin Indonesia. Kedua, faktor eksternal dalam hal dilihat dari
sudut pandang sosio-historis berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia.

Apabila menelusuri profil Muhammad Thalib, ia dilahirkan di Desa
Banjaran, Gresik, Jawa Timur pada tanggal 30 November 1948 dengan
nama kecil Muhammad. Ayahnya bernama Abdullah bin Thalib al-
Hamdani al-Yamani. Menginjak usia remaja, Muhammad Thalib
melanjutkan jenjang pendidikannya di salah satu pesantren Bangil Pasuruan

yang basis coraknya keislaman Ormas Persatuan Islam (PERSIS) pada

9 Kurdi Fadal dan Heriyanto, "Justifikasi ldeologi Jihadis dalam Terjemah Al-Qur’an
Indonesia: Analisis terhadap Al-Qur’an Tarjamah Tafsiriyah M. Thalib", Al-Bayan, Vol. 5, No. 2
(2020), him. 112.
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tahun 1962. Tamat dari pesantren pada tahun 1967, ia tidak lantas bergegas
kembali ke kampung halamannya, melainkan diberi tugas untuk mengajar
dahulu di almamaternya tersebut, dan berharap dapat melanjutkan jenjang
pendidikannya di Timur Tengah. Selama mengajar di Pesantren PERSIS
Bangil, Thalib dikenal sebagai guru muda yang kritis, keras dalam
berkemauan, dan sulit diatur. Namun di sisi lain, ia merupakan murid
istimewa Pengasuh Pesanten, Abdul Qadir Hassan.*®

Pada Februari 1971 akhirnya Thalib mendapatkan rekomendasi dari
pimpinan DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) Jawa Timur, Shaleh
Bayasyut, untuk melanjutkan pendidikan di Madinah. Setelah ia
mendapatkan surat rekomendasi dan pengantar dari pimpinan pesantren dan
segera menemui Muhammad Natsir selaku pimpinan pusat DDII di Jakarta,
ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Muhammad Natsir tidak bergeming
sama sekali untuk membuka amplop surat yang dibawa Thalib, ia justru
menawarkan kepada Thalib supaya bersedia membantunya mengurus DDII.
Namun Thalib menolaknya dan bersikukuh untuk diberi kesempatan belajar
di Madinah. Setelah tidak puas dengan hasil pertemuannya dengan
Muhammad Natsir, Thalib akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung
dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di

fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia (Ull) Yogyakarta.o*

100 Mohammad Yahya, "Peneguhan Identitas........ ", him. 190.
101 Anwar Kurniawan, "Muhammad Thalib....... " hlm. 119.
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Sebagai intelektual muda yang lahir dari rahim PERSIS,
Muhammad Thalib aktif menulis buku keagamaan selama masa kuliahnya.
Selain itu, ia juga sempat bergabung menjadi aktifis Himpunan Mahasiswa
Indonesia (HMI). Selepas menyelesaikan pendidikan tingginya, ia masih
terus aktif menulis buku, artikel, maupun menerjemahkan karya-karya
berbahasa Arab. Persinggungan terkait wacana penafsiran Thalib,
sebenarnya terhitung sejak ia berguru kepada Guru Besar IAIN (Sekarang
UIN) Sunan Kalijaga, Mukhtar Yahya.®

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemikiran Muhammad
Thalib selaku Amir sekaligus yang memiliki pengaruh besar tehadap
metodologi istinbat hukum Islam Majelis Mujahidin Indonesia saat ini,
sangat mungkin dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya sebagai
alumni pesantren dengan basis PERSIS. Di mana PERSIS sendiri
merupakan organisasi Islam yang telah mempunyai sejarah cukup Kkuat
dalam membangun citra pemurnian praktik-praktik keagamaan, dengan
menjalankannya sesuai tuntunan Alquran dan Hadis. Bahkan dalam Qanun
Asasi PERSIS, secara eksplisit menuntut jama’ahnya untuk dapat memiliki
kemampuan serta integritas untuk mempelajari dan mengkaji pesan-pesan
ajaran keagamaan yang terkandung dalam Alquran dan Hadis.!%® Oleh
karena itu, tidak heran apabila banyak karya Muhammad Thalib tentang

tafsir Alquran.

him. 2.

102 1pjid.
108 Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS, (Jakarta: Logos, 1999),
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Sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang sosio-historis, Majelis
Mujahidin Indonesia lahir karena adanya bentuk tidak puas terhadap
penerapan sistem hukum di Indonesia yang tidak berdasarkan pada syariat
Islam. Walaupun model perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia saat ini
sudah berbeda dengan Majelis Mujahidin Indonesia masa awal yang lebih
pada pergerakan fisik, namun masih dengan tujuan awal yaitu berjuang
demi tegaknya syariat Islam secara menyeluruh. Oleh sebab itu, tidak heran
apabila hasil pemikiran-pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia selalu
mengarah pada upaya penegakkan syariat Islam, dengan kembali pada
Alguran dan Hadis (metode istinbat bayani). Karena memang tidak puas
terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang masih setengah-setengah
dalam menerapkan syariat Islam, mereka ingin menerapkan syariat Islam
secara kaffah sesuai tuntunan Alquran dan Hadis.

Berdasarka pembahasan yang telah diuraikan dalam sub bab C dan
D tentang metode istinbat hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis
Mujahidin Indonesia, guna memudahkan pembaca dalam melihat perbedaan
metode keduanya, berikut tabel perbandingan metodologi istinbtah hukum
Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia:

Tabel 1 Metodologi Istinbat Hukum Islam
Nahdlatul Ulama

No Isu Fatwa Metode Keterangan

Formalisasi Menerima ideologi | Metode qauli Memperhatikan
penerapan pancasila sebagai | yaitu kemaslahatan

asas bangsa mengikuti ‘ammah (demi
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syariat Islam | Indonesia. Lebih pendapat yang | keutuhan

di Indonesia | mementingkan sudah terdapat | bangsa
substansi daripada | pada kitab- Indonesia)
simbol kitab klasik.

Pemimpin Non —muslim Metode gauli, | Muslim atau

non-muslim | boleh memimpin | dengan non-muslim
dalam jabatan mengikuti yang penting

eksekutif kitab karangan | memiliki track
al-Mawardi record baik,
karena akan
mengatur hajat
masyarakat
(Kemaslahatan
umat)
Pemulasaraan | Pemulasaraan Metode Memperhatikan
Jenazah jenazah pasien istislahi, kemaslahatan
Pasien Covid-19 (baik dengan ‘ammah
Covid-19 teknis mengkafani | kemudian
maupun menyertakan
pemakamannya) dalil-dalil nas
harus mengikuti Alquran dan
arahan dari para Hadis serta
ahli medis pendapat

mazhab dalam
kitab klasik




Tabel 2 Metodologi Istinbat Hukum Islam

Majelis Mujahidin Indonesia
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No Isu Fatwa Metode Keterangan
Formalisasi Kewajiban Istinbat Bayani | Kewajiban
penerapan menerapkan syariat | QS. al-Bagarah | kolektif bagi
syariat Islam di | Islam secara ayat 208 mukmin demi
Indonesia formal di Indonesia mengantarkan

secara kaffah,
yakni salah satunya
dengan
mengembalikannya
Piagam Jakarta
dalam Amandemen
UUD 1945.
Pancasila sebagai
dasar negara
merupakan
tindakan
penyimpangan,
karena tidak ada
dasar lain bagi
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
kecuali Ketuhanan
Yang Maha Esa.

pada kemuliaan

hidup manusia

Kepemimpinan

Non-Muslim

Kaum non-muslim
tidak boleh
menduduki puncak
kepemimpinan

dalam semua level,

Istinbat Bayani
QS. al-Ma’idah
ayat 55-56

Penegakkan
syariat Islam
dimulai dari

memilih
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hingga level RT

sekalipun

pemimpin

sesuai syariat

Perayaan Natal

Bersama

Mengikuti upacara
natal bersama bagi
umat Islam

hukumnya haram

Istinbat Bayani
QS.al- Kafirtin

Menjaga akidah




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa metode istinbat hukum yang digunakan secara
berjenjang oleh Nahdlatul Ulama dalam Bahtsul Masail, yaitu: qauli, ilhaqy,
dan manhajy. Namun pada dekade terakhir ini, para kyai muda progresif
Nahdlatul Ulama yang menyuarakan tentang istinbat hukum dengan konsep
maqasid as-syari‘ah (metode istislahi). Sedangkan metodologi istinbat
hukum Islam Majelis Mujahidin Indonesia sejauh analisis penulis adalah
mereka menggunakan metode bayani baik di masa awal maupun masa
sekarang, yakni memahami nas dengan pendekatan kebahasaan (linguistik).
Hal tersebut dapat dilihat pada hasil terjemah tafsiriyyah karya Muhammad
Thalib.

2. Pemikiran metode istinbat hukum Islam Nahdlatul Ulama setidaknya
ditalarbelakangi oleh dua faktor yaitu: Faktor internal, riwayat pendidikan
pendiri Nahldlatul Ulama yang berwatak pesantren (tradisionalis).
Sedangkan faktor eksternal yaitu Nahdlatul Ulama memilih metode istinbat
hukum dengan konsep bermazhab karena adanya situasi masyarakat

Indonesia yang telah menganut Mazhab Syafi’i secara kultural,
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serta reaksi terhadap adanya gerakan-gerakan kaum modernis yang
berupaya mengabaikan atau bahkan menghapus ajaran-ajaran Sunni di
Timur Tengah. Adapun para kyai muda progresif Nahdlatul Ulama yang
menyuarakan metode istibath istislahi, dilatarbelakangi selain pendidikan
pesantren juga pengaruh pendidikan Timur Tengah yang terkenal dengan
pemikiran modern terhadap pembaharuan-pembaharuan hukumnya.
Begitupun juga dengan Majelis Mujahidin Indonesia, metologi istinbat
hukum Islamnya dilatarbelakangi setidaknya oleh dua faktor yaitu: Faktor
internal, pendidikan tokoh ulamanya dalam hal ini Muhammad Thalib
sebagai alumni pesantren dengan basis PERSIS, yang telah mempunyai
sejarah cukup kuat dalam membangun citra pemurnian praktik-praktik
keagamaan. Sedangkan faktor eksternal, dilatarbelakangi adanya bentuk
tidak puas terhadap sistem hukum di Indonesia yang tidak berdasarkan pada
syariat Islam. Sehingga tidak heran apabila hasil pemikiran-pemikiran
Majelis Mujahidin Indonesia selalu mengarah pada upaya penegakkan

syariat Islam, dengan kembali pada Alquran dan Hadis.

B. Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam sub bab
sebelumnya pada bab ini tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan
melalui tesis ini yaitu :

1. Bagi Nahdlatul Ulama, terus bersikap membuka diri dan meningkatkan

etos kerja dalam beristinbat hukum. Sehingga fatwa-fatwa yang
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dikeluarkan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi
masyarakat muslim Indonesia di era kontemporer saat ini.

. Bagi Majelis Mujahidin Indonesia, hendaknya juga lebih berkembang
seperti organisasi Islam lainnya yang bergerak terhadap perkembangan
baru dalam kajian hukum Islam di era kontemporer dengan tetap
berpegang teguh pada Alguran dan Hadis. Dan nantinya hasil fatwa
tersebut dapat dipublikasikan pada situs wibsite resmi Majelis Mujahidin
Indonesia. Sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas.
Karena hal tersebut juga termasuk merupakan dakwah dalam menegakkan
syariat Islam.

. Bagi masyarakat muslim Indonesia pada umumnya, untuk lebih
mempertimbangkan lagi dalam bertaglid, lebih baik lagi apabila dalam
mengikuti fatwa atau pendapat suatu kelompok terlebih dahulu
mengetahui landasan hukumnya. Namun, apabila terdapat perbedaan
pendapat untuk tidak saling menyalahkan, selama masih sesuai dengan
kaidah-kaidah syariat Islam.

. Pembahasan dalam tesis ini hanya sebatas tentang metodologi istinbat
hukum Islam Nahdlatul Ulama dan Majelis Mujahidin Indonesia serta
faktor yang melatarbelakangi pemikiran metode istinbat hukum kedua
organisasi tersebut. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pun sebatas
faktor sosiologi-historis. Oleh karena itu, perlunya penelitian selanjutnya
yang lebih mendalam tentang kerangka dan tahap metode istinbat hukum

yang digunakan, dinamika metode istinbat yang digunakan, faktor-faktor
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yang melatarbelakangi dari pendekatan lainnya seperti pendekatan
politik-historis dan politik praktis, ataupun tentang bagaimana strategi dan
pengaruh Nahdlatul Ulama dan/atau Majelis Mujahidin Indonesia

terhadap masyarakat Indonesia
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Penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia sangat mengkhawatirkan,
karena virus ini cepat menyebar dan sulit dideteksi. Jumlah pasien positif Covid-19
pun mengalami peningkatan. Data akumulatif pasien Covid-19 per 20 Maret 2020
mencapai 309 orang. Dari jumlah itu, pasien yang sembuh sebanyak 17 orang dan
terdapat 37 pasien covid-19 yang meninggal dunia.

Menurut penelitian medis, Covid-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat
menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar Covid-19 atau cara
penularan lainnya. Lebih berbahaya lagi jika tubuh kita tidak memiliki kesiapan
memproduksi antibodi sebagaimana layaknya antibodi terhadap virus lainnya.
Dalam kondisi demikian orang dapat dengan mudah tertular Covid-19. Meski
penyakit ini jika ditangani dengan baik dapat disembuhkan, namun karena sulitnya
mendeteksi virus ini maka masih terdapat pasien yang belum tertangani dengan
baik sehingga berujung pada kematian. Oleh karenanya, Covid-19 merupakan
pandemi, yang dapat menular dengan cepat dan dapat mematikan.

Ketika pasien Covid-19 ini meninggal, tentu virusnya masih berbahaya dan dapat
menular kepada orang-orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut.
Pertanyaannya, apakah jenazah pasien Covid-19 yang Muslim harus dimandikan dan
dirawat sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah biasa, dan bagaimana cara
memandikan dan menguburnya?

Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai penerima anugerah karamah
insaniyah (martabat kemanusiaan). Allah Swt. berfirman:

s o“.‘.'-. .."‘ s . o“.:’-'— ® . . 7. -o‘l.—'—".!.' 206 5 o%%,
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“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat

dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di

atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (Q.S. al-Isra":
70)
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Karamah insaniyah tersebut salah satunya tercermin dalam <udl s
(pemulasaraan jenazah: memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan)
yang menjadi kewajiban fakultatif (44S = ) yang tertuju kepada umat Islam untuk
setiap mayit Muslim. Pemulasaraan janazah (Jj%»3) diatur di dalam syari'at dengan
begitu baik dan sempurna yang benar-benar mencerminkan posisi manusia sebagai
makhluk terhormat.

Perlakuan terbaik terhadap jenazah kadang tidak dapat diwujudkan karena
kendala tertentu, seperti soal memandikan jenazah pasien Covid-19, yang mana
kalau dilakukan dengan standar normal diduga kuat dapat menimbulkan bahaya
(u»==) bagi yang hidup, terutama bagi yang melaksanakannya, yaitu penularan
virus. Sementara menolak bahaya (<l #3) merupakan salah satu tujuan syari'at
(4224 2alis). Oleh sebab itu, ketentuan tajhizul mayyit (pemulasaraan jenazah) pasien
Covid-19 sebagai berikut:

1. Bahwa Covid-19 merupakan wabah (tho’un), karena itu orang yang meninggal
akibat Covid-19 statusnya adalah syahid fil akhiroh. Sebab kedudukan syahadah
(mati syahid) tidak hanya didapat oleh mereka yang gugur di medan perang.
Mereka yang meninggal karena wabah penyakit (tho'un) juga dapat meraih
kedudukan syahadah. Sebagaimana hadits dan keterangan berikut:
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“Rasulullah Saw. bertanya (kepada sahabatnya): ‘Siapakah orang yang mati syahid di
antara kalian?’ Mereka menjawab: ‘Orang yang gugur di medan perang itulah syahid
ya Rasulullah,”. Rasulullah Saw bersabda: ‘Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang
mati syahid.” Para sahabat bertanya: ‘Mereka itu siapa ya Rasul? 'Jawab Rasulullah
Saw: ‘Orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati di jalan Allah
(bukan karena perang) juga syahid, orang yang tertimpa tha’un (wabah) pun syahid,
orang yang mati karena sakit perut juga syahid, dan orang yang tenggelam adalah
syahid” (HR Muslim).
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“Ulama mengatakan, yang dimaksud dengan kesyahidan mereka semua, selain yang
gugur di medan perang, adalah bahwa mereka kelak (di akhirat) menerima pahala
sebagaimana pahala para syuhada yang gugur di medan perang. Sedangkan di dunia,
mereka tetap dimandikan dan dishalati sebagaimana penjelasan telah lalu pada bab
Iman. Sesungquhnya orang mati syahid ada tiga macam. Pertama, syahid di dunia dan
di akhirat: yaitu mereka yang gugur di medan perang melawan tentara kafir. Kedua,
syahid di akhirat, tapi tidak syahid dalam hukum dunia, yaitu mereka semua yang
disebut dalam penjelasan di ini. Ketiga, syahid di dunia, tidak di akhirat, yaitu mereka
yang gugur tetapi berbuat curang terhadap ghanimah atau gugur saat melarikan diri

dari medan perang,” (Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, [Kairo, Darul
Hadits: 1422 H/2001 M] juz VII, halaman 72).

2. Jenazah pasien Covid-19 muslim memiliki kedudukan dan perlakuan sama
dengan jenazah muslim pada umumnya, yaitu wajib dimandikan, dikafani,
dishalati, dan dimakamkan. Berdasarkan keterangan dari kitab al-Majmu’
Syarah al-Muhadzab dan Sullamut Taufiq berikut:
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“Memandikan mayit adalah fardhu kifayah secara ijma’. Makna fardhu kifayah adalah
apabila kewajiban itu sudah dilakukan oleh orang/kelompok yang dianggap mencukupi,
maka gugurlah tanggungan bagi yang lain. Dan jika sama sekali tidak ada yang
melakukan, maka semuanya berdosa. Ketahuilah, sesungguhnya memandikan mayit,
mengafaninya, menshalatinya, adalah fardhu kifayah, tanpa khilaf.” (al-Majmu
Syarah al-Muhadzab, Juz 5, h. 128).
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“Memandikan mayit, mengafani, menyolati dan menguburnya adalah Fardlu Kifayah.
Hal itu jika mayit adalah seorang yang beragama Islam yang lahir dalam keadaan
hidup. Sedangkan mayit kafir dzimmy hanya wajib untuk dikafani dan dikubur, begitu
juga janin yang (belum mencapai umur 6 bulan dan lahir) dalam keadaan mati hanya
wajib untuk dimandikan, dikafani, dikuburkan dan keduanya tidak boleh disholati”.
Batas minimal memandikan mayit adalah dengan menghilangkan najis dan meratakan
air yang menyucikan ke seluruh kulit dan rambutnya walaupun lebat. Batas minimal
menguburkan mayit adalah galian/liang yang mampu menyembunyikan bau mayit dan
menjaga tubuh mayit dari binatang buas. Disunahkan memperdalam liang kira-kira
seukuran berdirinya orang yang mengangkat tangan. Selain memperdalam disunahkan
juga untuk memperluas liang. Dan wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat”( Syaikh
Salim bin Abdullah Al-Hadrami, Sullamut Taufiq h. 36-38)

3. Cara memandikan jenazah pasien Covid-19 dengan menggunakan peralatan yang
bisa mencegah penularan penyakit tersebut. Memandikan dilakukan oleh orang
yang profesional atau petugas kesehatan dengan harus melindungi diri dan
memastikan keamanannya (menggunakan pakaian pelindung, sarung tangan,
masker, dan desinfeksi diri) agar tidak tertular virus dari jenazah. Setelah
dimandikan, jenazah pasien Covid-19 dibungkus kain kafan kemudian
dibungkus sejenis plastik sehingga tidak mudah tercemar. Dan secara terperinci
dapat mengikuti ketentuan berikut:

a. Jika menurut ahli memandikan jenazah Covid-19 dengan cara standar tersebut
masih membahayakan bagi yang memandikan atau penyebaran virusnya,
maka jenazah tersebut boleh dimandikan dengan cara menuangkan air ke
badan jenazah saja, tanpa dalku (digosok). Sebagaimana penjelasan dalam
al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah berikut:
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Adapun jika (tidak dikhawatirkan) akan rontok bila sekedar dituangi air, maka tidak
boleh ditayamumi, namun harus dimandikan dengan cara dituangi air tanpa

digosok” (Abdurrahman al-Juzairi, al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 476)

b. Jika hal itu tidak bisa dilakukan juga, maka boleh tidak dimandikan dan
diganti dengan ditayamumkan. Berdasarkan keterangan dalam kitab al-Figh
‘ala al-Madzahib al-Arba’ah:
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Dan tayamum dapat menggantikan memandikan mayit karena tidak ada air atau
karena tidak dimungkinkan dimandikan, semisal orang mati tenggelam dan
dikhawatirkan tubuhnya akan rontok jika dimandikan dengan digosok atau jika
dituangi air tanpa digosok” (Abdurrahman al-Juzairi, al-Figh ‘ala al-Madzahib

al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 476)

c. Dan jika hal itu juga tidak dapat dilakukan karena dalam kondisi darurat,
maka jenazah boleh langsung dikafani dan disholati, tanpa dimandikan
atau ditayamumkan. Karena kondisi darurat atau sulit tersebut, maka boleh
mengambil langkah kemudahan (al-masyaqqoh tajlibut taisir). Dan termasuk
bagian dari prinsip ajaran Islam adalah menghilangkan kesulitan. Allah

Swt. berfirman:

T o ol B o Se Jar
“Dan Dia tidak pernah sekalipun menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan.” (QS: al-Haj ayat: 78).
Rasulullah Saw. bersabda:

A gy coras JB e Jos alll o) o e J ks 5 0 gl e
w|juqrﬁfibjoﬁua¢§:ﬂ3b :J}igrl.u_,d‘i,d.:l&w\ul.;
@Bl e wgdisly @gliln 5,8 @SU5 e Ul GlaT L wradazal b

ey gl el )

“Dari Abi Hurairah Abdul Rahman bin Shokhr Ra. berkata: “Saya mendengar nabi
Muhammad Saw. bersabda: “Segala sesuatu yang aku larang buat kalian semua,
maka jauhilah. Segala sesuatu yang aku perintahkan kepada kalian semua, maka
lakukan semampu kalian. Generasi sebelum kalian hancur disebabkan terlalu
banyak bertanya (protes) dan menyelisihi para nabi mereka (HR. Bukhari -
Muslim).

Sebagaimana juga dua keterangan berikut:

daae Zata 1oV gyl 1l gl oay WL Salall Lgze i data 1 W)
Tite odgh BBV piliay GI YNy e pidl e Oyl Lk dsls



141

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Gedung PBNU, Lt. 4, JI. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp/Fax. (021) 31935040

LBEM-PBNU

oW dlas LY 1LYy pgadt Lo OY o Ay Ciniinall 4 o
el @55 o8 Slsle i a3l b ol pall L 05 1p0 J ]

“(Jenis masyaqoh) Kedua, yakni suatu kesulitan yang secara umum dapat
melepaskan tuntutan suatu ibadah. Jenis ini mempunyai beberapa macam.
Pertama: kesulitan yang teramat sangat seperti kekhawatiran akan keselamatan
jiwa, organ, dan fungsi organ. Kesulitan semacam ini menetapkan keringanan.
Karena menjaga keselamatan jiwa dan organ tubuh guna menegakkan
kepentingan-kepentingan dunia dan akhirat itu lebih diprioritaskan daripada
mengeksploitasi tubuh demi menjalankan satu ibadah atau beberapa ibadah,
namun ibadah lainnya menjadi terbengkalai akibat kerusakan tubuh.” (Al-lzzu
bin Abdissalam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Muassasah al-
Rayyan, jilid: 1 h: 192-193)
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“Andaikan ada orang yang meninggQal tertimpa reruntuhan sebagaimana
tenggelam di sumur atau di laut yang dalam dan sulit untuk mengeluarkan dan
memandikannya dan mentayamuminya, maka tidak perlu dishalati karena tidak
memenuhi syarat. Sebagaimana dilansir oleh syaikhani dari imam Mutawalli.
Imam Nawawi dalam kitab al Majmu’ menyampaikan:”tidak ada perbedaan
pendapat dalam perihal ini.” Sebagian ulama’ muta’akhirin menyampaikan
pendapat: “Tidak ada alasan untuk meninggalkan shalat mayit. Karena sesuatu
yang mudah tidak bisa gugur akibat sesuatu yang sulit. Berlandaskan hadits
shahih: “Ketika kalian semua kuberi perintah, maka lakukan sebatas kemampuan
kalian.” Alasan tetap harus dishalati adalah karena shalat merupakan doa dan
penolong mayit (Al-Khatib al-Syarbini, Mughni al Muhtaj, juz:1 h:360).

4. Untuk protokol atau teknis mengkafan jenazah pasien Covid-19 secara ekstra
dan pemakamannya harus mengikuti arahan dari para ahli medis.

Demikian hasil bahtsul masail tentang Figih Pemulasaraan Jenazah Pasien
Covid-19 ini disampaikan untuk menjadi pegangan warga NU khususnya dan umat

6
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Islam Indonesia umumnya. Seraya berdoa, meminta pertolongan Allah SWT,
semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) segera bebas dari pandemi
virus corona yang mematikan tersebut.

Jakarta, 21 Maret 2020
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
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////

Surat Terbuka
Tentang Perayaan Natal Bersama
Kapada Yth:

Persiden Republik Indonesia
Panglima TNI

KAPOLRI

Menteri Dalam Negeri
Menteri Agama

Para Pejabat Gubernur

Para Pejabat Bupati

Para Pejabat Walikota

QOIS ON Lt Dol

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setiap tahun, ketika umat Kristen menyelenggarakan perayaan Natal, masyarakat Muslim di kalangan
pegawai negeri sipil maupun militer, terutama para pekerja dan buruh di perusahaan-perusahaan swasta non-
muslim mengalami kegelisahan sosial. Hal ini terjadi disebabkan otoritas pemerintahan atau perusahaan terkait
melibatkan umat Islam —secara terpaksa atau dipaksa— mengikuti perayaan Natal.

Dalam keyakinan Islam, ajakan seperti ini bukanlah toleransi, melainkan intimadasi serta upaya
pemurtadan. Atas dasar kenyataan itu, Majelis Mujahidin menyampaikan surat terbuka demi terciptanya
kehidupan sosial keagamaan yang harmonis di tengah masyarakat yang plural. Bahwa sikap intoleransi dan
intimidasi merupakan prilaku manusia tidak beradab yang akan merusak hubungan antar pemeluk agama,
sehingga dapat memicu konflik horizontal yang tidak kita inginkan bersama.

Mengingat:

1. UUDNRI 1945 Pasal (1)dan(2):

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2. UUD NRI 1945 Pasal 9, bahwa sebelum memangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersumpah
menurut agama yang berbunyi: “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan
peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”

3. UUDNRI 1945 Pasal 28E:

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya.

Pasal 281
(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28)
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.

4. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Pasal 86:
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
a. Keselamatan dan kesehatan kerja
b. Moral dan kesusilaan; dan
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sertai nilai-nilai agama.

Menimbang:

1. FirmanAllah Swtdi dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun [109]:1-6;
“Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir: "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan
menyembah tuhan yang kalian sembah, kalian pun tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Aku
tidak akan mau menyembah dengan cara-cara kalian menyembah tuhan kalian, kalian pun tidak
menyembah tuhan kalian dengan cara-cara aku menyembah Tuhanku. Untuk kalian agama syirik
kalian, dan untukku agama tauhidku.”

2. FatwaMajelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perayaan Natal Bersama

Memutuskan:

1. Majelis Mujahidin mendukung keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa mengikuti upacara
Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram.

2. Menyerukan kepada Presiden RI dan seluruh jajarannya baik sipil maupun militer, mematuhi undang-
undang dan konstitusi NKRI dalam melindungi rakyat muslim menjaga keyakinan agamanya (akidah
Islam) dengan melarang dan tidak melibatkan mayarakat muslim melaksanakan Natal bersama
dengan segala lambang dan atribut-atributnya.

3. Pemerintah supaya bersikap tegas, menyeru setiap pemeluk agama agar berpegang teguh pada ajaran
agamanya masing-masing, tanpa melibatkan pemeluk agama lain dalam perayaan agamanya.

4. Menyerukan kepada para pejabat Muslim, Kepala Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan
Kelurahan agar tidak mengikuti acara Natal ataupun semua yang berkaitan dengan ibadah agama lain,
karena bisa membawa pelakunya murtad dari Islam.

5. Majelis Mujahidin menyerukan kepada umat Islam untuk menjaga toleransi beragama sesuai dengan
ajaran Islam dengan tidak mengorbankan keyakinan agamanya mengikuti perayaan agama lain.
Karena hal itu selain tidak menghargai keyakinan agamanya, bahkan merupakan pelecehan dan
merusak toleransi kehidupan beragama.

Jogjakarta, 13 Desember 2015
Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin

wwas

Ketua Sekretaris

Al-Usta hammad Thalib
Amir Majelis Mujahidin
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I11.  Surat Keterangan Cek Plagiasi
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No: 11/Perpus/MIAI/I/2022

Aszalamu alatkum War. Wab.

Dengan im menerangkan bahwa :

Nama : Naily Fadhilah

Momor Induk Mahasiswa - 19913066

Eonsentrasi : Hukum Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Porwanto, M. Az
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmmu Agama Islam Program Magister FIAT UL
Tudul Tesis

STUDI PERBANDINGAN METODOLOGI ISTINBATH HUEUM ISLAM
NAHDLATUL ULAMMA AN MAJELTS MUJAHIDIN INDONESIA

Earya ilmizh yang bersangkutan di atas telah melalam proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil keranpan (sirmlarity) besar 15 (lima belas perzen) %,

Demukian surat keterangan im dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu ‘alaikum War. Wab.

l::-_g&:al-:a:ta, 31 Januari 2022
=5 AL, aprodi MIAI
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